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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 
 

 
Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman ‘ala 

Rasulillah. 

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., 

Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم, 

keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk 

umatnya yang mendapatkan syafaat. 

Ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin yang tidak 

hanya membahas aspek ekonomi secara konvensional, 

namun juga menitikberatkan pada nilai-nilai etika, keadilan, 

dan keberlanjutan yang terkandung dalam ajaran Islam. 

Buku ini terdiri dari berbagai bab yang menguraikan konsep 

dasar ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut 

dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

Buku ini diawali dengan bab "Konsepsi Ekonomi 

Islam", yang membahas dasar-dasar ekonomi Islam. Bab 

"Konsep Dasar Ekonomi Berkelanjutan" menguraikan 

prinsip-prinsip dasar ekonomi berkelanjutan dalam 

perspektif Islam. Selanjutnya, bab "Perbandingan Model 

Ekonomi Konvensional" menawarkan pandangan komparatif 

antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. 
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Bab "Teori dan Hakikat Keberlanjutan dalam Islam" 

menjelaskan pandangan Islam tentang keberlanjutan. Bab 

"Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi" 

mengeksplorasi relevansi uang digital dalam ekonomi 

berkelanjutan. Bab "Kontribusi Ekonomi Islam dalam 

Pembangunan Berkelanjutan" menyoroti kontribusi nyata 

ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Bab 

terakhir, "Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan 

Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam", membahas tantangan 

dan peluang dalam mencapai tujuan ini. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan 

semua pihak yang tertarik untuk mendalami ekonomi Islam 

dan kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan. 

Semoga karya ini dapat memberikan wawasan baru dan 

inspirasi untuk mewujudkan ekonomi yang lebih adil, 

seimbang, dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam. 

Selamat membaca. 
 
 
 
 

Deli Serdang,  20 Juni 2024 M 
13 Dzulhijjah 1445 H 

 
 
 

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA 
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society 
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KATA PENGANTAR EDITOR 
 
 
 
 
 
 

 
Alhamdulillah ‘ala kulli haal, 

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat 

serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah 

Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. 

Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali 

Sayyidina Muhammad. 

Alhamdulillah, dengan izin Allah Swt., buku "Ekonomi 

Islam: Sustainable Economy" ini akhirnya dapat diselesaikan 

dan diterbitkan. Buku ini merupakan hasil dari upaya yang 

sungguh-sungguh untuk mengkaji dan menyusun berbagai 

konsep serta prinsip ekonomi Islam yang relevan dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan. 

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik 

dan holistik dalam melihat isu-isu ekonomi global. Melalui 

buku ini, kami berusaha untuk menyampaikan pemahaman 

mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam 

dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang 

lebih adil dan seimbang. Buku ini tidak hanya membahas 

teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang 

penerapan konsep ekonomi berkelanjutan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Dengan hadirnya buku ini, kami berharap dapat 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan literatur 

ekonomi Islam dan menginspirasi para pembaca untuk lebih 

memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik 

ekonomi. Buku ini diharapkan menjadi referensi yang 

bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan siapa 

saja yang memiliki minat terhadap isu-isu ekonomi Islam 

dan keberlanjutan. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan 

manfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. 

 
Selamat membaca. 

 
 

 
Editor, 

 
 

 
Rahayu Ningsih, S.H.I., M.E. 
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KONSEPSI EKONOMI ISLAM 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Urgensi pengembangan konsepsi ekonomi Islam 

sebagai respon terhadap keterbatasan dan kegagalan 

terhadap sistem ekonomi konvensional guna menggapai 

kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. 

Dominasi paham kapitalisme dan materialisme pada sistem 

ekonomi konvensional dapat menghadirkan berbagai 

permasalahan, diantaranya kesenjangan ekonomi, 

eksploitasi sumber daya dan krisis moral. Untuk menjawab 

tantangan-tantangan ini maka dibutuhkan alternatif lain 

dalam sistem ekonomi. 

Hadirnya ekonomi Islam merupakan solusi dari segala 

permasalahan yang terjadi dalam sistem ekonomi 

konvensional. Agama Islam mengajarkan bahwa ekonomi 

Islam memberikan seperangkat nilai, prinsip, dan aturan yang 

memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan 
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keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Adapun menjadi 

landasan kuat bagi ekonomi Islam adalah memiliki nilai-nilai 

luhue seperti keesaan (tauhid), keadilan (‘adl), dan 

kesejahteraan umum (maslahah).  

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, 

sehingga konsepsi ekonomi Islam mempunyai keterkaitan 

yang tinggi. Negara Indonesia memiliki potensi besar dalam 

mengambangkan dan menerapkan ekonomi syariah sebagai 

salah satu pilihan dalam sistem ekonomi yang dapat 

membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.  

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, 

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan ekonomi Islam sebagai alternatif 

sistem ekonomi yang dapat membawa kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan upaya Indonesia 

dalam mencapai keadilan sosial ekonomi sesuai dengan 

pancasila dan konstitusi. Konsep ekonomi Islam juga 

memberikan nilai-nilai moral dan spritual yang dapat menjadi 

dasar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi 

konvensional yang cenderung materialistis, sistem ekonomi 

Islam lebih berfokus pada keseimbangan antara kepentingan 

sekuler dan spritual serta kepentingan individu dan 

masayarakat. Hal ini merupakan jawaban terhadap krsisis 

moral dan spritual terkait pembangunan ekonomi. 

Oleh sebab itu, konsepsi ekonomi Islam 

dikembangkan menjadi isu yang penting dan strategis untuk 

dilaksanakan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang 

diimplementasikan dengan harapan dapat terciptanya sistem 

perekonomian yang adil, makmur dan berfokus pada 

kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Usaha ini 

tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, akan tetapi juga 

dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap 
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pembangunan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya.  

Hal ini menjadi konsepsi ekonomi Islam memilki 

perbedaan tersendiri. Beberapa hal yang menjadikan 

konsepsi ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi 

lainnya yaitu pondasi dari ekonomi Islam terdapat pada nilai-

nilai dan ajaran agama Islam. Perbedaan ini umumnya bebas 

nilai dan berfokus pada kepentingan material semata, 

ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. 

Kegiatan ekonomi Islam harus relevan dengan ajaran tauhid, 

keadilan, dan maslahah yang berasal dari Alquran, Hadis, 

dan ijtihad para ulama. Sehingga hal ini yang membedakan 

ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya dengan memiliki 

dimensi spritual yang kuat. 

Hal yang berbeda lainnya adalah ekonomi Islam 

memiliki tujuan yang tidak hanya berfokus pada 

memaksimalkankeuntungan materi, namun juga pada 

pencapaian kesejahteraan spritual dan sosial. Tujuan dari 

konsepsi ekonomi Islam adalah mencapai falah yaitu 

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Berbeda 

dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali 

berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

kekayaan tanpa memerhatikan aspek spritual dan sosial. 

Ekonomi Islam memandang segala aktivitas sekonomi 

merupakan bahagian dari usaha masyarakat dalam 

menggapai kebahagiaan hidup secara menyeluruh. 

Jika dilihat dari sisi peran negara, maka negara 

bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mengatur serta 

mengawasi kegaiatan ekonomi masyarakat. Dimana negara 

memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya 

ekonomi yang berkeadilan, pemerataan kekayaan, dan 

terpenuhinya kebutuhan dasar dari seluruh warga negara. 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak 
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hanya bergantung pada kondisi pasar saja, namun juga 

melibatkan peran vital dari pemerintah sebagai pemangku 

kebijakan. Posisi negara atau pemerintah pada ekonomi 

Islam adalah sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung 

jawab untuk memenuhi kesejahteraan rakyat berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. 

Larangan riba dan gharar dalam aktivitas ekonomi 

Islam merupakan salah satu hal lainnya yang membedakan 

ekonomi Islam dengan kegiatan ekonomi lainnya. Ekonomi 

Islam menganggap bahwa riba dan gharar adalah bentuk 

tindakan eksploitasi dan ketidakadilan yang sangat 

merugikan salah satu pihak dan pihak lainnya. Oleh sebab 

itu, ekonomi Islam melarang semua kegaiatan yang memiliki 

unsur riba dan gharar, dengan menggantikannya dengan 

skema bagi hasil atau jual beli yang tidak melibatkan 

transaksi dengan praktik tersebut. Hal ini sangat kontras 

dengan sistem perekonomian konvensional yang masih 

menerima praktik bunga dam spekulasi dalam kegiatan 

ekonominya. 

Redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam 

menggunakan beberapa instrumen, yaitu zakat, infak, dan 

sedekah. Instrumen-instrumen ini memiliki tujuan untuk 

mendukung redistribusi kekayaan dan menciptakan 

keseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Ketiga 

instrumen tersebut merupakan perwujudan kepedulian sosial 

dan tanggung moral setiap individu dalam ekonomi Islam. 

Fokus ekonomi Islam bukan hanya mementingkan aspek 

pribadi seseorang saja, namun juga berfokus pada aspek 

sosial dan kelompok. Ekonomi Islam mengupayakan 

terciptanya ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan 

yang merata bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan 

kelompok tertentu. 
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Oleh karena itu konsep ekonomi Islam secara 

menyeluruh, memiliki perbedaan yang sangat mendasar 

sehingga berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. 

Perbedaan tersebut tercermin dari landasan niali-nilai agama, 

tujuan yang holistik, peran penting dari negara, larangan 

praktik riba dan gharar, serta penekanan pada instrumen 

redistribusi kekayaan. Hal ini menjadikan ekonomi Islam 

sebagai sistem ekonomi yang dapat menjawab tantangan 

ekonomi saat ini dan mewujudkan keadilan serta meratanya 

kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. 

 

B. Konsepsi Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan 

nilai-nilai syariat Islam dengan tujuan mewujudkan 

kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh umat 

manusia melalui prinsip-prinsip seperti al-adl, larangan riba, 

pembagian kekayaan melalui instrumen zakat, infak, dan 

sedekah, serta manajemen sumber daya alam yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan merupaka konsepsi 

ekonomi Islam. Penekanan sistem ekonomi Islam dalam 

bertransaksi adalah adil dan terbuka, kerja sama dan 

solidaritas, serta tanggung jawab atas kepemilikan dan 

penggunaan harta kekayaan (Ikhwan, n.d.). Ekonomi Islam 

bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

dan inklusif dengan memperkenalkan nilai-nilai moral dan 

etika dalam kegiatan ekonomi. Konsepsi ekonomi Islam 

mencakup beberapa prinsip, mekanisme, dan instrumen 

yang didesain untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, 

etis dan berkelanjutan. Beberapa aspek-aspek utama 

ekonomi Islam sebagai berikut: 
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1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan 

landasan yang menagrahkan seluruh aktivitas ekonomi 

dalam kerangka syariah, tujuannya adalah untuk 

menggapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh 

masyarakat (Latif et al., n.d.;Husni, 2020). Prinsip-prinsip 

ini meliputi: 

a. Keadilan (Al-Adl) 

Adil dalam ilmu Hadis diartikan dengan sifat yang 

terpatri dalam jiwa seseorang agar senantiasa bertakwa 

dan memelihara harga diri, menjauhi dosa, memakan 

riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu 

perang berkecamuk, menuduh zina wanita baik-baik, 

menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan 

kehalalan dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil 

seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap 

makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai 

mengurangi harga dirinya. 

Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu 

konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut 

konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya 

seorang Muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. 

Adapun dalam konteks sosial, setiap Muslim dituntut 

untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat 

keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan 

juga orang lain. Demi terjalinnya keadilan dalam bidang 

ekonomi khususnya dalam bidang usaha masyarakat, 

Islam menawarkan sebuah sistem yang berkeadilan 

yang kita sebut dengan profit sharing (bagi hasil). Jika 

dalam kapitalisme menggunakan istilah bunga atau riba 

dalam sebuah transaksi di bidang ekonomi, maka kita 

menggunakan sistem bagi hasil sebagai eksplisit anti 

bunga atau anti riba. Seperti yang tertuang dalam 
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Alquran surah Al-Baqarah ayat 275 yang pada intinya 

menjelaskan dosa apabila melakukan riba.  

Dalam Tafsir Al-Azhar, arti memakan riba dalam 

Al-Baqarah ayat 275 telah menjadi kata umum. 

Meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, 

bahkan untuk membangun kekayaan yang lain, namun 

asal usaha mausia adalah mencari makan. Selain itu, 

ayat ini memperlihatkan pribadi orang yang memakan 

harta riba itu. Hidupnya akan selalu susah meskipun dia 

sudah menghasilkan berjuta juta uang. 

1) Distribusi Kekayaan yang Adil 

Faktor kunci konsep ekonomi Islam dalam 

distribusi adalah keadilan, sehingga pengelolaan dan 

pemertaaan harta kekayaan dapat dirasakan oleh 

masyarakat secara merata dan bukan hanya pada 

kelompok tertentu (Syarigawir et al., 2023). Keadilan 

dalam distribusi kekayaan bertujuan untuk mencegah 

kesenjangan sosial dan ekonomi yang ekstrem. Islam 

mengajarkan bahwa kekayaan harus didistribusikan 

secara adil di antara semua anggota masyarakat 

untuk memastikan kesejahteraan kolektif. Artinya 

bahwa didalam ajaran agama Islam terdapat 

berbagai aturan dan atau telah mengajarkan kepada 

kita selaku khalifah dalam mendistribusikan harta 

kekayaan yang dimiliki sebagian dapat disalurkan 

kepada masyarakat yang berhak menerimanya.  

Ketika berbicara tentang pendistribusian, 

maka zakat merupakan salah satu ciri dari 

pendistribusian harat kekayaan itu sendiri secara 

individual maupun kolektif, karena zakat merupakan 

salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem 

ekonomi Islam. Apabila kita memahami kembali 

makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan 
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mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung 

beberapa aspek moral dan aspek ekonomi (Salam et 

al., 2022). 

 

2) Transaksi yang Adil dan Transparan 

Semua transaksi ekonomi harus dilakukan 

secara jujur dan transparan, tanpa penipuan atau 

eksploitasi. Hal ini menciptakan kepercayaan dan 

stabilitas dalam perekonomian. Transaksi 

berdasarkan aset riil dalam ekonomi Islam 

didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang 

menekankan pada keadilan, kejujuran dan 

keterbukaan.  

Dalam ekonomi Islam, transaksi harus 

berdasarkan pada kegiatan nyata yang 

mengikutsertakan kegiatan riil seperti properti, emas, 

barang, dan lain-lain. Hal ini relevan dengan prinsip-

prinsip syariah yang melarang adanya praktik riba 

dan spekulasi yang berlebihan.  

a. Larangan Riba  

1) Riba sebagai Bentuk Eksploitasi 

Riba dalam konteks transaksi keuangan 

mengacu pada transfer kekayaan tanpa adanya 

kesepakatan saling menguntungkan antara 

pihak yang terlibat. Dalam Islam, riba dianggap 

sebagai perbuatan tercela karena melibatkan 

pengambilan keuntungan yang tidak sah. 

Meskipun praktik riba dilarang secara agama, 

tetapi masih ada praktik yang terus berlanjut 

dengan cara yang tidak mencolok agar 

terhindar dari label riba.  

Perilaku riba merupakan hasil dari 

pengaruh negatif musuh-musuh Allah dan para 



Konsepsi Ekonomi Islam | 9   

rasul-Nya. Orang yang terlibat dalam riba akan 

mendapatkan hukuman dan dianggap sebagai 

pelaku dosa besar yang tidak akan terhindar 

dari siksaan neraka. Kitab Taurat dan Injil juga 

melarang secara tegas praktik riba. Allah Swt. 

berfirman dalam QS. An-Nisa’: 161. 

 

طِلِِۚ  لبَۡ َٰ
 
بِٱ لنَّاسِ 

 
أ لَ  أمَۡوََٰ هِمۡ  وَأَكِۡۡ عَنۡهُ  نُُوُاْ  وَقدَۡ  بِوَٰاْ  لر 

 
أ وَأَخۡذِهُِِ 

فِريِنَ مِنُۡۡمۡ عذََابًا أَلِيماٗ     وَأَعۡتدَۡنََ للِكَۡ َٰ

 

“Dan disebabkan mereka 
memakan riba, padahal 
sesungguhnya mereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena 
mereka memakan harta benda 
orang dengan jalan yang batil. 
Kami telah menyediakan untuk 
orang-orang yang kafir diantara 
mereka itu siksa yang pedih”. 

 

Larangan riba menurut Ibnu Qayyim, 

seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, 

Kristen, dan pemikir Islam lainnya, telah ada 

sejak abad pertengahan. Larangan riba ini 

menjadi mutlak sebagaimana tercantum dalam 

beberapa kitab suci, karena dianggap sebagai 

bentuk eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan 

dalam transaksi. Riba, yang dalam transaksi 

pinjam-meminjam melibatkan pembayaran 

bunga terhadap waktu, merupakan praktik 

umum di kalangan masyarakat Arab sebelum 

Islam. Kitab suci Islam dengan tegas melarang 

praktik tersebut. 
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Ibnu Qayyim membagi riba menjadi dua 

jenis, yakni riba al-jali dan riba al-khafi. Riba al-

jali terjadi ketika pemberi pinjaman 

mengenakan tambahan biaya atau bunga atas 

pinjamannya. Praktik seperti ini merupakan hal 

yang lazim dilakukan pada masa jahiliyah 

(Tho’in, 2016). Sedangkan riba al-khafi 

merupakan riba yang lebih samar, yang 

kemudian dibagi lagi menjadi riba al-fadl 

(mengenakan jumlah tambahan ketika menukar 

barang yang sama) dan riba al-nasiyah 

(mengenakan jumlah tambahan ketika 

pembayaran tidak dilakukan pada saat yang 

sama dengan transaksi). Berdasarkan sunnah 

Rasulullah, larangan ini hanya berlaku pada dua 

jenis kategori barang, yakni logam mulia dan 

bahan pangan.  

Ibnu Qayyim berpandangan bahwa 

menukar logam mulia dalam bentuk ornamen 

dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan 

jumlah yang berbeda masih diperbolehkan 

mengingat ada biaya produksi dalam merubah 

logam mulia tersebut menjadi ornamen, tetapi 

menukar logam mulia dalam bentuk koin 

dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan 

jumlah yang berbeda tidak diperbolehkan. Satu 

kata kunci disini adalah bahwa uang yang 

selanjutnya dijadikan sebagai alat ukur nilai dari 

suatu barang haruslah bersifat stabil dan 

nilainya tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal 

lain (Ridlo & Muhajirin, 2022).  
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2) Transaksi Berbasis Aset Riil 

Transaksi ekonomi harus didasarkan 

pada aset riil dan aktivitas produktif, bukan pada 

spekulasi atau manipulasi keuangan. Hal ini 

memastikan bahwa kegiatan ekonomi memiliki 

dampak nyata pada perekonomian. 

Keuntungan transaksi berdasarkan aset riil 

dalam ekonomi Islam adalah stabilitas dan 

keandalannya sebagai instrumen investasi, 

karena transaksi ini berdasarkan aset fisik yang 

nyata, risiko spekulatif dan ketidakpastian pasar 

dapat diminimalkan. Selain itu, aset riil seperti 

properti dan emas cenderung mempertahankan 

nilainya dalam jangka panjang. Hal ini 

memberikan perlindungan terhadap inflasi dan 

fluktuasi pasar. Investasi tersebut juga dapat 

dianggap sesuai dengan prinsip syariah karena 

melibatkan kegiatan ekonomi yang sebenanya 

dan tidak mengandung unsur ketidakpastian 

(gharar) datau perjudian (maysir).  

Namun transaksi yang berdasarkan aset 

riil dalam ekonomi Islam juga memiliki 

tantangan, seperti likuiditas yang lebih rendah 

dan kompleksitas pengelolaan investasi. Aset 

riil seperti properti membutuhkan pemeliharaan 

dan perawatan yang dapat menjadi beban bagi 

pemiliknya. Selain itu, menjual aset fisik 

membutuhkan waktu dan prosesnya tidak selalu 

cepat, lain halnya dengan aset keuangan yang 

lebih likuid. Namun transaksi berbasis aset riil 

masih menjadi pilihan utama ekonomi Islam 

karena memenuhi prinsip syariah yang 

mengutamakan keadilan, transparansi, 
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kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam 

aktivitas ekonomi (Wahyudi et al., 2021). 

 

b. Zakat 

Menunaikan zakat merupakan kewajiiban bagi 

para Muslimin dengan syarat dan rukun yang telah 

ditentukan (Harum Rezeki et al., 2022). Dalam 

pelaksanaannya, zakat telah diatur dalam kaidah dan 

syariat Islam tentang zakat. Salah satu syaratnya ialah 

telah mencapai nisabnya. Nisab setiap zakat tentunya 

berbeda antara zakat satu dan lainnya. Nisab tersebut 

disesuaikan dengan jenis dari pada zakat tersebut. 

Dalam menunaikan zakat, tentunya para pelaku zakat 

harus tau nisab atau batas harta yang wajib dizakati 

(Rahmat, Luluk Illiyah, 2023). 

Zakat berasal dari kata bahasa Arab “zaka” yang 

berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. 

Secara etimologis, zakat artinya suci, bersih, tumbuh 

dan berkah (Umrotul, 2010). Jika zakat ditujukan 

kepada seseorang,  itu berarti  untuk meningkat,  untuk  

menjadi  lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai 

orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik.  

Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai 

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya dengan syarat tertentu. Adapun menurut 

istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada 

Allah Swt. dengan cara mengeluarkan kadar harta 

tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam 

dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. 

Zakat juga wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau 

badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Supena 
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Ilyas, 2009). Dengan demikian zakat adalah 

membersihkan diri seseorang dan hartanya. Sesudah 

mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari 

penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, 

karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya 

tersebut. 

Islam    mensyariatkan    kewajiban    zakat    

kepada    umatnya    sebagai wujud pengabdian seorang 

hamba kepada Allah Swt. dan juga sebagai wujud rasa 

syukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan.  

Disamping memiliki dimensi vertikal (ibadah mahdlah), 

ibadah zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat 

kuat (Ali Nurdin Anwar, Ahmad Mukri Aji, 2017). 

  

c. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab 

Kekayaan yang dianggap sebagai amanah dari 

Allah Swt. harus dipergunakan dengan penuh tanggung 

jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kekayaan 

seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, 

bukan untuk tujuan yang dapat merugikan. Kepemilikan 

yang bertanggung jawab adalah konsep ekonomi dan 

amanjeman yang menekankan pentingnya 

keberlanjutan yang beretika, transparan, dan berjangka 

panjang bagi pemilik properti atau bisnis tersebut. 

Pemilik yang bertanggung jawab tidak hanya berfokus 

pada keuntungan finansial, namun juga 

mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari 

keputusan mereka. Mereka berupaya menciptakan nilai 

berkelanjutan bagi seluruh stakeholder, karyawan, 

nasabah, kelompok, dan lingkungan. Praktik 

kepemilikan yang bertanggung jawab meliputi 

pengelolaan sumber daya yang efektif, patuh terhadap 

segala peraturan dan terbuka dalam komunikasi dan 
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pelaporan. Oleh sebab itu, kepemilikan yang 

bertanggung jawab membantu membangun reputasi 

yang baik, meminimalisir resiko dan mendukung 

kesejahteraan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. 

 

d. Kerjasama dan Solidaritas  

Kerjasama dan solidaritas dalam ekonomi Islam 

atau ta’aun merupakan prinsip yang mendorong setiap 

individu dan kelompok sosial untuk saling membantu 

dan mendukung dalam segala bidang kehidupan, 

khususnya ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya 

kerjasama dan saling memperkuat untuk mencapai 

kesejahteraan bersama. Dalam konteks ekonomi, hal ini 

berarti mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang 

adil dan saling menguntungkan antara individu, dunia 

usaha dan masyarakat. Solidaritas sosial juga 

mencakup kegaiatan membanti masyarakat kurang 

mampu melalui berbagai mekanisme seperti zakat, 

infak, dan sedekah serta partisipasi dalam kegiatan 

sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup seluruh anggota masyarakat. Melalui prinsip ini, 

tercipta jaringan dukungan yang kuat, ikatan sosial 

diperkuat dan manfaat ekonomi dirasakan secara 

merata di seluruh lapisan masyarakat. 

Menurut Qutb solidaritas sebagai pilar untuk 

penegakan pemberdayaan masyarakat. Demikian itu 

karena pemberdayaan masyarakat berarti harus 

manusiawi, dan itu berarti bahwa semua manusia 

bersaudara. Pemberdayaan masyarakat, dengan 

demikian, bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk 

masyarakat. Dalam hal ini upaya untuk mengidentifikasi 

yang kurang beruntung perlu dilakukan agar upaya 

tolong menolong dapat terukur. Demikianlah, prinsip 
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solidaritas ini merupakan penjelmaan dari kesatuan 

manusia. Qutb menyatakan bahwa prinsip solidaritas 

harus didukung oleh prinsip ganti rugi (redress). Ini 

berarti bahwa tatanan masyarakat (Islam) dapat 

meningkatkan yang lemah dan membuat orang yang 

kuat menjadi tawadu’ (tidak sombong). Disinilah, 

kemudian, yang kurang beruntung diberi kompensasi. 

Upaya mendekatkan jurang antara yang kaya dan 

miskin diantaranya ialah dengan menyamakan 

pendidikan dan budaya. Demikian pula, prinsip ini 

menyatakan bahwa kemampuan individu merupakan 

aset bersama. Dengan demikian, tidak ada yang rugi 

atau untung dari setiap perbedaan yang diberikan oleh 

Allah (Rahman, 2021). 

 

2. Mekanisme dan Instrumen dalam Ekonomi Islam 

a. Bank Syariah 

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia 

baik masyarakat, industri besar, menengah atau bawah 

mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat 

signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank 

baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang 

oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam 

mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta 

memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi 

perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah 

satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat 

terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. 

Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan 

yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, sistem 

ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak 

di perbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan 

masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia   
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segera mengimplementasikan sistem ekonomi Islam 

dalam sistem perekonomian Indonesia seiring dengan 

hancurnya sistem ekonomi kapitalsime. Kelompok 

ekonomi dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang 

menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan 

yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan 

prinsip-prinsip syariah Islam (Irawan et al., 2021). 

Bank syariah merupakan bank yang 

menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, dimana landasan hukumnya 

mengacu kepada Alquran dan Hadis. Bank syariah 

sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi 

intermediasi, yaitu bank syariah melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya melalui skema 

pembiayaan. Bentuk penyaluran dana pada bank 

syariah ialah melalui produk pembiayaan mudarabah, 

murabahah dan musyarakah. 

1) Mudarabah 

Mudarabah adalah akad kerjasama usaha 

antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik dana (shaibul mal) yang 

menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan 

pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau 

mudharib. Secara teknis, mudarabah adalah 

kemitraan laba, dimana satu pihak (rabbul mal) 

menyediakan modal dan pihak yang lain (mudharib) 

menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fikih, 

seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, 

menggunakan istilah mudarabah, sedangkan para 

ulama Maliki dan Syafi’i menggunakan istilah qiradh 

(Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). 
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Prinsip mudarabah adalah bagian dari produk 

perbankan syariah yang unik, karena memiliki 

perbedaan filosofis antara sistem perbankan 

konvensional dengan perbankan syariah yang 

menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. 

Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss 

sharing, dimana ketika mudharib mendapatkan hasil 

dari pengembangan modal usaha dari shahibul mal 

maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan 

perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara 

mudharib dengan shahibul mal sama-sama 

menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh 

syariah bahwasannya skim mudarabah ini 

menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan. 

 

2) Murabahah 

Secara bahasa murabahah berasal dari kata 

ar-ribh yang berarti keuntungan dalam perniagaan. 

Menurut istilah fuqaha’ murabahah adalah menjual 

barang dengan harga awal (harga beli) dengan 

tambahan keuntungan yang diketahui (Sulaiman, 

2014). Al-Marghinani mendefenisikan murabahah 

sebagai penjualan barang apa pun pada harga 

pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap 

sebagai keuntungan, sedangkan Ibnu Qudamah 

beserta fuqaha Hambali berpendapat bahwa 

murabahah adalah penjualan pada biaya modal 

ditambah dengan keuntungan yang diketahui, 

pengetahuan atas biaya modal merupakan 

persyaratan atasnya. Oleh karena itu, penjual akan 

mengatakan “Biaya modal saya yang terkait dalam 

transaksi ini adalah sekian atau pembelian barang 

saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke anda 
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pada biaya ini ditambah keuntungan sebesar 10”. Hal 

ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi 

sedikitpun dari para fuqaha (Sulaiman, 2014). 

Pengembangan dari aplikasi pembiayaan 

murabahah dalam bank syariah, yaitu dalam hal 

pengadaan barang. Dalam hal ini, bank syariah 

menggunakan media akad wakalah untuk 

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli 

barang atas nama bank kepada supplier. Dengan 

kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membeli 

barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai 

agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah 

memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia 

telah membeli barang tersebut, kemudian pihak bank 

menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan 

terbentuklah kontrak jual beli, sehingga barang pun 

beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan 

segala resikonya (Nasution, 2021). 

 

3) Musyarakah 

Pembiayaan atau akad musyarakah 

merupakan perjanjian kerjasama antara pemberi 

dana atau pemberi modal yang dimana dana atau 

modal tersebut yang nantinya akan diarahkan pada 

suatu proyek   maupun usaha tertentu, diintegrasikan 

dengan cara membagikan keuntungan antara para 

pihak dengan rasio yang disepakati bersama pada 

saat penandatanganan kontrak. Contoh 

pengaplikasiannya adalah pembiayaan modal kerja 

(Suretno & Bustam, 2020). 

Dalam hal ini pemberian modal harus berupa 

uang tunai, emas atau perak yang nilainya sama. 

Bisa dalam bentuk aset, tetapi aset tersebut harus 
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dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati. 

Harapan masyarakat terhadap bank syariah 

sangatlah tinggi. Hal ini karena bank syariah sudah 

berbasis Islam. Layanan bank syariah juga sangat 

bervariasi tergantung kebutuhan Anda. Persaingan 

dan kebutuhan pasar telah memaksa bank syariah 

untuk meningkatkan layanan dan pengembangan 

produk mereka (Rani Rahayu & M. Zidny Nafi’ Hasbi, 

2022). 

 

b. Sukuk 

Istilah kata sukuk sesungguhnya telah dikenal 

sejak abad pertengahan, dimana umat Islam 

menggunakan term sukuk dalam konteks perdagangan 

internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang 

pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan 

kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan 

dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, 

sejumlah penulis Barat yang memiliki concern terhadap 

sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa 

sakk inilah yang menjadi akar kata “cheque” dalam 

bahasa Latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang 

lazim dipergunakan dalam sebuah transaksi dunia 

perbankan kontemporer (Latifah, 2020). 

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat 

berharga yang merupakan bukti kepemilikan (claim) 

atas aset, baik itu berupa tangible, intangible ataupun 

kontrak proyek dari aktifitas tertentu yang mewajibkan 

emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada 

pemegang sukuk dan membayar kembali sukuk sesuai 

dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati.  

Dalam kegiatannya, mulai dari transaksi dikeluarkannya 

surat berharga tersebut sampai kepada aktivitas 
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penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah 

(Syaripudin et al., 2022). 

 

c. Takaful 

Takaful adalah konsep asuransi yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip syariah, seperti kesepakatan 

sukarela, keterlibatan komunitas, saling membantu, dan 

pembagian risiko. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk 

memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem 

asuransi, sambil menghindari unsur-unsur riba (bunga), 

gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Takaful 

mendorong kolaborasi antara peserta untuk saling 

melindungi dan berbagi risiko, dengan mengumpulkan 

kontribusi premi yang akan digunakan untuk membayar 

klaim jika terjadi kerugian (Mahdhir, 2017). 

Peran Takaful dalam pengembangan ekonomi 

syariah di Indonesia juga dapat diamati melalui 

kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor keuangan 

syariah secara keseluruhan. Dengan memberikan solusi 

jaminan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, Takaful dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan menggalang minat terhadap produk 

dan layanan keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan 

sektor keuangan syariah yang lebih luas akan 

berdampak positif pada ekonomi secara keseluruhan, 

melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor 

riil, dan peningkatan akses ke layanan keuangan yang 

inklusif (Afifah, 2023). 

 

3. Redistribusi Kekayaan 

a. Zakat 

Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan 

ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi 
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kepantingan masyarakat yang menduduki peran penting 

dalam perekonomian masyarakat secara umum 

maupun kalangan Muslim, karenanya menarik untuk 

dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat 

yang sangat besar guna memecahkan berbagai 

masalah sosial masyarakat. Zakat dalam perspektif 

ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini 

dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama 

Islam. Namun, sangatlah dipertanyakan bahwa potensi 

zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan 

pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan 

bagi kepentingan masyarakat. Zakat dalam hal ini 

belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal 

dalam lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini 

dikelolah dengan baik tentu akan dapat membawa 

dampak besar dalam dalam kehidupan sosial 

masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan 

(Anis, 2020). 

 

b. Infak dan Sedekah 

Secara etimologi, infak bersal dari kata “anfaqa-

yanfuqu” yang artinya membelanjakan harta di jalan 

Allah Swt. Secara istilah infak berarti mengeluarkan 

sebagian harta secara sukarela untuk menjalankan 

kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum 

infak adalah sunnah muakad atau sunnah yang 

dianjurkan, sedangkan sedekah adalah pemberian yang 

dilakukan seorang Muslim secara ikhlas, sukarela, tak 

terbatas waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas 

dari zakat dan infak. Sedekah dapat berbentu materil 

maupun non materil (Kurniangsish, 2022). 

Pendistribusian zakat infak dan sedekah 

merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur 
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bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya 

dalam pengelolaannya. Pengelolaan distribusi zakat 

infak dan sedekah yang diterapkan di Indonesia 

terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara 

konsumtif dan produktif. Secara konsumtif bisa diartikan 

bahwasannya zakat infak dan sedekah langsung 

diberikan pada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sedangkan secara tidak langsung zakat infak 

dan sedekah didistribusikan secara produktif artinya 

bahwa dana yang disalurkan oleh amil zakat tidak bisa 

dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahiq, 

pendistribusian zakat infak dan sedekah dengan model 

ini biasanya dalam bentuk usaha yang pengelolanya 

bisa dari pengelola ZIS maupun dari para mustahiq hasil 

yang diperoleh dari usaha tersebutlah yang dikonsumsi 

oleh para mustahiq (Mardiantari, 2019). 

 

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Sistem ekonomi Islam, merupakan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

melalui pemanfaatan sumber daya alam seperti 

pengelolaan (budidaya) lahan mati atau lebih dikenal 

dengan rehabilitasi lahan terlantar. Pada masa awal Islam, 

khalifah berperan penting sebagai pimpinan dalam 

memperkuat prekonomian masyarakat, misalnya 

memberikan bantuan khusus kepada masyarakat untuk 

mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana. 

Khalifah menyediakan tanah dan membantu masyarakat 

untuk dapat mengelola sumber daya alam dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat (Afzalur Rahman, 

1996). 

Pemanfaatan dan pengelolaan alam dan sumber 

daya alam secara rasional untuk kepentingan rakyat. 
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Konsep perlindungan alam meliputi berbagai sektor, yaitu 

sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor manufaktur.  

Ketiga sektor ini harus saling melengkapi dan 

menghubungkan. Bidang keilmuan melakukan kegiatan 

penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah, yaitu 

kegiatan tersebut bersifat terbuka, terukur, sistematis dan 

mengacu pada sistem yang ada. Misalnya, studi tentang 

jenis flora dan fauna tertentu, baik populasinya maupun 

habitatnya. Sektor sosial budaya dan ekonomi harus 

dipahami sejauh mana asal usul masyarakat 

mempengaruhi perlindungan, konservasi dan 

pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sektor 

pengolahan adalah pemanfaatan manusia secara rasional 

dengan sumber daya alam yang tersedia (Intan Veronica 

et al., 2022).  

Pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi 

Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, 

dan tanggung jawab lingkungan yang tinggi. Islam 

mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah 

dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bijaksana dan 

berkelanjutan, memastikan ketersediaannya bagi generasi 

mendatang. Eksploitasi berlebihan dan keruskaan 

lingkungan dilarang keras, karena merusak keseimbangan 

ekosistem dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini 

mengharuskan setiap individu, komunitas dan pemerintah 

untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien 

dan etis, menghindari pemborosan, serta menjaga 

kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang 

bertanggung jawab dan berkelanjuyan, ekonomi Islam 

bertujuan untuk menjaga harmoni antara pembangunan 

ekonomi dan konservasi alam, sehingga menciptakan 

kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh makhluk 

hidup. 
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5. Peran Pemerintah 

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting 

seperti mengawasi faktor-faktor kunci dalam 

perekonomian, melarang transaksi yang tidak sesuai 

syariah, dan menetapkan harga-harga yang diperlukan. 

Dalam Islam, pemerintah memiliki dasar rasionalitas yang 

kokoh. Peran pemerintah sangat terlihat dalam 

menciptakan pasar yang efisien serta menghasilkan 

maslahat yang maksimun.  Pemerintah berperan dalam 

manajemen kekayaan publik dalam rangka 

memaksimumkan kepentingan publik, mencari pemasukan 

untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas 

pemerintah, menjamin untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, 

dan kegiatan ekonomi lainnya.  

Dalam pemenuhan perannya, pemerintah di 

Indonesia membentuk Lembaga/Institusi yang memiliki 

otoritas dalam ekonomi dan keuangan syariah di 

Indonesia. Lembaga keuangan yang ada yaitu: Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS), Dewan Syariah Nasional (DSN), 

Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). Pemerintah berperan penting dalam 

perekonomian Islam karena pemerintah berperan dalam 

menciptakan keadilan di   masyarakat, kemakmuran, dan 

keseimbangan perekonomian (Putri et al., 2024). 

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam 

ekonomi Islam untuk memastikan bahwa semua aktivitas 

ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

dan bertujuan untuk mencapai keadilan serta 

kesejahteraan sosial. Pemerintah bertanggung jawab 

untuk mengatur dan mengawasi pasar, mencegah praktik-

praktik yang tidak adil atau eksploratif, serta memastikan 
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kepatuhan terhadap larangan riba dan penerapan zakat. 

Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan regulasi 

yang mendukung keberlangsungan lembaga keuangan 

syariah. Pemerintah juga berperan penting dalam 

pendistribusian zakat dan dana sosial lainnya secara 

efisien dan terbuka untuk membantu yang membutuhkan, 

serta mengembangkan program-program pendidikan dan 

pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan masyarakat dalam mengimplementasikan 

ekonomi Islam. Dengan demikian, pemerintah menjadi 

fasilitator utama dalam menciptakan lingkungan ekonomi 

yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-

nilai Islam.  

 

6. Pendidikan dan Kesadaran 

Peran masyarakat dalam ekonomi Islam adalah 

krusial dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan 

berkelanjutan. Masyarakat dapat berperan di berbagai 

bidang ekonomi seperti pengembangan keuangan mikro 

syariah, sektor keuangan sosial Islam, serta pendidikan 

ekonomi dan keuangan. Melalui partisipasi aktif dalam 

lembaga keuangan mikro syariah dan dukungan terhadap 

prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat berkontribusi 

dalam membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan 

ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, pengembangan keuangan mikro syariah harus terus 

didorong dan didukung sebagai bagian dari strategi untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi 

kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, kolaborasi 

antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku 

kepentingan lainnya menjadi kunci dalam merumuskan 

kebijakan dan program yang mendukung ekonomi Islam 
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yang inklusif dan berdaya guna bagi semua lapisan 

masyarakat (Zhafirah et al., 2024). 

Pendidikan dan kesadaran melalui edukasi publik 

dan pelatihan profesional dalam ekonomi Islam 

merupakan langkah penting untuk memastikan 

pemahaman yang mendalam dan penerapan yang efektif 

dari prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. 

Edukasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakay luas tentang konsep-konsep dasar ekonomi 

Islam, seperti keadilan, larangan riba dan pentingnya 

zakat, melalui kampanye kesadaran, seminar, dan 

integrasi kurikulum ekonomi Islam di berbagai jenjang 

pendidikan. Sementara itu, pelatihan profesional fokus 

pada pengembangan keahlian praktis bagi pelaku 

ekonomi, seperti pengusaha, bankir, dan manajer 

keuangan, melalui program pelatihan dan sertifikasi 

khusus. Pelatihan ini memastikan bahwa para profesional 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam 

praktik sehari-hari, sehingga dapat berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
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KONSEP DASAR EKONOMI BERKELANJUTAN 

 

 

 

 

A. Prinsip Dasar Ekonomi Berkelanjutan 

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh semua 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 

2015, telah menjadi peta jalan dan tolok ukur untuk 

pembangunan dunia. Banyak negara, termasuk anggota 

negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam), bahkan 

telah menetapkan visi 2030 untuk mencapai 17 SDGs 

tersebut (Obaidullah, 2020). Keterlibatan negara-negara 

mayoritas Muslim dalam proyek ini menunjukkan 

kemungkinan keselarasan antara SDGs dengan ajaran Islam 

(syariah) dalam hal filosofi dan etos yang tercermin dalam 

prinsip-prinsip keuangan Islam. Penting untuk dicatat bahwa 

gagasan utama di balik SDGs adalah kita ingin memenuhi 

kebutuhan generasi saat ini tanpa mempertaruhkan 

kebutuhan generasi mendatang. 
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Gagasan ini sangat sejalan dengan ajaran Islam di 

mana manusia memainkan dua peran penting sebagai 

hamba Allah (a’bd) dan khalifah di bumi (khalifah). Sebagai 

hamba Allah, manusia harus mengikuti perintah Allah di mana 

manusia dilarang untuk merugikan makhluk lain. Sebagai 

khalifah Allah di bumi, manusia harus melindungi lingkungan 

dan memastikan kebutuhan generasi mendatang terpenuhi. 

Agar dapat memainkan perannya dengan baik, manusia 

harus dipandu oleh pandangan hidup Islam dalam semua 

aspek kehidupan yang mencakup aspek ekonomi dan 

keuangan (Ismail & Shaikh, 2017).  

Definisi ekonomi berkelanjutan bervariasi tergantung 

pada pendekatan dan label keberlanjutan yang digunakan. 

Dalam pendekatan internal, ekonomi berkelanjutan 

diinterpretasikan baik dari perspektif keberlanjutan yang 

sangat lemah atau lemah. Pertama, menekankan bagaimana 

organisasi tetap beroperasi dengan melihat masalah 

perputaran korporat dan reputasi merek serta menganggap 

ini sebagai inti dari keberlanjutan ekonomi (Doane & 

MacGillivray, 2001). Kedua, mengaitkan konsep tersebut 

dengan efisiensi produktif dan pertumbuhan ekonomi 

(Foladori, 2005). Dalam konteks bisnis, ini berarti 

menggunakan berbagai aset perusahaan secara efisien agar 

perusahaan dapat terus berfungsi secara menguntungkan 

dari waktu ke waktu (Business Dictionary, 2018). 

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dengan mengorbankan 

sumber daya alam, layanan ekosistem, atau kesejahteraan 

jika stok modal total dipertahankan sepanjang waktu (Turner, 

2005). 

Ekonomi berkelanjutan mengimplikasikan sistem 

produksi yang memenuhi tingkat konsumsi saat ini tanpa 

mengorbankan kebutuhan di masa depan (Lobo et al., 2015). 

Secara tradisional, para ekonom mengasumsikan bahwa 
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pasokan sumber daya alam tidak terbatas, dan terlalu 

menekankan pada kapasitas pasar untuk mengalokasikan 

sumber daya secara efisien (Du & Kang, 2016). Mereka juga 

percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan 

kemajuan teknologi untuk menggantikan sumber daya alam 

yang dihancurkan dalam proses produksi (Cooper & Vargas, 

2004). Namun, disadari bahwa sumber daya alam tidaklah tak 

terbatas; selain itu, tidak semua sumber daya dapat 

digantikan atau diperbarui. Skala sistem ekonomi yang 

semakin besar telah melebihi dasar sumber daya alam, 

mendorong untuk memikirkan kembali postulat ekonomi 

tradisional (Basiago, 1996, 1998; Du & Kang, 2016). Hal ini 

mendorong banyak akademisi untuk mempertanyakan 

kelayakan pertumbuhan dan konsumsi yang tidak terkendali. 

Ekonomi terdiri dari pasar tempat transaksi terjadi. 

Menurut Dernbach (1993), ada kerangka kerja yang 

mengarahkan transaksi dievaluasi dan keputusan tentang 

kegiatan ekonomi dibuat. Tiga kegiatan utama yang dilakukan 

dalam ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, 

tetapi kerangka akuntansi yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengevaluasi ekonomi terkait dengan 

kegiatan-kegiatan ini sangat mengubah nilai-nilai dan hal ini 

tidak baik bagi masyarakat dan lingkungan (Cao, 2017). Allen 

dan Clouth (2012) menegaskan bahwa kehidupan manusia di 

bumi didukung dan dipelihara dengan memanfaatkan sumber 

daya alam yang terbatas di bumi. Dernbach (2003) 

sebelumnya berargumen bahwa, akibat pertumbuhan 

populasi, kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, dan 

perumahan meningkat, tetapi sarana dan sumber daya yang 

tersedia di dunia tidak dapat ditingkatkan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut selamanya. Lebih lanjut, Retchless & 

Brewer (2016) berpendapat bahwa, karena perhatian utama 

tampaknya pada pertumbuhan ekonomi, komponen biaya 
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penting seperti dampak penipisan dan polusi, misalnya, 

diabaikan sementara peningkatan permintaan barang dan 

jasa terus mendorong pasar dan menyebabkan efek merusak 

lingkungan (UNSD, 2024). Oleh karena itu, ekonomi 

berkelanjutan memerlukan keputusan yang dibuat dengan 

cara yang paling adil dan secara fiskal masuk akal, sambil 

mempertimbangkan aspek lain dari keberlanjutan (Zhai & 

Chang, 2019). 

Ekonomi berkelanjutan tidak bisa dipisahkan dari 

kemajuan teknologi digital. Digitalisasi teknologi memberikan 

peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

yang merupakan prinsip dasar ekonomi berkelanjutan (Halim 

et al., 2023). Menurut Litvinenko (2020) teknologi digital 

memungkinkan pemantauan dan pengelolaan sumber daya 

alam secara lebih efisien. Misalnya, Internet of Things (IoT) 

dan big data analytics dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan penggunaan energi dan air dalam sektor 

pertanian, industri, dan rumah tangga, sehingga mengurangi 

pemborosan dan meningkatkan keberlanjutan. 

Selain digitalisasi teknologi, pemberdayaan literasi 

keuangan masyarakat merupakan aspek penting dari 

ekonomi berkelanjutan. Literasi keuangan membantu individu 

memahami bagaimana mengelola uang mereka dengan 

bijak, merencanakan masa depan, dan membuat keputusan 

keuangan yang lebih baik (Halim et al., 2024). Dengan 

pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, 

masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya mereka 

secara lebih efisien, mengurangi utang yang tidak perlu, dan 

meningkatkan tabungan. 

Penerapan teknologi digital dan peningkatan literasi 

keuangan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan 

terhadap ekonomi berkelanjutan. Dengan memanfaatkan 

teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara lebih 
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efisien dan memberdayakan masyarakat melalui literasi 

keuangan, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih 

inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ini akan membantu 

memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi 

tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang 

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

Integrasi teknologi digital dalam ekonomi 

berkelanjutan dan peningkatan literasi keuangan akan 

mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah 

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan 

demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik 

dan lebih berkelanjutan untuk semua. 

 

B. Landasan Teoritis Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam  

Dari sudut pandang Islam, definisi pembangunan 

ekonomi berkelanjutan yang menekankan pada 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri tidaklah holistik karena 

hanya berfokus pada kebutuhan materi. Dari perspektif Islam, 

pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan 

kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, 

dalam pembangunan ekonomi, orang harus menekankan 

kedua kebutuhan tersebut agar dapat hidup seimbang untuk 

dunia ini dan akhirat menurut keyakinan Muslim. Chapra 

(1993) berargumen bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual 

memerlukan pengembangan moral; pemenuhan kebutuhan 

materi memerlukan pengembangan semua sumber daya 

manusia dan material dengan cara yang adil sehingga 

kebutuhan semua manusia dapat terpenuhi secara memadai. 

Oleh karena itu, kita berupaya untuk secara singkat meneliti 
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dan membahas prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan. 

Dengan meneliti secara mendalam dan terus-menerus 

beberapa teks atau ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi Saw., 

kita akan menemukan bahwa teks-teks Ilahi ini memberikan 

pedoman dan prinsip umum sejauh menyangkut masalah 

pembangunan ekonomi. Misalnya, tentang masalah merusak 

bumi, Allah melarang tindakan ini seperti yang disebutkan 

dalam Surah al-Qasas [28], ayat 77: 

 

"Dan carilah pada apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bagianmu di dunia; dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di muka bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan." 

 

Jelas dalam ayat ini bahwa Allah mendorong kita untuk 

bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang 

menyenangkan tetapi tidak merusak dunia ini karena Allah 

membenci orang-orang yang merusak bumi (Al-Qurtubi & Al-

Ansari, 2006). Akibatnya, Allah juga mengutuk pemborosan 

seperti dalam Surah al-A’raf [7]: 31. 

 

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 
indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan." 
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Surah al-An’am [6)]: 141. 

 

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun 
yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, 
pohon kurma, tanaman yang bermacam-
macam buahnya, zaitun dan delima yang 
serupa (bentuk dan warnanya) dan yang tidak 
serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya 
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, 
dan tunaikanlah haknya di hari memetik 
hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan 
janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan." 

 

Ayat-ayat ini adalah diantara prinsip-prinsip dalam 

ajaran Islam yang membimbing manusia tentang cara 

mengelola bumi dan menggunakan semua sumber daya bumi 

untuk memastikan bumi dilindungi bagi manusia saat ini dan 

bagi generasi berikutnya. Pedoman ini tertanam dalam tujuan 

syariah atau dikenal sebagai maqasid al-syariah. Asyur & Al-

Thahir (2001) mendefinisikan maqasid al syariah sebagai 

tujuan dan hikmah yang diamati oleh pembuat hukum dalam 

hampir semua aspek hukum. 

Islam mendorong pembangunan dan pertumbuhan 

sosial dan ekonomi (Al-Quran [8]: 53). Islam melarang 

kemiskinan karena dekat dengan kekufuran. Islam 

menyediakan sarana efektif untuk perbaikan sosial-ekonomi 

melalui wakaf dan zakat (sedekah). Prinsip-prinsip ekonomi 

Islam ini didasarkan pada berbagi dan peduli dalam distribusi 

kekayaan, seperti halnya transaksi perdagangan atau 

komersial lainnya dalam Islam.  

Semua transaksi ekonomi ini terjadi dalam ruang yang 

disebut kota yang dibentuk dari perencanaan tata guna lahan 

dan lingkungan binaan. Dalam hal ini, Al-Attas (1976) 
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berpendapat bahwa empat makna din yaitu hutang, 

ketundukan, kekuatan yang bijaksana, dan kecenderungan 

alami hanya dapat diterapkan dalam masyarakat yang 

terorganisir yang terlibat dalam kehidupan komersial di kota-

kota. Bukan hanya ruang, lingkungan kota juga menyediakan 

bahan mentah dan memfasilitasi kegiatan ekonomi seperti 

tempat tinggal, taman, moda transportasi, dan lain-lain. 

Namun, lingkungan dapat menerima dampak positif 

atau negatif tergantung pada perilaku manusia. Penggunaan 

alam yang berlebihan dapat menyebabkan penipisan ozon, 

pencairan es, pemanasan global, kenaikan permukaan laut, 

dan deforestasi. Sementara itu, dampak sosial dapat berupa 

penurunan kualitas hidup dan ketidaksetaraan. Pada titik ini, 

kerumitan tiga elemen ini yaitu lingkungan, sosial, dan 

ekonomi dalam kapasitas mereka sendiri tidak dapat 

disangkal. 

Melihat dari sudut keberlanjutan, pembangunan 

ekonomi adalah proses memanfaatkan sumber daya alam 

pada tingkat tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

kesejahteraan manusia. Kegiatan-kegiatan ini harus diatur 

dengan moral yang tinggi dan penghormatan Islam karena 

kita berurusan dengan ciptaan Allah. Peran kita hanyalah 

sebagai pengelola yang harus mengelola bumi sesuai 

dengan kesepakatan kita untuk menerima tanggung jawab 

tersebut (Alqura [33]: 72). Dengan pemahaman ini, 

sebenarnya membantu membentuk pemikiran kita dan 

mengarahkan tindakan kita menuju keberlanjutan ekonomi. 

Keberlanjutan ekonomi juga melibatkan pengukuran kinerja 

ekonomi yang secara terus-menerus menghasilkan 

kepuasan kebutuhan spiritual dan non-material masyarakat. 
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C. Pilar Ekonomi Berkelanjutan dan Implementasi dalam 

Sistem Ekonomi Islam 

Chapra (1993) melihat pembangunan ekonomi dari 

perspektif Islam sebagai pengembangan dan pemanfaatan 

semua sumber daya manusia dan material dengan kejujuran 

dan stabilitas untuk memenuhi kebutuhan umum, 

menciptakan lapangan kerja penuh, dan distribusi 

pendapatan serta kekayaan yang adil dengan tujuan 

menyenangkan Allah. Sistem ekonomi Islam memastikan 

keseimbangan antara dimensi vertikal Islam (hubungan Allah 

dengan hamba) dan dimensi horizontal (hubungan manusia 

dengan manusia). Keseimbangan ini dirusak oleh model 

ekonomi konvensional yang mengarah pada konsentrasi 

kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang. 

Perlu disebutkan bahwa ekonomi adalah bagian dari 

Islam, karena banyak ayat dalam Alquran membahas perilaku 

ekonomi manusia dan mengaturnya. Misalnya, perilaku 

ekonomi yang berlaku pada orang-orang dikutuk dalam ayat-

ayat berikut dari Alquran [83]: 1-6. 

 

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 
curang, yaitu orang-orang yang apabila 
menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. Tidaklah orang-orang itu 
menyangka, bahwa sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, 
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap 
Tuhan semesta alam?" 

 

Ada hubungan yang kuat antara aktivitas ekonomi dan 

ibadah. Dalam Islam, keyakinan pada berbagai artikel 

keimanan seharusnya menentukan pola perilaku ekonomi 
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yang harus diikuti, seperti yang dikutip Alquran [11]: 84-87 

dalam sejarah Nabi Syu'aib dan nasihatnya kepada kaumnya 

dalam kata-kata berikut: 

 

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk 
Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: 
‘Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak 
ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah 
kamu kurangi takaran dan timbangan. 
Sesungguhnya aku melihat kamu dalam 
keadaan yang baik (mampu) dan 
sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu 
akan azab hari yang membinasakan (kiamat). 
Dan wahai kaumku, sempurnakanlah takaran 
dan timbangan dengan adil dan janganlah 
kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 
mereka dan janganlah kamu membuat 
kejahatan di muka bumi dengan membuat 
kerusakan.’"  

 

Lebih jauh lagi, manusia diberi banyak sumber daya 

dan kemampuan untuk berkembang sepenuhnya dan dengan 

demikian ia diangkat di atas makhluk lain.  

 

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-
anak Adam, kami angkut mereka di daratan 
dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan kami lebihkan mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan 
(Alquran [17]: 70). 

 

Ayat Alquran di atas mengidentifikasi beberapa faktor 

yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, antara lain: 
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1. Allah mempermudah transportasi di darat, laut, dan udara 

untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, 

dan dengan demikian impor dan ekspor barang serta jasa 

difasilitasi. 

 

2. Penyediaan sarana pemeliharaan yang baik dan murni 

seperti air yang digunakan untuk minum dan kebutuhan 

rumah tangga lainnya; air laut yang menyediakan daging 

lunak dan juga berfungsi sebagai sarana transportasi; 

lanskap yang memfasilitasi pemukiman manusia dan 

instalasi pengembangan lainnya seperti jalan, industri, 

pariwisata, dan kegiatan pertanian lainnya untuk proyek 

pengembangan manusia dasar; penggunaan lahan 

pertanian yang berguna untuk berbagai jenis pertanian - 

hujan, irigasi, hortikultura, perkebunan, peternakan hewan, 

dan bentuk pertanian lainnya; sumber daya mineral; energi 

surya; angin yang membantu menjalankan ekosistem dan 

sistem kompleks bumi lainnya serta hewan beban yang 

membantu membawa barang dan juga dalam berburu dan 

layanan keamanan lainnya di antara yang lain. 

 

3. Karunia istimewa berupa akal dan kemampuan spiritual 

bagi manusia untuk berpikir dan dengan demikian 

mencapai posisi mereka sebagai khalifah di bumi dan bagi 

mereka untuk memahami pengetahuan tentang semua 

fenomena alam dan hukum-hukum yang mengaturnya; 

mengendalikan sifat hewani mereka dan mempraktikkan 

kode moral tinggi yang membawa mereka lebih dekat 

kepada Yang Maha Kuasa (Nadvi, 1974). 

 

Dengan demikian, kemampuan manusia untuk 

memanfaatkan sumber daya dan karunia khusus ini 

dimaksudkan untuk mereka menguasai lingkungan demi 
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kebaikan mereka sesuai dengan nilai-nilai, adat, dan tradisi 

yang menentukan tingkat perkembangan mereka. Ini dapat 

disandingkan dengan enam kriteria untuk menentukan 

perkembangan suatu negara sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Himmelstrand (1994) yaitu: (1) 

Kemampuan suatu negara untuk menggunakan potensi 

lahan, mineral, dan tenaga kerjanya untuk memberi makan 

rakyatnya; (2) Menyediakan alat dasar yang dibutuhkan untuk 

produksi makanan; (3) Mengembangkan hubungan 

perdagangan ekspor/impor dengan transaksi yang cukup 

seimbang untuk menghindari pertukaran yang tidak adil; (4) 

Mengembangkan kegiatan tenaga kerja dan kewirausahaan 

serta inovatif untuk mengelola tenaga kerja dan sumber daya 

lainnya dalam produksi dan penjualan; (5) Mengembangkan 

seperangkat aturan transaksi bersama yang mengatur 

hubungan antara aktor utama yang terlibat dalam kegiatan 

ekonomi atau sosial penting lainnya; dan (6) Mencapai 

otonomi atau kemerdekaan politik. Namun, kriteria ini tidak 

membahas masalah spiritualitas yang sangat penting bagi 

perkembangan apa pun. 

 

D. Implementasi Ekonomi Berkelanjutan dalam Sistem 

Ekonomi Islam 

Ekonomi berkelanjutan dalam perspektif Islam 

menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan material 

dan spiritual. Ini sejalan dengan tujuan utama syariah 

(maqasid al-shariah) yang bertujuan untuk menjaga lima 

aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta benda. Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam 

sistem ekonomi Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari 

pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, hingga 

perlindungan lingkungan. Bagian ini akan membahas 

berbagai implementasi ekonomi berkelanjutan dalam konteks 
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ekonomi Islam dengan menguraikan prinsip-prinsip utama, 

contoh-contoh praktis, serta tantangan dan peluang yang 

ada. 

Ekonomi berkelanjutan dalam Islam didasarkan pada 

beberapa prinsip utama yang berasal dari Alquran dan 

Sunnah. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, 

keseimbangan, dan tanggung jawab. 

1. Keadilan (Al-Adl) 

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam 

yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, 

termasuk ekonomi. Keadilan dalam distribusi kekayaan 

dan sumber daya sangat penting untuk memastikan bahwa 

semua individu mendapatkan hak mereka tanpa ada yang 

terpinggirkan. Alquran menyatakan:  

 

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku 
adil, berbuat kebajikan, dan memberikan 
bantuan kepada kerabat. Dia (juga) 
melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan 
permusuhan. Dia memberi pelajaran 
kepadamu agar kamu selalu ingat" (QS. An-
Nahl: 90). 
 

2. Keseimbangan (Al-Mizan) 

Islam menekankan keseimbangan dalam penggunaan 

sumber daya alam dan harta benda. Ini mencakup 

penggunaan sumber daya secara bijaksana dan tidak 

berlebihan, sebagaimana diatur dalam Surah Al-A'raf [7]: 

31.  

 

"Wahai anak cucu Adam, pakailah 
pakaianmu yang indah pada setiap 
(memasuki) masjid dan makan serta 
minumlah, tetapi janganlah berlebihan. 
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Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-
orang yang berlebihan." 
 

3. Tanggung Jawab (Amanah) 

Manusia dianggap sebagai khalifah (pengelola) di 

bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan 

melestarikan lingkungan. Konsep ini ditegaskan dalam 

Alquran sebagai berikut:  

"Sesungguhnya kami telah menawarkan 
amanat kepada langit, bumi, dan gunung-
gunung; tetapi semuanya enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir 
tidak akan melaksanakannya. Lalu, 
dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim 
lagi sangat bodoh." (QS. Al-Ahzab: 72). 
 

 

Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam sistem 

ekonomi islam menghadapi beberapa tantangan, 

diantaranya: 

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman. Banyak 

masyarakat Muslim yang belum sepenuhnya memahami 

prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-

prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan. 

2. Infrastruktur Keuangan Syariah yang Terbatas. Meskipun 

keuangan syariah telah berkembang pesat, infrastruktur 

dan institusi yang mendukung masih terbatas di beberapa 

negara. Hal ini menghambat penyebaran dan penerapan 

praktik ekonomi berkelanjutan. 

3. Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan. Selayaknya 

di seluruh dunia, negara-negara mayoritas Muslim juga 

menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, 
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termasuk perubahan iklim, polusi, dan degradasi sumber 

daya alam. 

 

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam 

implementasi ekonomi berkelanjutan dalam sistem ekonomi 

islam, diantaranya: 

1. Potensi Wakaf Produktif. Wakaf memiliki potensi besar 

untuk mendukung proyek-proyek pembangunan 

berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, aset wakaf 

dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat jangka 

panjang bagi masyarakat. 

2. Inovasi dalam Keuangan Syariah. Pengembangan produk 

dan layanan keuangan syariah yang inovatif dapat 

mendukung ekonomi berkelanjutan. Misalnya, sukuk hijau 

(obligasi syariah untuk proyek lingkungan) dan investasi 

berkelanjutan berbasis syariah. 

3. Kerjasama Internasional. Negara-negara Muslim dapat 

meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang 

ekonomi berkelanjutan, baik melalui organisasi 

internasional seperti OKI (Organisasi Kerja sama Islam) 

maupun melalui kemitraan bilateral dan multilateral. 

 

Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam sistem 

ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan 

inklusif yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual. 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, 

keseimbangan, dan tanggung jawab, serta memanfaatkan 

instrumen-instrumen seperti zakat dan wakaf, sistem 

ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pembangunan berkelanjutan. Meskipun ada 

berbagai tantangan yang harus diatasi, terdapat banyak 

peluang untuk meningkatkan implementasi ekonomi 

berkelanjutan melalui pendidikan, inovasi, kerjasama 
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internasional, dan penguatan kebijakan serta regulasi. 

Dengan demikian, umat Muslim dapat memainkan peran 

penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan 

berkelanjutan. 
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PERBANDINGAN  

MODEL EKONOMI KONVENSIONAL 

 

 

 

 

A. Pandangan Sistem Ekonomi Dunia 

Dalam rangka meningkatkan kesejehateraan rakyat 

diperlukan upaya untuk mengatur pertukaran barang dan jasa 

melalui sebuah sistem ekonomi untuk mencapai tujuan politik 

nasional. Sistem ekonomi di setiap negara berbeda-beda, hal 

tersebut ditentukan oleh kepemilikan alat produksi. 

Kepemilikan dan pengorganisasian alat produksi sosial 

merupakan faktor kunci dalam mengkategorikan dan 

mendefinisikan berbagai jenis sistem ekonomi yang ada di 

dunia. 

Sistem ekonomi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan 

ekonomi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang secara 

teratur terhubung satu sama lain dan membentuk sistem 

ekonomi, yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi. 

Sistem ekonomi dibahas sebagai gagasan yang 
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mempengaruhi dan dipengaruhi oleh cara hidup tertentu, 

sedangkan ekonomi adalah ilmu murni yang tidak terkait 

dengan cara hidup itu. Jika ekonomi adalah sumber daya 

material, maka sistem ekonomi adalah seperangkat nilai yang 

dapat menyusun operasi sumber daya material menurut 

kerangka acuan organisasi tertentu (Nurhasanah, 2023). 

Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem 

ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di 

dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional 

merupakan sistem perekonomian yang memberikan 

kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk 

melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi 

konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil 

bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan 

kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga 

pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam ekonomi 

konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri 

sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas 

bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-

besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan 

persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini 

mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya 

dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan 

semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin 

(Lidyana, 2015). 

Secara garis besar, di dunia terdapat beberapa sistem 

ekonomi yang tersebar di seluruh dunia, yang dapat dilihat 

dari bagan berikut: 
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Gambar 1. Sistem Ekonomi Dunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampir setiap negara memiliki sistem ekonomi sendiri. 

Paradigma pemikiran sebagai pilihan sistem ekonomi yang 

diterapkan di suatu negara tergantung pada kesepakatan 

bersama negara tersebut, sesuai dengan undang-undang 

dasar yang dimiliki, falsafah dan ideologi negara dalam 

sistem perekonomiannya. Sistem ekonomi juga dapat 

dikatakan sebagai suatu keseluruhan lembaga-lembaga 

ekonomi yang diterapkan suatu bangsa/negara dalam rangka 

mencapai cita-cita kemajuan dan kesejahteraan dalam 

bernegara dan berbangsa (Subandi, 2011; Bhudianto, 2012). 

Dua dari sistem ekonomi yang ada di dunia yakni 

sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis lebih 

mendominasi kekuatan sistem ekonomi konvensional. 

Representasi dari dua sistem ekonomi tersebut terlihat dari 

dua negara adidaya yang menerapkan sitem ekonomi 

konvensional, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya 

merupakan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis, 

sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Uni Soviet 

(sekarang Rusia) dan Eropa Timur serta negara China dan 

Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua sistem ekonomi 

tersebut lahir dari dua muara ideologi yang berbeda sehingga 

persaingan dari dua sistem ekonomi tersebut hakikatnya 

merupakan pertentangan dua ideologi politik dan 

pembangunan ekonomi.  
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Dalam konteks ekonomi, kedua sistem ekonomi 

konvensional (kapitalis dan sosialis) dinilai mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara penganut 

kedua sistem ini. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat 

mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan 

sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh 

nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. 

Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan diantara 

sesamanya untuk bertahan. Sistem ekonomi kapitalis 

memiliki beberapa kecenderungan antara lain: kebebasan 

memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan 

persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Persoalan 

yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya 

suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang 

bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. 

Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme 

inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi 

pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan 

materialistik. Dampak yang ditimbul dari cara pandang inilah 

yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam 

kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan 

perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan 

kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar 

negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan 

persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya 

revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya (Lidyana, 

2015). 

Sistem ekonomi sosialis merupakan gerakan ekonomi 

yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidak-adilan 

yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme 

menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang 

tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari 

bantuan pemerintah. Dalam bentuk yang paling lengkap 
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sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, 

termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, 

dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis 

hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa 

kerbersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, 

alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-

sumber ekonomi diatur oleh negara. 

Dalam sistem ekonomi campuran, kedua aspek ini 

(kapitalis dan sosialis) dikombinasikan untuk mencapai 

keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi 

pemerintah. Adapun beberapa negara yang telah 

menerapkan sistem ekonomi campuran adalah Australia, 

Amerika Serikat, Kanada, Jerman dan Inggris. Sedangkan 

pada sistem ekonomi Islam, terutama di Asia, negara-negara 

seperti Malaysia dan Indonesia telah lama menerapkan 

sistem ekonomi Islam dan menjadi contoh bagi negara-

negara lain. Di Timur Tengah, negara-negara seperti Arab 

Saudi dan Uni Emirat Arab juga telah menerapkan sistem 

ekonomi Islam dan menjadi pusat keuangan Islam dunia. 

Ekonomi Islam memiliki paradigma yang berbeda 

dengan ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional 

memandang sains sebagai sekuler dan tidak memasukkan 

faktor X (yaitu faktor Tuhan) di dalamnya. Ekonomi 

konvensional menjadi disiplin ilmu yang bebas nilai 

(positivistik). Sementara itu, ekonomi Islam dibangun di atas 

prinsip-prinsip syariah. Dalam tahap ini, para ekonom Muslim 

tidak berbeda pendapat. Namun, ketika diminta untuk 

menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu 

mulai muncullah perbedaan pendapat. Perbedaan  

pandangan, penafsiran, pendekatan, dan metodologi terkait 

ekonomi Islam didasarkan pada perbedaan latar belakang 

keilmuan, pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang 

dimiliki (Pardiansyah, 2023). 
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Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar 

antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam 

memandang manusia. Ekonomi konvensional 

mengasumsikan manusia sebagai rational economic man 

atau manusia ekonomi yang rasional, sedangkan ekonomi 

Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang 

berkarakter Islami atau Islamic economic man. Islamic 

economic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten 

dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya 

mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang 

berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan 

hidup di dunia dan di akhirat (Amiral, 2017). 

 

B. Filosofi Dasar: Maslahah bukan Naluriah 

Islam telah menjadi agama yang komprehensif dan 

integral di sepanjang lintasan kehidupan umat manusia. 

Seluruh perkara manusia, temasuk ekonomi di dalamnya, 

telah diatur dalam Alquran, Sunnah Nabi Muhammad Saw., 

ijtihad dan ijma’ para ulama. Shatibi mengatakan ekonomi 

yang diinginkan oleh Islam bersandar pada kebaikan hukum 

yang mengandung maslahah atau kesejahteraan (Khan, 

2018). Maslahah mengacu pada pemeliharaan tujuan-tujuan 

syariat, yang terdiri dari pemeliharaan lima hal berikut ini dari 

eksistensi manusia di dunia: 1) Pemeliharaan agama (hifz al-

din); 2) Pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs); 3) Pemeliharaan 

properti atau harta (hifz al-mal); 4) Pemeliharaan akal (hifz al-

‘aql); 5) Pemeliharaan keturunan  (hifz al-nasl). Adapun yang 

menjamin lima pemeliharaan ini diasumsikan memiliki 

maslahah, begitu sebaliknya bahwa menghilangkan salah 

satu diantara lima hal tersebut merupakan mafsadah 

(kerusakan). Ada tiga tingkatan maslahah: 1) Tingkat 

Esensial (darūrī); 2) Tingkat Pujian (hājī); 3) Tingkat 



Perbandingan Model Ekonomi Konvensional | 49   

Perbaikan (tahsīnī). Pada tingkat esensial, maslahah akan 

mencakup semua yang melindungi lima aspek (jiwa, harta, 

agama, akal, dan keturunan) dari kehancuran. Tingkat 

pelengkap mengacu pada penguatan atau perluasan 

pelestarian lima elemen tersebut. Hal ini juga mencakup 

semua hal yang meningkatkan kualitas pelestarian lima 

elemen atau menghilangkan kesulitan dalam pelestarian lima 

elemen (di luar tingkat esensial). Tingkat perbaikan akan 

mencakup semua hal yang membantu melestarikan lima 

elemen dengan cara yang indah atau lebih baik. Hal ini 

berkaitan dengan rasa estetika manusia dalam mencapai 

lima pelestarian yang disebutkan di atas. 

Pendekatan terhadap tujuan-tujuan syariah ini memiliki 

implikasi yang besar terhadap perilaku ekonomi Islam dan 

pengambilan keputusan ekonomi. Namun, tidak banyak 

usaha yang telah dilakukan ke arah ini. Masud (1999) 

membahas secara rinci filosofi Shatibi tentang hukum Islam 

meskipun tidak ada yang berhubungan dengan perilaku 

ekonomi. Bahkan diskusi tentang maslahah hanya terbatas 

pada diskusi yuridis. Hassan (1994, 1998) mendiskusikan 

tujuan-tujuan hukum Islam sehubungan dengan kehidupan 

ekonomi. Namun, pembahasannya juga masih terbatas pada 

isu-isu hukum. Meskipun studi terdahulu sering mengambil 

contoh-contoh yang berkaitan dengan pasar, 

pembahasannya terbatas pada legalitas jual beli dan 

pembenaran berbagai hukum syariah yang berkaitan dengan 

pertukaran. 

Beberapa implikasi terhadap perilaku pelaku ekonomi 

mungkin dapat diturunkan secara langsung dari tujuan-tujuan 

syariah, seperti yang dikemukakan oleh Shatibi. Maslahah 

akan menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi, atau 

konsumsi atau produksi barang dan jasa tertentu diperlukan 

atau tidak. Dalam kerangka kerja Shatibi, jika suatu kegiatan 
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tidak memiliki implikasi yang menguntungkan bagi tujuan-

tujuan syariah, maka kegiatan tersebut adalah kemubaziran 

(tidak perlu dikejar) baik dalam produksi maupun konsumsi 

atau pertukaran. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi yang 

beroperasi dalam kerangka kerja Islam akan mencari 

maslahah dibandingkan dengan mencari utilitas dalam 

pengertian konvensional.  

Maslahah dan utilitas meskipun sering kali bersamaan, 

namun keduanya merupakan konsep yang sangat berbeda. 

Jika utilitas adalah konsep subjektif yang berasal dari naluri 

individu, maslahah adalah konsep yang dapat diverifikasi 

secara objektif berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di 

atas. Dalam terminologi fikih, mencari konsep utilitas 

konvensional akan dianggap sebagai mengejar keinginan 

naluriah dan Islam melarang mengejar keinginan naluriah 

(kecuali jika mereka memiliki maslahah seperti yang 

didefinisikan di atas). Hal ini karena jika dunia dibiarkan 

mengikuti keinginan naluriah manusia, maka akan terjadi 

kekacauan dan ketidakteraturan di dunia. Konsep maslahah 

sebagai pengganti utilitas memiliki dua implikasi bagi seorang 

ekonom, pertama dalam konteks teoritis dan kedua dalam 

konteks terapan dan kebijakan publik.  

Pada tingkat teoritis, diperlukan perspektif baru 

terhadap sifat dasar masalah ekonomi. Tidak ada batasan 

untuk keinginan naluriah. Keinginan, dalam konteks ekonomi 

konvensional tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya 

terbatas. Masalah ekonomi hanyalah masalah pilihan individu 

berdasarkan naluri. Pilihan ini tidak tergantung pada 

kebutuhan individu maupun masyarakat. Dengan 

mensintesiskan analisis Shatibi tentang konsep maslahah, 

Masud (1999) menjelaskan maslahah tidak boleh bersifat 

relatif atau subyektif. Relativitas biasanya didasarkan pada 

penyamaan maslahah dengan salah satu dari hal-hal berikut: 
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ahwā' al-nūfūs (kesukaan pribadi), manāfi' (keuntungan 

pribadi), mayl al-syahāwāt (pemenuhan hasrat yang 

menggebu-gebu), dan aghrāḍ (kepentingan individu).  

Menurut Shatibi, semua pertimbangan di atas 

membuat konsep maslahah menjadi relatif dan subyektif, 

yang tidak menjadi pertimbangan syariah (pemberi hukum) 

dalam maslahah, meskipun dalam 'ādah (praktik normal) 

bisa, namun maslahah mengarah pada konsep pemenuhan 

kebutuhan dan bukan pemenuhan keinginan. Apa pun yang 

memiliki maslahah bagi manusia adalah kebutuhan manusia 

dan harus dipenuhi. Masalah ekonomi bukan hanya masalah 

pilihan untuk memuaskan keinginan, melainkan masalah 

pemenuhan kebutuhan, baik bagi individu maupun 

masyarakat.   

 

C. Konsep Kepemilikan 

Menurut Al Abadi (1987) kepemilikan adalah hak 

khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan 

bagi seseorang untuk memanfaatkannya dan 

mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang 

melarangnya. Dalam Islam dijelaskan bahwa harta benda 

bukanlah menjadi milik pribadi (dalam sistem kapitalis) dan 

juga bukan pula menjadi milik bersama (dalam sistem 

sosialis) tetapi semua itu adalah milik Allah. Manusia di bumi 

selain dapat memanfaatkan dan mengolahnya tetapi juga 

memiliki hak guna dari harta tersebut. Namun kepemilikan 

yang hakiki adalah milik Allah Swt. seperti yang telah 

dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah.  

Alquran menegaskan bahwa alam semesta, yang di 

dalamnya termasuk manusia merupakan ciptaan Allah dan 

segala sesuatu di langit dan bumi adalah mutlak milik Allah. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah ayat 

18 yang artinya:  
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“Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara 
keduanya. Dan kepada Allah lah kembali 
(segala sesuatu)”. 
 

Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam 

mempunyai karakteristik yang unik, yang sejalan dan selaras 

dengan fitrah manusia. Kepemilikan dalam Islam merupakan 

kepemilikan harta atas dasar agama. Kepemilikan ini terbatas 

dalam artian tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya 

untuk menggunakan semua hartanya sendiri, karena 

esensinya harta di dalam Islam hanya bersifat sementara, 

dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah (Akbar, 

2019). Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, 

mengelola, dan menikmati harta milik mereka, sejalan 

dengan QS. Ali-imran:14 dan QS. Al-Alaq: 96, bahwa harta 

merupakan hiasan hidup di dunia yang mengambarkan 

permata, pakaian bagus dan perhiasan yang dikenakan untuk 

mempelihatkan keindahan (Asnah, et all, 2023). 

Menurut Andiko (2016) dalam persoalan siapa saja 

pemilik dari harta, berdasarkan penafsiran berbagai ayat oleh 

para mufassir, terdapat beberapa tingkatan bentuk 

kepemilikan, antara lain:  

1. Allah sebagai Pemilik Mutlak 

Alquran mengajarkan suatu prinsip yang unik tentang 

status kepemilikan harta. Keunikan dimaksud adalah 

terletak pada prinsip umum bahwa harta bukan merupakan 

milik manusia, atau makhluk lainnya. Sebaliknya pemilik 

harta secara mutlak adalah Allah Swt. 

 

2. Harta Milik Manusia Bersama Secara Keseluruhan 

Maksud dari bentuk kepemilikan harta secara keseluruhan 

ini adalah adanya tuntutan dari agama agar terjadinya 

peredaran harta kepada seluruh manusia. Dengan kata 
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lain, kepemilikan dalam bentuk ini mempunyai arti luas dan 

umum. Kepemilikan dalam bentuk ini, bukan berarti 

seseorang dapat mengambil atau memanfaatkan harta 

orang lain sebagaimana ia memanfaatkan hartanya 

sendiri, tetapi kepemilikan yang dimaksud di sini adalah 

bahwa semua manusia mempunyai kesempatan untuk 

mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk 

mempersempit peredaran harta dalam lingkungan 

manusia. Dalam ajaran Islam, dikatakan bahwa dalam 

setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain, 

sehingga setiap Muslim yang mempunyai banyak harta 

wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak 

menerimanya. 

 

3. Harta sebagai Milik Pribadi Seseorang 

Bentuk kepemilikan harta yang bersifat pribadi ini, 

merupakan pemahaman yang lazim dipahami semua 

manusia. Semua personal manusia mempunyai harta, baik 

sedikit maupun banyak. Dengan harta tersebut, manusia 

dapat melakukan amalan baik dan amalan buruk, sesuai 

dengan watak manusia tersebut. Ayat-ayat Alquran yang 

membahas tentang harta, lebih banyak terfokus kepada 

harta yang dimiliki secara pribadi pada setiap manusia. 

Ayat-ayat tersebut bertujuan mengarahkan sifat dan sikap 

manusia dalam mencari, memiliki, dan 

mempergunakannya pada jalan yang benar. 

 

Berbeda dengan dua konsep konvensional yang 

berkembang saat ini, yakni kapitalisme dan komunisme, tak 

satu pun dari kedua sistem itu yang berhasil menempatkan 

individu atau pribadi selaras dalam suatu tatanan kehidupan 

sosial. Andiko (2016) menjelaskan bahwa kebebasan dalam 

hak milik individu merupakan dasar dari konsep kapitalisme, 
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dan penghapusan atas hak milik individu merupakan sasaran 

pokok dari ajaran sosialisme komunisme. Ini terjadi karena 

dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan 

individu (private property), yang ada hanya kepemilikan 

negara (state property) yang dibagikan secara merata kepada 

seluruh individu masyarakat (Asnah et all, 2023). 

Dalam pandangan ekonomi kapitalis manusia 

dianggap memiliki hak milik yang mutlak atas alam semesta, 

karenanya ia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan 

kepentingannya. Manusia dapat mengeksploitasi semua 

sumber daya ekonomi yang dipandangkan akan memberikan 

kesejahteraan yang optimal baginya, dalam jumlah berapa 

saja dan dengan cara apa saja. Meskipun demikian, dari 

kedua sistem ekonomi ini terdapat perbedaan tajam yaitu 

antara kapitalisme dan sosialisme dalam hal hak kepemilikan, 

dimana pada satu sisi kapitalisme ini lebih bersifat individual 

sedangkan sisi lain sosialisme lebih bersifat kolektif (Pangiuk, 

2011). 

Konsepsi hak milik sebagaimana dalam ekonomi 

kapitalis dan sosialis memiliki pandangan yang ekstrim 

tentang hak kepemilikan. Kapitalisme sangat menjunjung 

tinggi hak‐hak kepemilikan individu terhadap sumber daya 

ekonomi, walaupun hak individu ini dalam keadaan 

bertentangan dengan hak sosial sekalipun. Dalam 

kapitalisme individu berada di atas masyarakat. Sebaliknya, 

dalam pandangan sosialisme justru meniadakan hak 

kepemilikan individu. Dalam sosialisme sumber daya 

ekonomi adalah kepemilikan kolektif masyarakat atau 

negara, sehingga individu‐individu tidak berhak untuk 

memilikinya. Jadi, masyarakat atau negara berada di atas 

individu. Sebagai ekonomi dunia yang berbasis konvensional 

dan berlatar belakang indiviual tentu saja memiliki implikasi 

yang serius terhadap perekonomian, kapitalisme telah 
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menimbulkan permasalahan yang rumit bagi masyarakat. 

Pengutamaan hak‐hak individu dalam kapitalisme seringkali 

memunculkan konflik kepentingan antar anggota masyarakat. 

Dalam konflik seperti ini biasanya masyarakat miskin akan 

dikalahkan oleh kelompok kaya yang menguasai sumber 

daya ekonomi lebih banyak. Tujuan kesejahteraan ekonomi 

bagi masyarakat banyak seringkali dikorbankan atau 

sebaliknya terkorbankan oleh kepentingan‐kepentingan 

individu (Pangiuk, 2011). 

 

D. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam dan 

Konvensional 

Definisi yang paling mudah dipahami tentang pasar 

adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran atas 

suatu jenis barang atau jasa. Dalam sistem ekonomi kapitalis, 

pembeli dan penjual saling melakukan tawar-menawar untuk 

menentukan harga yang memberikan kebebasan kepada 

pasar dan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi yang 

dapat mengganggu keseimbangan pasar. Sistem ekonomi 

sosialis memiliki pandangan dengan meniadakan peran 

pasar dan pemerintah berperan aktif dalam menyelesaikan 

dan mengatur segala permasalahan ekonomi. Dalam 

ekonomi Islam, pasar dibiarkan bebas atau pemerintah 

mendistorsi keberadaan mekanisme pasar.  

Perkembangan ekonomi sangat bergantung pada 

mekanisme pasar, dimana mekanisme pasar secara 

sederhana adalah terjadinya transaksi antara penjual dan 

pembeli pada suatu tempat tertentu, hal ini disebabkan oleh 

faktor permintaan dan penawaran (demand and supply). Para 

tokoh ekonomi Islam menjelaskan bahwa mekanisme pasar 

tidak hanya ditentukan oleh faktor permintaan dan 

penawaran. Seperti yang dikatakan Abu Yusuf bahwa ada 

faktor yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yaitu faktor 
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campur tangan Tuhan dalam segala hal, termasuk 

mekanisme pasar. Hal lain dibahas oleh Ibnu Taimiyyah yang 

menggarisbawahi bahwa bisa saja terjadi kenaikan dan 

penurunan harga karena adanya pelaku pasar yang berlaku 

adil atau bisa juga bertindak tidak adil (Islahi, 1985). Tentu 

saja hal ini bertolak belakang dengan pendapat para ekonom 

Barat yang menitikberatkan pada mekanisme pasar semata, 

yaitu terjadinya naik turunnya harga barang murni karena 

penawaran kurang, sehingga permintaan naik, atau 

sebaliknya, begitu kata Adam Smith, David Ricardo, atau 

Jhon Maynard Keynes.  

Titik perbedaan yang mendasar ada pada keberkahan 

berupa falah (keuntungan di dunia dan akhirat) atau hanya 

mengejar materi semata di dunia. Menurut Yenni Samri Juliati 

Nasution mengatakan bahwa, pasar yang ideal menurut 

sistem ekonomi kapitalis adalah pasar bebas (pasar 

persaingan sempurna), karena apabila individu dibebaskan 

untuk memenuhi kepentingannya dengan caranya masing-

masing maka kepentingan masyarakat secara keseluruhan 

akan tercapai, dan pemerintah sama sekali tidak boleh 

melakukan intervensi atau ikut campur tangan di dalamnya 

karena akan mengganggu keseimbangan dalam pasar. 

Sistem ekonomi sosialis memiliki pandangan yang 

sebaliknya, yaitu meniadakan peran pasar dan pemerintah 

yang berperan aktif dalam menyelesaikan dan mengatur 

segala permasalahan ekonomi. Pemerintah merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ekonominya 

sendiri. 

Parakkasi dan Kamaruddin (2018) mengemukakan 

sistem Islam sangat memperhatikan kesempurnaan 

mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah 

resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, 

yang merupakan fenomena alam. Pasar yang bersaing 
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secara sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi 

penjual atau pembeli, karena jika mekanisme pasar 

terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Harga yang 

adil akan mendorong para pelaku pasar untuk berkompetisi 

secara sempurna. Sistem Islam sangat mendorong konsep 

harga yang adil, terbuka dan sesuai dengan mekanisme 

pasar yang sempurna.  

Konsep pasar makan dalam Islam dapat dirujuk pada 

Hadis Rasulullah Saw. yang disampaikan oleh Anas Ra. 

sehubungan dengan kenaikan harga-harga barang di kota 

Madinah. Sabda Rasulullah Saw. yang artinya:  

"Dari Anas Ibnu Malik Ra. berkata: Harga-
harga komoditi naik di zaman Rasulullah Saw., 
kemudian para sahabat mengadu kepada 
Beliau seraya berkata: ’Wahai Rasulullah, 
harga barang mahal, maka tetapkanlah harga 
patokan untuk kami’. Kemudian Rasulullah 
Saw. menjawab: ’Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan harga (Dzat) yang menahan dan 
yang membagi rizki, dan sesungguhnya aku 
berharap dapat berjumpa dengan Allah Swt. 
dalam keadaan tidak ada seorang pun dari 
kalian yang menuntutku karena kezaliman 
yang menyebabkan pertumpahan darah dan 
harta.’"  

 

Ini adalah teori ekonomi Islam tentang harga, dimana 

Rasulullah Saw. dalam Hadis ini diketahui tidak menentukan 

harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan 

pada mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah Saw. 

menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa harga di 

pasar tidak boleh ditentukan, karena Allah-lah yang 

menentukannya. Sabda Rasulullah tersebut mengandung 

pengertian bahwa harga pasar sesuai dengan kehendak 
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Allah, sunnatullah atau sesuai dengan hukum permintaan dan 

penawaran.  

Islam menempatkan pasar pada posisi yang penting 

dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah 

dan Khulafaurrasyidin menunjukkan peran pasar yang besar. 

Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh 

pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya 

intervensi harga jika perubahan harga terjadi karena 

mekanisme pasar yang adil. Namun pasar mensyaratkan 

adanya moralitas (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan 

(transparency) dan keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini 

ditegakkan, tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. 

Para sahabat dan imam mazhab juga memberikan 

pandangannya dalam memahami Hadis, dan realitas 

kebijakan Nabi Muhammad Saw (Noviyanti, 2016).  

Harga hanya terjadi dalam akad, yaitu sesuatu yang 

diserahkan dalam akad, baik lebih kecil, lebih besar, atau 

sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dipertukarkan 

dengan barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berakad. Menurut Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh Yusuf 

Qardhawi:  

”Penetapan harga memiliki dua bentuk, ada 
yang dibolehkan dan ada yang dilarang. 
Pertama, tas'ir yaitu bentuk penetapan harga 
yang tidak adil, dan ini dilarang dalam syariah. 
Kedua harga yang adil, yaitu harga yang sesuai 
dengan kaidah permintaan dan penawaran dan 
mekanisme pasar (Al-Qaradawi, 2001)”.  
 

Jika penentuan harga dilakukan dengan cara 

memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak mereka 

ridhai, sebagaimana lazimnya dalam ekonomi kapitalis, maka 

tindakan ini tidak dibenarkan oleh Islam. Namun, jika 

penentuan harga tersebut menimbulkan suatu keadilan bagi 
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seluruh masyarakat, seperti menetapkan hukum untuk tidak 

menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan 

harus diterapkan. Menurut Qardhawi, jika pedagang 

menahan suatu barang, sedangkan pembeli 

membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau 

membelinya dengan harga dua kali lipat dari harga pertama. 

Dalam hal ini, pedagang harus secara sukarela menerima 

penetapan harga oleh pemerintah. Pihak berwenang harus 

menetapkan harga. Dengan demikian, penetapan harga 

wajib dilakukan agar para pedagang menjual harga yang 

sesuai untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang 

diminta oleh Allah. Menurut Ibnu Taimiyah (Islahi, 2015), 

harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. 

Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya 

perubahan penawaran dan atau permintaan. Jika semua 

transaksi sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga yang 

terjadi merupakan kehendak Allah. 

 

E. Kontroversi Riba 

Sistem ekonomi syariah merupakan suatu kerangka 

kerja ekonomi yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada 

nilai-nilai dan ajaran Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam, yang 

mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir 

(perjudian), larangan gharar (ketidakpastian yang tidak 

wajar), dan prinsip-prinsip etika serta moral yang kuat, 

menjadi pondasi sistem ini. 

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah 

harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif‟ah mengemukakan 

bahwa riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak 

dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa 

riba mengambil harta tertentu selain disamping itu, riba juga 

didefinisikan oleh syafi’iyah yang merupakan akad atas iwadh 

(penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya 
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dalam ukuran syara’ pada waktu akad atau dengan 

mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau 

salah satunya. 

Secara redaksional, ulama mendefinisikan riba 

berbeda-beda, namun secara substansinya sama, yaitu 

suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan (pengganti) 

yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang 

melakukan transaksi (utang-piutang), atau dengan kata lain, 

riba dikenal sebagai kelebihan keuntungan (harta) dari salah 

satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli dan 

atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa 

memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Ekonom 

Muslim menyatakan riba adalah pengambilan tambahan yang 

harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun 

dalam pinjam meminjam. Dalam ilmu ekonomi riba berarti 

kelebihan pendapatan yang diterima oleh pemberi pinjaman 

yang diberikan oleh peminjam sebagai upah atas 

dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang telah 

ditentukan (Marwini, 2017). 

Pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam 

meminjam uang karena masyarakat Makkah merupakan  

masyarakat  pedagang,  yang  dalam  musim-musim  tertentu  

mereka  memerlukan  modal  untuk  dagangan  mereka.  Para 

ulama  mengatakan, bahwa  jarang sekali terjadi pinjam  

meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtif. Pinjam  meminjam   uang   

terjadi   untuk   produktifitas   perdagangan mereka. Namun 

uniknya, transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan 

bunga bila  seseorang  tidak  bisa  melunasi  hutangnya  pada  

waktu yang telah ditentukan, sedangkan bila ia dapat 

melunasinya pada waktu yang telah  ditentukan,  maka  ia  

sama  sekali  tidak  dikenakan  bunga. Transaksi   yang   
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seperti   ini,   Rasulullah   Saw.   menyebutnya   dengan   riba 

jahiliyah (Fadel et al, 2022). 

Islam  melarang  riba  dan  memasukkannya  dalam  

dosa  besar, tetapi Allah Swt. dalam mengharamkan riba 

menempuh metode secara gradual (step by step). Riba tidak 

serta merta dilarang, namun pelarangan tersebut dilakukan 

secara bertahap, yaitu: 

1. Tahap pertama,  menolak  anggapan  bahwa  pinjaman  

riba  yang  pada dzahirnya   seolah-olah   menolong   

mereka   yang   memerlukan   sebagai perbuatan taqarrub 

(mendekatkan diri) kepada Allah (QS. Ar-Rum: 39). 

2. Tahap  kedua,  riba  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  

buruk.  Allah Swt. mengancam akan memberi balasan 

yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (QS. 

An-Nisa’: 160-161). 

3. Tahap  ketiga,  pelarangan  riba  dengan  dikaitkan  pada  

suatu  tambahan yang  berlipatganda  (QS.  Ali Imran:  

130).  Ayat  ini  turun  setelah  perang Uhud,  yaitu  tahun  

ke-3  Hijriyah.  Istilah  berlipatganda  harus  dipahami 

sebagai    sifat  bukan    syarat    sehingga    pengertiannya    

adalah    yang diharamkan   bukan   hanya   yang   berlipat   

ganda   saja   sementara   yang sedikit,  maka  tidak  haram,  

melainkan sifat  riba  yang berlaku umum pada waktu itu 

adalah berlipat ganda. 

4. Tahap  keempat, merupakan  tahap  terakhir dimana  Allah  

dengan  tegas dan   jelas   mengharamkan   apapun   jenis   

tambahan   yang   diambil   dari  pinjaman (QS. Al-Baqarah: 

278-279). 

 

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah 

menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam 

segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga pada 

ekonomi konvensional) pada hakikatnya adalah pemaksaan 
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suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya 

ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar 

selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran 

Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-

ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak 

dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana), sebab 

ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan 

sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang 

mata rantainya berefek pada kemiskinan. 
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TEORI DAN HAKIKAT KEBERLANJUTAN 

DALAM ISLAM 

  

 

 

A. Pendahuluan 

Konsep keberlanjutan dalam Islam mencerminkan 

prinsip-prinsip dasar agama yang menekankan tanggung 

jawab manusia sebagai khalifah atau penjaga bumi. Islam 

mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan 

dan harmoni dengan alam serta memanfaatkan sumber daya 

alam secara bijaksana tanpa merusak atau menghabiskan. 

Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesederhanaan, dan 

tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam pandangan 

Islam terhadap lingkungan. Merujuk Alquran dan Hadis, 

terdapat banyak referensi yang mengingatkan umat untuk 

tidak melakukan kerusakan di bumi dan untuk menjaga 

kelestarian alam demi kesejahteraan semua makhluk hidup, 

termasuk generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep 

keberlanjutan dalam Islam bukan hanya tentang pelestarian 
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lingkungan, tetapi juga tentang menjalankan amanah Tuhan 

dengan adil dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan 

keseimbangan ekologi yang harmonis dan berkelanjutan. 

 

B. Pola Pikir Keberlanjutan 

Komisi dunia tentang lingkungan dan pembangunan 

mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri (Hofenk et al., 2019). Definisi ini 

menekankan pentingnya kesetaraan intra-generasional, yaitu 

kesetaraan antara kelompok kaya dan miskin saat ini, serta 

kesetaraan antar-generasi, yaitu kesetaraan antara generasi 

sekarang dan generasi mendatang (Goudarzi et al., 2016). 

Misalnya, dalam praktik pembangunan, ini berarti 

memastikan akses yang adil terhadap sumber daya seperti 

air bersih dan energi untuk semua lapisan masyarakat saat 

ini, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut 

untuk digunakan oleh generasi mendatang (Fei & Lin, 2016).  

Kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan muncul 

dari pengamatan terhadap hasil pembangunan industri 

tradisional yang sering kali merusak lingkungan dan 

menciptakan kesenjangan sosial. Sebagai contoh, 

pembangunan industri yang tidak terkendali telah 

menyebabkan polusi udara dan air yang parah di banyak kota 

besar, seperti Beijing dan New Delhi, serta deforestasi besar-

besaran di Amazon yang mengancam keanekaragaman 

hayati dan mempercepat perubahan iklim. Meskipun ada 

kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan, negara-negara 

dunia ketiga masih menghadapi kemiskinan ekstrem dan 

kerusakan lingkungan yang parah, seperti yang terlihat di 

banyak negara Afrika yang mengalami kelangkaan air dan 

tanah subur akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. 
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Oleh karena itu, pentingnya pembangunan berkelanjutan 

adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kesejahteraan jangka 

panjang seluruh penduduk dunia (Kamali, 2016). 

Ketidakseimbangan lingkungan ini menyebabkan 

krisis kemanusiaan yang serius. Diperkirakan oleh Forum 

Kemanusiaan Global bahwa setiap tahun perubahan iklim 

menyebabkan lebih dari 300.000 kematian. Angka ini 

mencakup dampak dari bencana alam yang semakin sering 

dan parah seperti banjir, badai, dan gelombang panas, yang 

dapat menyebabkan kematian langsung maupun tidak 

langsung melalui penyakit terkait cuaca dan kondisi 

kesehatan yang memburuk. Selain itu, perubahan iklim 

meninggalkan 325 juta orang dalam kondisi darurat setiap 

tahun. Kondisi ini mencakup kehilangan tempat tinggal, akses 

terhadap kebutuhan dasar, dan mata pencaharian, yang 

sering kali terjadi di negara-negara berkembang dengan 

infrastruktur yang lemah. Misalnya, banjir yang melanda 

negara-negara di Asia Selatan telah menyebabkan jutaan 

orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Kerugian 

ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai 

sekitar US$125 juta setiap tahun (Ehrenfeld, 2005).  

Kerugian ini termasuk biaya pemulihan dari kerusakan 

infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian akibat 

kekeringan, dan dampak negatif lainnya pada ekonomi lokal 

dan global. Fenomena topan yang melanda Karibia 

menyebabkan kerusakan besar pada properti dan 

infrastruktur, memerlukan miliaran dolar untuk pemulihan dan 

merugikan ekonomi lokal yang bergantung pada pariwisata. 

Konsep “pembangunan berkelanjutan” muncul ketika 

masyarakat menyadari bahwa model pertumbuhan ekonomi 

yang ada menyebabkan penipisan sumber daya bumi yang 

terbatas (Cen & He, 2018). Semua pemangku kepentingan, 
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termasuk pemerintah, bisnis, dan individu, menyadari bahwa 

perlu berperan aktif dalam mencapai keberlanjutan melalui 

pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat menerapkan 

kebijakan ramah lingkungan, bisnis dapat mengadopsi praktik 

berkelanjutan, dan individu dapat mengubah kebiasaan 

konsumsi untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan 

(Giovannoni & Fabietti, 2013.) 

Upaya menyesuaikan diri dengan pedoman 

pembangunan berkelanjutan, bisnis telah beralih dari fokus 

tunggal pada maksimalisasi keuntungan menjadi penyertaan 

aspek lingkungan dan sosial dalam strateginya. Pendekatan 

ini dikenal sebagai triple bottom line, yang mencakup tiga 

elemen utama: people (orang), planet (planet), dan profit 

(keuntungan) (Hofenk et al., 2019). Artinya, bisnis tidak hanya 

mengejar keuntungan finansial tetapi juga berusaha untuk 

memberikan manfaat sosial dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar 

seperti Unilever dan Patagonia telah mengadopsi praktik-

praktik bisnis berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon, 

menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan 

memastikan kesejahteraan karyawan serta komunitas lokal. 

Pada saat yang sama, diakui bahwa kebiasaan 

konsumsi individu mempengaruhi masyarakat dan 

lingkungan. Akibatnya, konsumsi berkelanjutan didorong 

sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan. 

Konsumsi berkelanjutan didefinisikan sebagai penggunaan 

barang yang memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan 

meminimalkan penggunaan bahan beracun dan emisi untuk 

menghindari membahayakan kebutuhan generasi 

mendatang. Memilih produk yang dihasilkan secara etis dan 

memiliki sertifikasi ramah lingkungan dapat membantu 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan 
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masyarakat (Govindan, 2018). Menurut pandangan ini, 

individu harus berkomitmen pada keberlanjutan dengan 

bertindak sedemikian rupa yang mengurangi dampak negatif 

konsumsi terhadap masyarakat dan lingkungan. Lebih dulu, 

Sheth et al., (2011) mengusulkan konsep pelengkap yang 

disebut keberlanjutan yang berpusat pada pelanggan, yang 

mendorong individu untuk membuat keputusan konsumsi 

berdasarkan dimensi lingkungan dan sosial selain faktor 

ekonomi atau berbasis biaya. Ini berarti memilih produk dan 

layanan yang mendukung praktik berkelanjutan, seperti 

membeli dari perusahaan yang memiliki komitmen terhadap 

pengurangan emisi karbon atau yang berkontribusi pada 

kesejahteraan sosial. 

 

C. Islam dan Konsep Keberlanjutan 

Dasar utama pemikiran ekonomi modern saat ini 

adalah teori maksimalisasi utilitas. Teori ini mengimplikasikan 

bahwa tujuan utama dari keputusan dan pilihan individu 

adalah untuk memaksimalkan utilitas individu tersebut. 

Dengan kata lain, keputusan dan tindakan dipilih berdasarkan 

efeknya terhadap utilitas dan kepuasan dalam mencapai 

tujuan pribadi. Dalam teori ini, penekanan sepenuhnya 

ditempatkan pada utilitas individu, tanpa memedulikan orang 

lain (Leightner, 2005). Seorang konsumen mungkin memilih 

membeli barang dengan harga termurah meskipun barang 

tersebut diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan 

atau melibatkan tenaga kerja yang dieksploitasi. Dalam 

konteks bisnis, perusahaan mungkin berfokus pada strategi 

yang meningkatkan keuntungan maksimal, seperti 

meminimalkan biaya produksi tanpa mempertimbangkan 

dampak lingkungan atau kesejahteraan pekerja. Dari sudut 

pandang keberlanjutan, pemikiran ekonomi modern 

memperkuat bahwa baik individu maupun perusahaan harus 
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membuat keputusan dan memilih tindakan terutama 

berdasarkan bagaimana pilihan tersebut akan mengarah 

pada pemenuhan tujuan dan kepuasan maksimal. 

Maksimalisasi keuntungan perusahaan dan perolehan materi 

individu adalah pusat perhatian dan prioritas utama, misalnya 

sebuah perusahaan mungkin memilih untuk menggunakan 

bahan baku yang lebih murah meskipun lebih merusak 

lingkungan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan 

margin keuntungan. Namun, pendekatan ini sering kali 

mengabaikan dampak jangka panjang pada lingkungan dan 

masyarakat, yang dapat mengarah pada eksploitasi sumber 

daya alam yang berlebihan dan kerusakan ekosistem yang 

tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan 

mendesak untuk mengintegrasikan pertimbangan 

keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan untuk 

memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi 

mendatang. 

Di sisi lain, teori moral menekankan moralitas pilihan. 

Artinya, keputusan dan pilihan harus dibuat berdasarkan 

manfaat terbesar yang dicapai untuk semua pihak yang 

terlibat (Leightner, 2005). Dalam Islam, hubungan seseorang 

dengan Tuhan serta bagaimana orang tersebut berperilaku 

dalam masyarakat diatur (Kuşakcı, 2018). Islam menetapkan 

aturan dan regulasi untuk mencapai sistem ekonomi yang 

adil, tata kelola yang baik, dan hak asasi manusia, misalnya 

prinsip zakat dalam Islam mewajibkan individu yang mampu 

secara finansial untuk memberikan sebagian dari kekayaan 

umat Muslim kepada yang membutuhkan, sehingga 

mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu 

masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, 

keputusan dan tindakan diambil berdasarkan efeknya 

terhadap individu, sesama manusia, masyarakat, dan 

lingkungan (Sarkawi et al., 2016).  
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Dalam konteks bisnis, seorang pengusaha Muslim 

mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam praktik bisnis yang 

merugikan masyarakat atau lingkungan, meskipun praktik 

tersebut mungkin lebih menguntungkan secara finansial. Ini 

mencerminkan tanggung jawab moral dan etika dalam 

keputusan bisnis, memastikan bahwa keuntungan tidak 

dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain atau 

kerusakan lingkungan. Selain itu, Islam mendorong praktik 

perdagangan yang adil dan etis, serta melarang riba (bunga 

yang berlebihan), memastikan bahwa transaksi ekonomi 

tidak eksploitatif dan memberikan manfaat yang adil bagi 

semua pihak yang terlibat (Al-Jarhi, 2017). Dalam konteks 

lingkungan, prinsip-prinsip Islam mengajarkan perlindungan 

dan pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab 

manusia sebagai khalifah (wakil) di bumi. Dengan demikian, 

keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan individu, 

masyarakat, dan lingkungan sejalan dengan ajaran Islam 

tentang keadilan sosial dan keberlanjutan (Biancone & 

Radwan, 2019). 

Kode etik dan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh 

Islam sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Islam menempatkan tanggung jawab etis terhadap 

masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab ini diyakini 

diberikan kepada manusia oleh Tuhan (Helfaya et al., 2018). 

Disebutkan dalam Alquran bahwa amanah ini ditawarkan oleh 

Tuhan kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi manusia 

menolak untuk mengambil tanggung jawab karena takut akan 

beban yang sangat besar. Namun, manusia memilih untuk 

memikul tanggung jawab ini atau "amanah" sebagaimana 

disebutkan dalam Alquran (Sarkawi et al., 2016).  Selain itu, 

dalam Islam, manusia dianggap sebagai "khalifah" atau wakil 

dan perwakilan Tuhan di bumi dan karenanya harus bertindak 

bijaksana (Abdul-Matin, 2010). Konsep menjadi wakil ini 
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disampaikan beberapa kali dalam Alquran, termasuk dalam 

Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 
kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan 
khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang 
merusak dan menumpahkan darah di sana, 
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan 
menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, 
‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui’” (QS. Al-Baqarah: 30). 

 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prinsip-

prinsip ini menekankan bahwa manusia harus bertindak 

sebagai penjaga dan pelindung bumi, memastikan bahwa 

sumber daya alam digunakan secara bijaksana dan 

berkelanjutan. Misalnya, praktik pertanian yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat sejalan dengan ajaran Islam (Pambekti & Lestari, 

2023). Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh 

merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya alam 

secara berlebihan, karena hal tersebut bertentangan dengan 

tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dengan demikian, 

prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka kerja etis yang 

kuat untuk mendukung dan mempromosikan pembangunan 

berkelanjutan. 
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Keyakinan akan keesaan Tuhan (tauhid) dalam Islam 

juga menekankan kesatuan yang mendalam antara manusia 

dan alam, serta bahwa setiap keputusan dan tindakan 

manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

kebaikan bersama (Kamali, 2016). Berdasarkan konsep 

amanah dan keyakinan akan Keesaan, Alquran menyoroti 

bahwa manusia diwajibkan untuk mengembangkan bumi 

sambil mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Tuhan. 

Manusia tidak hanya memiliki tanggung jawab moral untuk 

menjaga dan melestarikan alam, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa tindakan manusia tidak merusak 

keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Tuhan. 

Dengan demikian, prinsip tauhid menegaskan bahwa 

keberlanjutan lingkungan adalah bagian integral dari iman 

dan ibadah, seperti tergambar dalam ayat berikut: 

 

 

 

 

 

 

“Dialah penguasa mutlak di atas semua 
hamba-Nya, dan Dia mengutus kepadamu 
malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila 
kematian datang kepada salah seorang 
diantara kamu, malaikat-malaikat kami 
mencabut nyawanya, dan mereka tidak 
melalaikan tugasnya” (QS. Al-An'am: 61). 

 

 

Konsep-konsep Islam menunjukkan bahwa manusia 

diharuskan untuk menghuni dan mengembangkan bumi 

sambil menempatkan tanggung jawab etis untuk 

menjaganya. Pola pikir keberlanjutan dalam Islam 
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seharusnya berupaya untuk berinovasi dan mengembangkan 

bumi demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan, 

bukan hanya untuk mencari utilitas atau maksimalisasi 

keuntungan bagi perusahaan. Hal ini sangat bertentangan 

dengan pemikiran ekonomi modern dan paradigma 

humanisme liberal yang menekankan maksimalisasi utilitas 

diri. Islam memberikan pedoman yang mengatur transaksi 

komersial dan ekonomi dengan tujuan mencapai sistem 

sosial-ekonomi yang adil (Williams & Zinkin, 2010). Nilai-nilai 

etis yang diajarkan oleh Islam menekankan tanggung jawab 

manusia dalam mencapai keadilan sosial, perlindungan 

ekosistem planet, dan pelestarian sumber daya alam (Kamali, 

2016). Dengan demikian, Islam mengajarkan keseimbangan 

antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, 

serta pentingnya integritas dalam semua aspek kehidupan 

untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

Selain itu, prioritas kepentingan publik di atas 

kepentingan individu ditekankan dalam yurisprudensi Islam. 

Dalam konteks keberlanjutan, keputusan atau tindakan 

perusahaan yang memaksimalkan keuntungan individu atau 

perusahaan dengan mengorbankan kepentingan publik 

dilarang dalam Islam. Integrasi nilai-nilai etis dan sosial Islam 

dalam pola pikir keberlanjutan dapat merumuskan 

pendekatan inovatif yang efektif dalam menyelesaikan 

tantangan modern dalam pembangunan berkelanjutan (Al-

Jayyousi, 2023; Kamali, 2016). Literatur sebelumnya telah 

berusaha mengembangkan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dari perspektif Islam, dengan beberapa studi 

yang menguraikan pentingnya keseimbangan (mizan), 

moderasi (wasatiyyah), dan keadilan sosial (Kamali, 2016; 

Nouh, 2011; Williams & Zinkin, 2010). Pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip tersebut dianggap dapat menyebabkan 

kerusakan. Dalam hal ini, konsep Islam menekankan bahwa 
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keberlanjutan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga 

melibatkan dimensi sosial dan ekonomi. Penerapan prinsip-

prinsip tersebut dapat memastikan bahwa pembangunan 

tidak hanya berkelanjutan secara ekologis tetapi juga adil 

secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, 

menggabungkan prinsip-prinsip Islam dalam strategi 

keberlanjutan dapat menghasilkan pendekatan holistik yang 

memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia dan 

alam. Sumber hukum utama umat Islam yaitu Alquran, 

menyajikan beberapa ayat yang dengan jelas 

menggambarkan perlunya menjaga keseimbangan yang 

diciptakan oleh Tuhan. 

 

 
 

“Dan Dialah Allah (yang disembah) di langit dan 
di bumi. Dia mengetahui apa pun yang kamu 
rahasiakan dan kamu tampakkan serta 
mengetahui apa pun yang kamu usahakan” 
(QS. Al-An'am:3). 

 

 
 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan perbuatan tangan manusia. 
(Melalui hal itu) Allah membuat mereka 
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan 
mereka agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar)” (QS. Ar-Rum: 41). 
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“Sesungguhnya kami menciptakan segala 
sesuatu sesuai dengan ukuran” (QS. Al-
Qamar: 49) 

 

Menurut Shaharir (2011), konsep menjaga 

keseimbangan dalam Islam, yang disebut "wasata", 

mengusulkan paradigma baru untuk optimalisasi 

keberlanjutan. Wasata mencakup moderasi, keadilan, dan 

keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk 

fisik, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan spiritual. Dalam 

paradigma ini, pembangunan berkelanjutan didefinisikan 

sebagai pencapaian "wasatiyyah" dimana kebutuhan semua 

aspek tersebut dipenuhi tanpa mengabaikan hak generasi 

masa depan untuk menikmati sumber daya dan standar hidup 

yang sama. Beberapa studi terdahulu (Jusoff et al., 2011; 

Kamali, 2016; Sarkawi et al., 2016) menekankan pentingnya 

konsep moral dalam Islam, terutama keadilan (adl) dan 

kebaikan (ihsan), dalam mengatur hubungan manusia. Islam 

juga menekankan hikmah dan belas kasihan (Hasan, 2006), 

serta pelestarian hubungan kekerabatan (selat-al-arhaam) 

sebagai modal sosial (Ali, 2018). Pola pikir keberlanjutan 

seharusnya mencakup pemahaman yang luas terhadap 

konsep-konsep tersebut dalam semua tindakan manusia, 

baik terkait dengan lingkungan maupun sesama manusia. 

Dengan demikian, Islam menawarkan landasan filosofis yang 

kuat untuk memandu tindakan manusia menuju keberlanjutan 

yang inklusif dan seimbang, misalnya: 
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“Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan di 
dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-
orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang 
beriman pada yang gaib, menegakkan salat, 
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami 
anugerahkan kepada mereka, dan mereka 
yang beriman pada (Alquran) yang diturunkan 
kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab 
suci) yang telah diturunkan sebelum engkau 
dan mereka yakin akan adanya akhirat. 
Merekalah yang mendapat petunjuk dari 
Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung” (QS. Al-Baqarah: 2-5) 

 

Selanjutnya, menurut pandangan Islam, kesuksesan 

atau kemakmuran dipahami sebagai tujuan yang mencakup 

aspek fisik, sosial, spiritual, dan lingkungan (Dangmei, 2016). 

Panggilan untuk shalat lima kali sehari menekankan 

pentingnya mencapai kesuksesan ini secara terus-menerus 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemakmuran 

sesungguhnya dalam Islam dapat terwujud baik di dunia 

maupun di akhirat, dengan syarat menerapkan aturan-aturan 

yang ditetapkan oleh Allah. Menurut perspektif keberlanjutan, 

penerapan nilai-nilai dan pedoman Islam menjadi krusial. 

Kesejahteraan ekonomi dapat tercapai melalui praktik 

perdagangan yang adil dan jujur (Sabir, 2016), serta 
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pembagian harta yang sesuai dengan konsep zakat (Asfarina 

et al., 2019). Sosial dapat diperkuat melalui praktik keadilan, 

kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pada sisi lain, 

kesejahteraan spiritual tercapai melalui ibadah yang 

konsisten dan pengamalan nilai-nilai moral dalam kehidupan 

sehari-hari. Lingkungan juga menjadi fokus dengan 

penerapan konsep khalifah, dimana manusia dianggap 

sebagai pengelola bumi yang harus menjaga dan memelihara 

alam dengan bijak. Sehingga, keseluruhan keberlanjutan 

dalam Islam terwujud saat nilai-nilai Islam yang diterapkan 

oleh individu dalam semua aspek kehidupan, yang 

memungkinkan kesejahteraan secara berkelanjutan untuk 

seluruh ciptaan Allah. 

Alquran menegaskan bahwa manusia telah diberikan 

banyak nikmat oleh Allah yang harus diakui dan disyukuri. Hal 

ini menunjukkan bahwa bersyukur berarti menghormati dan 

melindungi nikmat-nikmat tersebut. Dalam konteks 

keberlanjutan, nikmat-nikmat tersebut meliputi planet tempat 

kita tinggal dan tubuh kita, yang keduanya diciptakan dengan 

keseimbangan. Namun, tindakan manusia telah merusak 

keseimbangan ini, menyebabkan penyakit dalam tubuh 

manusia dan bencana alam di bumi. Alquran 

memperingatkan bahwa jika manusia tidak bersyukur dan 

merawat nikmat-nikmat ini, nikmat tersebut bisa diambil dari 

manusia. 

Allah memerintahkan manusia untuk merenungkan 

keindahan alam, seperti tanah luas, langit, dan air yang 

minum manusia, untuk mengakui nikmat-Nya. Manusia juga 

diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan mengingat-

Nya dalam semua tindakan manusia. Dengan demikian, Allah 

meningkatkan pentingnya lingkungan dan sumber daya alam 

di bumi. Allah juga menghormati makhluk sekecil serangga 

dengan merujuk pada keindahan dan kompleksitas 
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desainnya. Setiap ciptaan dibangun dengan tujuan dan 

maksud oleh Allah. Namun, manusia saat ini tidak 

menghormati ciptaan Allah dengan merusak lingkungan dan 

makhluk yang ada di dalamnya. Manusia diingatkan dalam 

Alquran untuk menghargai dan bersyukur atas nikmat-Nya 

serta memanfaatkannya dengan baik.  

Idealnya, manusia harus melindungi nikmat-nikmat ini 

dan menggunakan tanpa merusak keseimbangan alam. 

Segala bentuk kejahatan dan kehinaan, termasuk tindakan 

manusia yang menyebabkan distorsi dan ketidakseimbangan 

lingkungan, diingatkan dalam Alquran. Dari sudut pandang 

keberlanjutan, menghormati semua makhluk Allah dimulai 

dengan mengikuti pendekatan keberlanjutan, yang 

melibatkan memanfaatkan dan menikmati nikmat-Nya tanpa 

menyebabkan kerusakan atau distorsi terhadap 

keseimbangan alam. Pola pikir keberlanjutan mendorong 

sikap bersyukur terhadap semua sumber daya di planet ini, 

yang dalam Islam dianggap sebagai nikmat. 

Berdasarkan nilai-nilai Islam dan konsep yang 

dijelaskan oleh literatur sebelumnya serta yang secara 

langsung terkait dengan keberlanjutan, El-Bassiouny et al., 

(2023) mengembangkan gambar di bawah ini untuk 

menangkap pola pikir keberlanjutan dalam Islam. 
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Gambar 1. Konsep Keberlanjutan dalam Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hakikat Keberlanjutan dalam Islam 

Abdul-Matin (2010) menjelaskan dalam bukunya yang 

berjudul Green Deen: What Islam Teaches about Protecting 

the Planet, untuk memahami komitmen Islam terhadap 

keesaan dan bagaimana komitmen ini dapat digunakan untuk 

advokasi lingkungan. Lebih dari itu, penting dalam memahami 

beberapa prinsip-prinsip spiritual inti dan praktik-praktik yang 

menyelaraskan Islam dan lingkungan. Prinsip-prinsip etis ini, 

yang telah banyak dipelajari dan dibahas oleh banyak sarjana 

Islam, yang kemudian disempurnakan dalam buku Abdul-

Matin (2010), sebagai berikut: 
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1. Tauhid 

Memahami konsep tauhid, yaitu kepercayaan akan 

satu-satunya Tuhan dan keesaan-Nya, memiliki implikasi 

yang mendalam dalam konteks keberlanjutan, baik dari 

segi lingkungan maupun ekonomi. Dari perspektif 

lingkungan, konsep tauhid mengajarkan bahwa alam 

semesta dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang satu, 

yang berarti semua makhluk hidup dan unsur alam saling 

terkait dan berhubungan. Ini menuntun manusia untuk 

memperlakukan lingkungan dengan penuh rasa hormat 

dan tanggung jawab, karena alam merupakan manifestasi 

dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Sebagai contoh, 

pemahaman akan tauhid dapat mendorong tindakan 

konservasi, penghijauan, dan pengelolaan sumber daya 

alam yang berkelanjutan (Sarkawi et al., 2016). 

Dari sudut pandang ekonomi, konsep tauhid juga 

menggarisbawahi keadilan dan keseimbangan dalam 

hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam. Ini 

menciptakan landasan etis bagi prinsip-prinsip ekonomi 

Islam, seperti distribusi yang adil, penghindaran riba 

(bunga), dan keadilan dalam perdagangan (Suharto, 

2018). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem 

ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif dapat 

dibangun, dimana kebutuhan semua anggota masyarakat 

dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Sebagai contoh 

konkrit, pemahaman akan konsep tauhid dalam ekonomi 

dapat tercermin dalam praktik-praktik seperti zakat, yang 

mengalokasikan dana untuk membantu yang 

membutuhkan dan mendorong redistribusi kekayaan yang 

lebih adil. Selain itu, konsep tauhid juga dapat mendorong 

praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan, seperti meminimalkan limbah dan merawat 

lingkungan sekitar tempat usaha (Tayob, 2021). 
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Dengan demikian, pemahaman akan tauhid tidak 

hanya menjadi landasan spiritual dalam Islam, tetapi juga 

menjadi landasan untuk praktik-praktik yang 

mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi 

yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama 

dapat menjadi sumber inspirasi yang kuat untuk mencapai 

tujuan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia. 

 

2. Ayat 

Menurut bahasa Arab, kata "ayat" dapat merujuk 

kepada salah satu dari 6.236 ayat Alquran, atau kata yang 

sama dapat berarti tanda-tanda di sekitar — gunung, 

pohon-pohon, laut. Abdul-Matin (2010) menggarisbawahi 

bahwa tanda-tanda dari Sang Pencipta jelas terlihat di 

seluruh alam. Memperlakukan alam dengan tidak baik 

bukan hanya merupakan perilaku yang tidak bertanggung 

jawab terhadap lingkungan, tetapi juga merupakan 

penolakan terhadap tanda-tanda keberadaan Pencipta. 

Pemahaman ini konsisten dengan konsep ayat dalam 

Alquran yang tidak hanya merujuk pada ayat-ayat suci, 

tetapi juga pada tanda-tanda alam semesta, seperti 

gunung, pohon-pohon, dan laut. Bukti dari hal ini terlihat 

dalam fenomena lingkungan saat ini, dimana perlakuan 

manusia terhadap alam, seperti deforestasi yang tidak 

terkendali, polusi, dan perubahan iklim, telah 

mengakibatkan kerusakan serius pada ekosistem global. 

Dalam konteks ekonomi, memperlakukan alam 

dengan buruk juga dapat dilihat sebagai penolakan 

terhadap sumber daya ekonomi yang diberikan oleh Sang 

Pencipta. Misalnya, eksploitasi yang berlebihan terhadap 

sumber daya alam seperti hutan dan air, tanpa 

mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, telah 
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menyebabkan degradasi lingkungan dan kehilangan 

keanekaragaman hayati (Zhang & Choi, 2013). Akibatnya, 

ekonomi manusia menjadi rentan terhadap kerugian yang 

signifikan dalam jangka panjang, baik dari segi 

produktivitas maupun keberlanjutan. Ini menunjukkan 

bahwa memperlakukan alam dengan hormat dan menjaga 

keseimbangan dalam hubungan manusia dengan alam 

adalah penting untuk mencapai keberlanjutan ekonomi 

yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama (Al-Jayyousi, 

2023). Oleh karena itu, manusia perlu menghayati 

keindahan dan keunikan tanda-tanda alam sebagai bagian 

dari kesadaran akan keterkaitan mereka dengan Sang 

Pencipta. 

 

3. Khalifah 

Dalam ajaran Islam, manusia dianggap sebagai 

puncak dari ciptaan Allah yang paling mulia. Konsep ini 

tercermin dalam pandangan bahwa manusia terbentuk dari 

tanah liat yang berasal dari berbagai belahan bumi, 

kemudian dicampur dengan fitrah, atau esensi Ilahi. Dari 

komposisi tersebut, manusia diberikan akal dan nalar 

sebagai anugerah dari Allah. Sebagai khalifah, manusia 

diamanahkan untuk menjadi pengelola bumi. Kehadiran 

manusia di bumi dipandang sebagai bagian dari rencana 

ilahi yang menghendaki mereka untuk mengelola dan 

merawat ciptaan Allah dengan baik. Nabi Muhammad Saw. 

menegaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab 

sebagai pengelola bumi, yang membutuhkan 

pertanggungjawaban atas tindakan mereka terhadap 

lingkungan (Abdul-Matin, 2010). Nabi Muhammad Saw. 

bersabda:  

"Dunia ini indah dan subur, dan 
sesungguhnya Allah, Maha Tinggi, telah 
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menjadikan kalian pengelolanya di 
dalamnya, sebagaimana Dia melihat 
bagaimana kalian 
mempertanggungjawabkannya" (HR. 
Muslim). 

 

Dalam konteks lingkungan, pandangan Islam 

tentang manusia sebagai khalifah bumi menekankan 

pentingnya menjaga dan merawat alam. Pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi 

lingkungan adalah wujud dari penghormatan terhadap 

peran manusia sebagai pengelola bumi. Bukti dari hal ini 

dapat dilihat dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan 

yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Muslim di 

seluruh dunia, seperti program penanaman pohon, 

kampanye anti-pencemaran, dan praktik-praktik ramah 

lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (I. P. Lestari & 

Pambekti, 2023). 

Sementara itu, dari lingkup ekonomi, konsep 

khalifah juga memiliki implikasi yang signifikan. 

Memperlakukan bumi dengan hormat berarti mengakui 

bahwa sumber daya alam adalah anugerah dari Allah yang 

harus dikelola secara bijaksana. Ini dapat tercermin dalam 

praktik-praktik ekonomi Islam yang mendorong keadilan, 

distribusi yang adil, dan penggunaan sumber daya secara 

bertanggung jawab. Contohnya, zakat sebagai kewajiban 

sosial dalam Islam memperkuat konsep pengelolaan yang 

bertanggung jawab terhadap sumber daya ekonomi dan 

lingkungan (Widiastuti et al., 2019). 

 

4. Amanah 

Manusia dipercayakan oleh Allah untuk bertindak 

sebagai pengelola bumi. Amanah ini merupakan janji untuk 

melindungi planet ini, dan diberikan dengan pemberian 



Teori dan Hakikat Keberlanjutan dalam Islam | 83   

berupa kemampuan berbicara, pengetahuan, dan 

kebebasan untuk membuat keputusan. Allah telah 

memberikan kepada manusia kemampuan untuk 

mengambil keputusan atas tanah dan hewan, dan Allah 

percaya kepada manusia untuk bertanggung jawab atas 

pemberian ini. Beberapa menganggap kepercayaan yang 

kuat dengan Allah dan peran manusia sebagai pengelola 

bumi berarti bahwa manusia dapat melakukan apa pun 

tanpa konsekuensi. Islam mengajarkan bahwa bumi 

adalah tempat yang suci. Ketika manusia mengeksploitasi 

bumi, maka sama dengan mengambil risiko merusaknya. 

Amanah dari Allah bukanlah izin untuk merampok dan 

menghancurkan atau untuk mengambil dari orang lain — 

baik itu hewan, tumbuhan, tanah, atau langit — tanpa 

memberikan balasan yang adil (Abdul-Matin, 2010). 

Pemahaman konsep khalifah dalam Islam, dimana 

manusia dianggap sebagai pengelola bumi atas amanah 

Allah, memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam pandangan 

agama, tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi dan 

semua ciptaan-Nya juga mencakup tanggung jawab 

terhadap ekonomi. Praktik-praktik ekonomi yang 

bertanggung jawab, seperti pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan dan distribusi kekayaan yang 

adil, merupakan bagian integral dari pelaksanaan amanah 

tersebut. Bukti dari hal ini dapat dilihat dalam negara-

negara dengan prinsip ekonomi yang berbasis pada nilai-

nilai Islam sering kali menunjukkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Penekanan pada 

keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial 

dalam sistem ekonomi Islam dapat membantu mengurangi 

disparitas ekonomi, meningkatkan distribusi kekayaan 

yang merata, serta mempromosikan pertumbuhan 



84 | Teori dan Hakikat Keberlanjutan dalam Islam  

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SGIE Report, 

2019). 

 

5. Adl 

Abdul-Matin (2010) dalam bukunya menyatakan 

bahwa “The earth is a mosque”, yang berarti menangani 

bumi seperti sebuah masjid berarti memperlakukan dunia 

alam dengan cara yang adil dan merata (adl). Dalam hal 

ini, maka manusia harus menerima peran sebagai 

pelindung planet ini, sebuah planet yang telah diserang 

oleh tindakan manusia dalam mengejar keuntungan 

ekonomi. Gerakan keadilan lingkungan dan keadilan iklim 

muncul sebagai respons untuk melindungi planet ini dan 

melindungi masyarakat yang paling menderita akibat 

polusi dan perubahan ekonomi secara tidak pasti. Itulah 

alasan, dalam beberapa paper cendekiawan Muslim 

banyak yang mengkaitkan keberlanjutan dan dampak 

ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan (I. P. Lestari & 

Pambekti, 2023; I. Lestari & Pambekti, 2023; Mirza et al., 

2023; Pambekti & Lestari, 2023). 

Komunitas yang tidak memiliki kontrol terhadap 

kekuasaan politik dan ekonomi seringkali menderita 

secara tidak proporsional akibat efek negatif dari polusi 

lingkungan dan degradasi lingkungan. Komunitas-

komunitas ini juga kurang mampu untuk memperoleh upah 

yang layak dari sumber daya yang tersedia di tempat 

mereka. Sistem ekonomi hanya sebagian bertanggung 

jawab atas ketidakadilan ini. Selama ini, sistem ini 

didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi dengan 

cara apapun yang diperlukan. Dalam sistem ini, bumi tidak 

dilihat sebagai “mosque” — tidak dianggap suci. 

Sebaliknya, dunia alam dipandang sebagai peluang untuk 

ekstraksi sumber daya. Teori keberlanjutan Islam yang adil 
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mengakui bahwa manusia dapat memiliki dampak negatif 

pada planet ini. Keyakinan ini jelas dinyatakan dalam 

Alquran:  

"Telah tampak kerusakan di daratan dan di 
laut karena perbuatan tangan manusia. Ini 
agar kami berikan mereka rasa konsekuensi 
dari perbuatan mereka yang salah, supaya 
mereka berpaling kepada jalan yang benar." 
(QS. Ar-Rum: 41). 
 

6. Mizan 

Segala sesuatu diciptakan untuk eksis dalam 

keseimbangan yang sempurna (mizan), seperti matahari 

dan bulan yang memberikan siang dan malam. Selama 

ribuan tahun bumi telah dapat menggunakan sistem yang 

seimbang ini untuk mengetahui kapan harus tidur, bekerja, 

dan berdoa. Islam memberikan bukti akan keberadaan 

Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan manusia 

sesuai dengan lingkungan. Islam mengajarkan umat 

manusia untuk tidak mengganggu keseimbangan. Allah 

menegaskan keseimbangan-Nya dalam Alquran:  

“Dia telah menciptakan manusia: Dia telah 
mengajarkan kepadanya bicara dan 
Intelektual. Matahari dan bulan mengikuti 
lintasan yang dihitung dengan tepat. Dan 
tumbuhan dan pohon — keduanya tunduk 
dalam penghambaan. Dan Allah telah 
meninggikan langit dan Dia telah 
menetapkan keseimbangan (Keadilan). 
Agar kalian tidak melampaui batas 
keseimbangan yang telah ditetapkan. Maka 
tetapkanlah berat dengan keadilan dan 
janganlah kurang dalam keseimbangan. 
Dialah yang telah melapangkan bumi untuk 
makhluk-makhluk-Nya” (QS. Ar-Rahman: 3 
– 10). 
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Mizan mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam 

ciptaan Allah diciptakan dalam keseimbangan yang 

sempurna, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk 

memelihara keseimbangan ini dalam kehidupan mereka. 

Dari segi spiritual, mizan mengajarkan pentingnya 

menjaga keseimbangan antara hubungan manusia 

dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan 

sesama manusia. Ini melibatkan praktik ibadah yang 

konsisten dan perilaku yang baik terhadap sesama. Dalam 

konteks moral, mizan menekankan keadilan, 

kesederhanaan, dan etika dalam segala hal. Ini mencakup 

perlakuan adil terhadap semua makhluk Allah dan 

penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab 

(Leightner, 2005). Dalam aspek ekologis, mizan menuntut 

manusia untuk menjadi khalifah atau pengelola yang baik 

bagi bumi. Ini berarti menjaga keseimbangan ekosistem, 

menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya 

alam, dan memperlakukan lingkungan dengan hormat. 

Dengan menjaga keseimbangan ini, umat Islam meyakini 

bahwa mereka dapat mencapai keberlanjutan yang 

berkelanjutan (Al-Jayyousi, 2023), baik dalam hubungan 

dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta. 

Dengan demikian, mizan dalam keberlanjutan Islam 

merupakan prinsip panduan yang komprehensif bagi umat 

Islam dalam menjalani kehidupan mereka, menekankan 

pentingnya keseimbangan spiritual, moral, dan ekologis 

untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan 

berkelanjutan. 
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PRINSIP-PRINSIP EKONOMI BERKELANJUTAN 

DALAM ISLAM 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Ekonomi berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi 

banyak negara pada era perkembangan ekonomi yang 

semakin kompleks saat ini, termasuk Indonesia. Tujuan 

ekonomi berkelanjutan adalah untuk mencapai 

keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, 

perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Salah satu 

aspek penting dari pembangunan berkelanjutan adalah 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi 

berkelanjutan yang biasa dikenal dengan people, planet, dan 

profit (3P), mampu mendorong kegiatan ekonomi dan 

memperhatikan tiga hal yang penting secara seimbang. Tiga 

hal tersebut adalah manusia, lingkungan, dan keuntungan 

(Amin, 2020). Semua kegiatan dan pelaku ekonomi didorong 

untuk mengadopsi konsep ini dalam setiap kegiatannya. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip
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Ekonomi Islam memiliki potensi yang besar untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Prinsip-prinsipnya yang berfokus pada keadilan sosial, 

kepemilikan bersama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

pengelolaan lingkungan, dan keuangan berkelanjutan dapat 

membantu menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan 

berkelanjutan. Dalam upaya mencapai pembangunan 

ekonomi berkelanjutan yang holistik, penting untuk 

memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam dengan 

tepat, dengan memadukan prinsip-prinsip Islam dengan 

kebijakan ekonomi berkelanjutan. 

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam 

tidaklah sama dengan pembangunan ekonomi konvensional. 

Karena, Islam tidak menitikberatkan kepada aspek materi 

saja dalam upaya mencapai kemakmuran (falah) bagi seluruh 

masyarakat. Selain itu, aktivitas yang dilakukan di dalam roda 

ekonomi Islam memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh 

aspek kehidupan (Mubarak & Afrizal, 2018). Falah atau 

kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi 

yang merupakan konsep dalam menjelaskan kebahagian 

baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu dengan melaksanakan 

ajaran agama secara sempurna atau kaffah. Sehingga 

pembangunan ekonomi dalam Islam harus dapat 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat yang selaras dengan ajaran agama 

Islam. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan 

usaha yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang 

mendatangkan faedah atau manfaat. Apabila penerapan 

konsep ini berlaku dalam sistem ekonomi, maka akan terjalin 

mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga bagi 

masyarakat majemuk secara berkelanjutan. 
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B. Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif 

Islam 

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan 

pilar utama dalam kerangka ekonomi syariah guna 

merancang pembangunan ekonomi yang tidak hanya 

bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan 

prinsip-prinsip syariah yang disertai kesadaran untuk 

menjaga keselarasan antara pembangunan dan kelestarian 

lingkungan. Hal ini terlihat jelas bahwa ekonomi syariah 

memiliki prinsip yang berlandaskan pada asas keadilan dan 

keseimbangan serta berdasarkan pada konsep saling 

membantu dan saling menolong antarmasyarakat. Konsep 

keberlanjutan menjadi semakin penting dalam era modern ini, 

di mana tantangan lingkungan dan kebutuhan ekonomi yang 

berkelanjutan semakin kompleks. 

Keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan 

kinerja sosial dan lingkungan generasi sekarang tanpa 

mengesampingkan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan mereka. 

Sedangkan konsep ekonomi berkelanjutan adalah suatu 

aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi saat ini tanpa 

mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa 

mendatang dengan menitikberatkan pada pencapaian 

keadilan sosial, perbaikan kualitas hidup, peningkatan 

pendapatan per kapita, percepatan pertumbuhan ekonomi 

dan pengurangan atau pengentasan kemiskinan dengan 

tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. 

Keberlanjutan ekonomi penting dilakukan demi mewujudkan 

kemakmuran masyarakat dan memastikan bahwa tiap 

individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh 

serta terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan ekonomi 

(Solechah & Sugito, 2023).  
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Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang menjadi 

landasan bagi sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan 

yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Diantara prinsip 

utama ekonomi Islam adalah keadilan, keterbukaan, 

kepemilikan bersama, serta larangan riba. Prinsip-prinsip ini 

memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mendorong 

terwujudnya ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memastikan distribusi yang adil, menghindari eksploitasi, dan 

mempromosikan tanggung jawab sosial (Mustaqim, 2023). 

Dalam perspektif Islam, konsep ekonomi berkelanjutan 

merupakan aktivitas ekonomi dalam upaya untuk mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan masa kini serta masa yang 

akan datang dengan tetap memperhatikan dan menjaga 

kelestarian lingkungan serta sumber daya yang ada sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam.  

Konsep ini mengarahkan manusia untuk menjadi 

pengelola bumi (khalifah) yang baik dan sangat sejalan 

dengan prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil-alamin dan 

sejalan dengan tujuan bersyariah atau maqashid syariah 

(Amin, 2020). Penerapan maqashid syariah dalam setiap 

kegiatan ekonomi diharapkan dapat menjadikan kegiatan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

martabat manusia dan menjadikannya sebagai subyek, 

bukan sekedar obyek semata.  

Adapun tujuan ekonomi berkelanjutan dalam Islam 

adalah untuk menciptakan kemakmuran (falah) bagi seluruh 

umat manusia. Falah merupakan konsep yang menjelaskan 

kebahagian baik di dunia ataupun di akhirat, dengan 

melaksanakan ajaran agama secara sempurna atau kaffah 

(Mubarak & Afrizal, 2018). Dengan demikian, pembangunan 

ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang 

selaras dengan ajaran agama Islam. Dalam mencapai 
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kemakmuran ataupun tujuan ini, hal yang penting untuk 

diperhatikan adalah metode pencapaiannya yaitu maqashid 

syariah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi 

berkelanjutan merupakan usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau 

manfaat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila 

penerapan konsep ini berlaku dalam sistem ekonomi, maka 

akan terwujud mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi 

juga masyarakat yang majemuk. 

 

C. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip 

religius serta dua argumentasi utamanya, yaitu argumentasi 

teologi dan filosofis. Ekonomi Islam selalu menekankan 

karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas 

nilai moral yang bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan 

manusia. Secara prinsip, ekonomi berkelanjutan dalam Islam 

bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabawiyah (Hadis). 

Ayat-ayat Alquran dan Hadis memberikan panduan yang kuat 

untuk mencapai keberlanjutan dalam aspek ekonomi. 

Konsep-konsep seperti pengelolaan sumber daya, keadilan 

ekonomi, pembagian harta, penghindaran pemborosan, 

pengelolaan lingkungan, transpransi dan kepemimpinan 

sangat relevan dalam usaha global untuk mencapai 

keberlanjutan ekonomi. Dengan menerapkan nilai-nilai 

tersbut dalam tindakan sehari-hari dan dalam kebijakan 

ekonomi, akan dapat berkontribusi pada penciptaan dunia 

yang lebih berkelanjutan, adil, dan harmonis. Nilai-nilai 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Keadilan dan Redistribusi Ekonomi melalui Filantropi 

Islam 

Alquran menekankan pentingnya keadilan dalam 

aspek ekonomi. Konsep zakat, infak, dan sedekah yang 

dijelaskan dalam berbagai ayat menggarisbawahi 

pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka yang kurang 

beruntung. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 267-273, Allah 

Swt. memerintahkan untuk memberikan zakat dan berinfak 

kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk 

dari redistribusi ekonomi. Ekonomi yang berkelanjutan 

harus mendasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian 

yang merata (Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam An-

Nur Lampung, 2023). 

Masih banyak ayat Alquran yang menekankan 

pentingnya berbagi kepada orang lain. Kesempurnaan 

Islam sesorang pun tercapai setelah mengeluarkan 

sebagian harta yang dimiliki sebagai ibadah wajib (zakat) 

maupun derma sosial. Instistusi zakat merupakan bukti 

betapa Islam menaruh perhatian terhadap kesejahteraan 

bersama. Selain itu, untuk memaksimalkan peran-peran 

sosial, Islam menetapkan instrumen-instrumen filantropi 

yang bersifat sukarela, baik dalam bentuk sedekah, infak, 

atau wakaf (Maksum, 2018). Selain zakat, wakaf produktif 

juga dapat memainkan peran penting dalam upaya 

membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan. Hal ini 

disebabkan karena wakaf produktif dapat mengurangi 

kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong investasi 

berkelanjutan, memperkuat perekonomian lokal, 

menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, dan 

mengajarkan nilai berbagi serta nilai kebaikan (Dompet 

Dhuafa, 2023). 

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan 

peran yang sangat penting dalam mengembangkan 
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kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat Islam. Bentuk wakaf memang didominasi oleh 

lahan dan bangunan, namun sejarah juga mencatat bahwa 

wakaf dalam bentuk lainpun telah sejak lama dikenal 

dalam sejarah Islam. Dalam pengelolaan wakaf, beberapa 

negara telah mencoba mengelolanya dengan melakukan 

investasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan untuk mengembangkan harta wakaf secara 

optimal (Yusuf, Fitriady, & Nasir, 2022). Melalui instrumen 

filantropi seperti zakat dan wakaf, masyarakat dapat 

membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan 

memberikan peluang kepada yang kurang beruntung, 

sehingga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih stabil, 

adil dan berkelanjutan. 

 

2. Pengelolaan Aset dan Kepemilikan 

Ayat-ayat Alquran juga membahas tentang 

kepemilikan dan pengelolaan harta. Dalam Surah Al-

Baqarah ayat 195 Allah Swt. mengingatkan manusia agar 

tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan harta. Allah Swt 

berfirman:  

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, 
dan janganlah kamu jatuhkan diri sendri ke 
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. 
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik.”  
 

Ayat ini menjelaskan bahwa pemakaian harta dan 

sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan 

seimbang (Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam An-

Nur Lampung, 2023). Prinsip ini sangat relevan dalam 

konteks keberlanjutan, di mana pemakaian yang 

berlebihan dan merusak lingkungan dapat mengancam 

masa depan generasi mendatang. 
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3. Penghindaran Pemborosan 

Alquran juga menegaskan penghindaran dari 

tindakan pemborosan. Dalam Surah Al-Isra ayat 26-27, 

Allah Swt. menyatakan:  

“...dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros. 
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros 
itu adalah saudara-saudara setan...”  
 

Melalui ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa 

pemakaian sumber daya alam dan ekonomi yang bijak 

harus menghindari pemborosan. Konsep ini sejalan 

dengan upaya global dalam mencapai keberlanjutan, di 

mana mengurangi pemborosan dan merangsang inovasi 

yang lebih efisien menjadi sangat penting. 

 

4. Pengelolaan Lingkungan  

Pengelolaan lingkungan yang baik sangat penting 

untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak berdampak 

negatif terhadap lingkungan dan mendukung 

keberlanjutan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti 

pengurangan polusi, pengelolaan sumber daya alam 

secara bijaksana, dan perlindungan habitat alami. Dengan 

cara ini, akan terjaga keseimbangan ekologi dan 

memastikan generasi mendatang dapat terus menikmati 

manfaat lingkungan (Haniyah, Khoirunnisa’, & Aprilia, 

2024). Selain itu Islam juga mengajarkan manusia sebagai 

khalifah di bumi untuk menjaga dan mengolah bumi 

dengan baik, seperti yang tercermin dalam surat Hud ayat 

61:  

“...dan Dia telah menciptakanmu dari bumi 
(tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya...” 
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Oleh karena itu manusia harus berusaha 

membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan 

untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. 

Suatu ekosistem (hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dengan alam) dapat dikatakan 

berkelanjutan jika terdapat keseimbangan antara 

produktivitas sumber daya alam, gangguan, dan 

penggunaannya oleh manusia. Keseimbangan ekosistem 

dapat terjaga jika manusia tidak melakukan pencemaran 

lingkungan (baik air, tanah, udara), penebangan hutan 

secara liar, pertambangan ilegal, pembakaran hutan 

secara besar-besaran yang dapat menyebabkan banjir 

dan tanah longsor, berkurangnya produksi oksigen, dan 

hilangnya habitat makhluk hidup yang lainnya yang dapat 

berujung pada kepunahan spesies secara permanen. Nabi 

Muhammad Saw. juga melarang membunuh binatang 

dengan cara menganiaya yaitu dengan cara menahan 

(mengurung) dalam keadaan hidup kemudian 

melemparnya sampai mati. Hal ini membuktikan bahwa 

Islam sudah sejak lama mengakui bahwa hewan-hewan 

pun mempunyai hak untuk dilindungi. Keberadaan 

binatang sebagai bagian dari alam memiliki nilai penting 

bagi keberlangsungan keseimbangan ekosistem alam. 

Karena itu, Islam mendorong umat Islam untuk berbuat 

baik terhadap binatang dengan cara memberikan 

perlindungan dari kepunahan karena binatang mempunyai 

hak untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya (Humaida, 

Sa'adah, Huriyah, & Nida, 2020). Pengelolaan lingkungan 

yang mengindahkan nilai-nilai dan prinsip Islam akan 

menopang terwujudnya ekonomi berkelanjutan yang tidak 

hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga 

untuk generasi selanjutnya. 
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5. Transparansi dan Kepemimpinan Etis 

Penerapan transparansi dan kepemimpinan etis 

dapat membantu membangun kepercayaan dan 

mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Kepemimpinan etis merupakan dimana seorang pemimpin 

memiliki integritas tinggi, yang harus menunjukkan 

integritas dalam semua tidakan, seperti kejujuran dan 

keadilan, serta harus bertanggung jawab atas segala 

tindakan dan keputusannya. Selain itu, pemimpin yang etis 

harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dan 

membuat keputusan berdasarkan kepentingan umum. 

Beberapaa cara untuk menerapkan konsep transparansi 

yaitu seperti melakukan publikasi data, melakukan 

komunikasi dengan jelas, dan selalu melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan atau melalui 

partisipasi publik (Haniyah, Khoirunnisa’, & Aprilia, 2024). 

Implementasi kedua prinsip dengan baik ini akan 

menciptakan keberlanjutan kehidupan manusia, 

khususnya dalam aspek ekonomi. 
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PENGGUNAAN UANG DIGITAL  

DALAM TRANSAKSI 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Uang adalah sarana transaksi yang umum berlaku 

bagi siapapun ketika hendak melakukan transaksi dengan 

orang lain. Peran pembeli sering menggunakan uang untuk 

membeli sesuatu atau seseorang yang hendak bertransaksi 

dengan siapapun, pasti adanya timbal balik antara pihak. 

Dalam bahasa fikih yang juga sudah umum ketika antar 

pembeli dan penjual bertransaksi, penjual menyerahkan 

barangnya kepada pembeli, lalu pembeli menyerahkan uang 

senilai harga barang yang disepakati, maka diistilahkan 

dengan yadan bi yadin (diserahkan barang tertentu dari 

penjual kepada pembeli, lalu pembeli menerima barang 

tersebut dengan menyerahkan uang senilai barang tersebut 

dan pembeli menerima uangnya). Bisa juga untuk 

mendapatkan sesuatu selain dengan menukar uang atau 
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senilai uang sebagai ganti barang atau ganti jasa yakni 

dengan barter atau nama lain pertukaran antara barang satu 

dipihak A dengan barang lain di pihak B, bisa juga barter atas 

jasa sebagai ganti dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian, 

uang menjadi sarana transaksi yang berlaku di Indonesia. 

Terminologi “uang digital” adalah sebuah transaksi yang tidak 

menggunakan uang cash atau uang dalam bentuk fisik 

melainkan menggunakan perangkat kartu atau sistem yang 

muaranya adalah saldo di rekening orang tersebut setelah 

digunakan untuk membayar atau melakukan aktivitas atau 

transaksi secara sah, lalu saldo direkening yang 

bersangkutan terkurangi atau terpakai karena telah dilakukan 

untuk pembayaran online. Upaya ini merupakan salah satu 

bentuk upaya go green dan melakukan keberlanjutan 

ekonomi. 

Pembeli atau konsumen ketika bertransaksi dengan 

orang lain, apakah untuk sebuah pembayaran seperti Uang 

Kuliah Tunggal (UKT), pembayaran token listrik, pembayaran 

PDAM untuk air rumah tangga, pembelian paket data, 

pembelian pulsa, pemesanan makanan, pemesanan 

barang/jasa, bahkan segalanya selama ada perangkat digital, 

maka pembayaran bisa melalui uang digital dan bukan uang 

cash. Secara sederhana, justru kebanyakan masyarakat 

terutama masyarakat yang familiar dengan teknologi dan 

perangkat tersebut tersistem di handphone, baik lewat mobile 

banking, QRIS maupun transfer ke rekening, bisa juga 

menggunakan kartu ATM jika disediakan oleh toko atau pihak 

lain yang ketika bertransaksi, maka dengan sendirinya kita 

telah bertransaksi dengan menggunakan uang digital. Uang 

kita dalam rekening terkurangi setelah kita gunakan untuk 

transaksi dengan sistem pembayaran digital. Tema ini sangat 

penting karena seiring perkembangan zaman, uang digital 

lebih sering digunakan dari pada uang cash atau uang tunai, 
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bertransaksi dengan uang digital semakin umum dan diterima 

secara luas di seluruh dunia, selain lebih nyaman juga efektif 

dan efisien meskipun pada saat yang sama terdapat risiko 

yang tinggi, terutama ketika transaksi transfer dengan nomor 

rekening yang salah dan kurang diteliti terlebih dahulu, juga 

masih banyaknya penipuan terkait dengan penggunaan uang 

digital. Tulisan ini akan memandu hal hal apa saja yang biasa 

digunakan seseorang dalam penggunaan uang digital. Ada 

banyak kata kunci yang saya dapatkan dalam penelusuran 

penggunaan uang digital, mulai dari pembayaran online, 

transaksi peer-to-peer (P2P), transaksi nirkabel (tap-and-go), 

e-commerce, pembayaran di toko fisik, transaksi 

internasional, transaksi otomatis, pengiriman uang dan 

investasi. 

 

B. Istilah Umum Penggunaan Uang Digital dalam 

Transaksi  

Sebelum menggunakan istilah-istilah yang nanti akan 

diuraikan, sebenarnya kita sering menggunakan transaksi 

uang digital, misalnya ketika kita mengirimkan uang untuk 

anak atau saudara kita yang jauh dirantau atau saat menuntut 

ilmu di daerah lain yang biasa digunakan dengan istilah mau 

mentransfer uang yakni mengirimkan uang lewat rekening 

dengan perangkat digital, membayar dengan QRIS, barcode 

atau mentransfer antar bank, bisa juga kita menggunakan 

melalui ATM di toko yang menyediakan perangkat mesin 

EDC. Semua ini ilustrasi penggunaan uang digital karena 

yang kita lakukan tidak dengan uang tunai (cash), melainkan 

menggunakan perangkat digital.  

Istilah “uang digital” juga disebut dengan istilah uang 

elektronik dan uang virtual sebagai bentuk pembeda dari 

uang tunai. Berikut beberapa penelitian terkait dengan uang 

digital (Vaxidovna, 2024; Adrian & Mancini-Griffoli, 2021; Roy, 
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dkk, 2021; Ferreira & Perry, 2019).  Terkait penggunaan 

transaksi uang digital pada perbankan, pernah diteliti oleh 

Vaxidovna (2024) diantara temuannya bahwa perkembangan 

teknologi digital dengan cepat merambah ke semua sektor 

ekonomi. Perkembangan e-commerce, pembentukan dan 

dalam upaya memperkuat lingkungan persaingan antara 

berbagai penyedia layanan pembayaran, pengurangan biaya 

transaksi untuk pembayaran ritel, serta sebagai alat 

pembayaran yang inovatif dan menarik yang tidak 

memerlukan mediasi lembaga keuangan dalam melakukan 

pembayaran. 

Selanjutnya istilah lain yang serupa dengan uang 

digital adalah penelitian Roy, dkk (2021) tentang Digital and 

Electronic Transactions Against Velocity of Money, hasilnya 

adalah transaksi elektronik yang diukur dengan kartu kredit 

tampaknya memiliki dampak negatif terhadap kecepatan 

uang (velocity of Money/VoM), namun dampaknya cukup 

signifikan. Sementara kartu debit justru memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai VoM. Menariknya, hasil 

empiris lainnya mengeksplorasi hubungan transaksi digital 

yang diwakili oleh uang elektronik dengan VoM, pengaruhnya 

negatif dan tidak signifikan. Temuan ini juga sangat relevan 

dengan upaya perbankan untuk menyelaraskan dan 

mengadopsi teknologi canggih dalam sistem keuangan. 

Sisi lain, penggunaan uang digital mengurangi 

interaksi sosial secara otomatis sebagaimana penelitian dari 

Ferreira & Perry (2019) dengan judul penelitianya From 

transactions to interactions: Social considerations for digital 

money diantara hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

transaksi digital selalu bertambah dan meningkat 

penggunaanya, hal ini bisa dilihat dari banyaknya platform 

digital yang memungkin untuk transaksi. Selain efisien, 

penggunaan uang digital syarat dengan berbiaya rendah dan 
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aman. Selaras dengan penelitian dari Tribudhi & Soekapdjo 

(2019) bahwa determinasi transaksi dengan menggunakan 

uang elektronik di Indonesia meningkat. Lebih lanjut bahwa 

nilai koefisien determinasi dengan variabel jumlah uang 

beredar elektronik dan infrastruktur uang beredar mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap variabel jumlah transaksi 

uang elektronik di Indonesia. Kondisi ini kondusif guna 

mendukung SDGs pada tujuan ke 9  yakni Industri, Inovasi 

dan Infrastruktur, bisa juga tujuan yang ke 10 yakni 

berkurangnya kesenjangan. 

Terminologi tentang uang elektronik telah dilakukan 

oleh banyak peneliti, misalnya Maharani, dkk (2023); Rivani 

& Rio (2023); Alamiada & Imanullah (2021); Abdulfattah & 

Kurniawan (2018); dan Tazkiyyaturrohmah (2018). Dalam 

penelitian tentang uang elektronik sebagai alat transaksi 

keuangan modern memberikan temuan bahwa uang 

elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang 

dapat difungsikan menjadi uang karena mudah disimpan, 

mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Lebih lanjut, 

berkembangnya bisnis startup di Indonesia juga 

mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, 

seperti transportasi online Go-Jek ataupun Grab.  

Adapun penggunaan uang elektronik atau uang digital 

atau uang virtual atau penggunaan uang selain tunai, ternyata 

memiliki karakteristik dalam sistem pembayaran, seperti 

penelitian Usman (2017) bahwa uang elektronik sebagai alat 

pembayaran non tunai berbasis elektronik mempunyai 

karakteristik, yaitu: nilai uang disetor diawal (terlebih dahulu) 

kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik pada 

suatu media tertentu, bisa kartu atau alat komunikasi, 

fungsinya sebagai alat pembayaran non-tunai kepada 

pedagang bukan penerbit uang elektronik, dan nilai uang 

elektronik bukan merupakan produk simpanan, karenanya 
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tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan dan tidak diberikan bunga atau imbalan. 

Ada juga istilah kombinasi antara uang elektronik 

dengan uang virtual, misalnya penelitian Hendarsyah (2016) 

yang berjudul “Penggunaan uang elektronik dan uang virtual 

sebagai pengganti uang tunai di Indonesia” hasil dari 

penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan uang 

elektronik selain merupakan program pemerintah Indonesia 

dalam mengurangi penggunaan uang tunai dan sebagai 

salah satu fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan 

dalam membantu kepraktisan transaksi, juga sangat 

membantu bagi mereka yang mempunyai mobilitas tinggi, 

penyesuaian perangkat pada website-website bahwa uang 

virtual yang bermunculan di internet untuk mempermudah 

dalam bertransaksi. Tentunya penggunaan uang elektronik 

dan virtual harus bijak karena di internet banyak sekali 

website-website yang melakukan penipuan terhadap 

penggunaan uang virtual secara tersembunyi melalui aplikasi 

uang virtual palsu, selain juga penggunaan uang elektronik 

dan uang virtual belum dapat sepenuhnya menggantikan 

peran dan kegunaan dari uang tunai di Indonesia.    

Berikut beberapa istilah penggunaan uang digital 

dalam transaksi: Pertama, pembayaran online. Biasanya 

seseorang yang hendak membayar tiket pesawat, kereta api, 

bisa juga tagihan pembayaran di sekolah anak-anak dengan 

aplikasi edupay, semua mensyaratkan dengan mentransfer 

uang lewat mobile banking. Termasuk pembelian atau belanja 

di toko daring dengan melakukan transfer atau pengiriman 

uang secara online.  

Pembayaran online lain misalnya, membayar SPP 

melalui mobile banking dengan kode siswa dan nomor virtual 

account, selain ada aturan minta ditambahkan Rp. 2.000,- 

dari jumlah tagihan, juga akan dikenakan biaya tambahan 
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sebesar Rp. 6.500. Sekilas, terdapat tambahan biaya dari 

jumlah pokok, meskipun kalau diperhatikan masih jauh lebih 

terjangkau daripada ketika membayarnya ke sekolah atau 

pesantren langsung dengan uang tunai akan lebih mahal, 

karena transaksi ini jauh lebih efektif dan efesien.  

Kedua, transaksi dengan menggunakan kartu. Bentuk 

penggunaan transaksi ini juga syarat dengan uang digital. 

Rekening yang dimiliki akan berkurang ketika kartu ATM 

seseorang digunakan untuk melakukan transaksi dengan 

mengirimkan uang pada nomor rekening yang dituju, 

biasanya bagi rekening bank yang berbeda akan diminta 

nomor kode bank. Termasuk adalah gesek kartu pada toko 

yang menyediakan perangkat atm mini/mesin EDC yang 

biasanya disiapkan di beberapa toko, mungkin juga 

perkantoran utamanya dalam pelayanan pembayaran. Pola 

uang digital dalam transaksi ini sama hanya seperti perantara 

benda lain yakni sebuah kartu. Biasanya dalam swalayan 

juga banyak perangkat atau terminal pembayaran kompatibel 

berupa ATM mini yang disediakan oleh toko tersebut, ada 

BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan lain-lain. Dipastikan semuanya 

syarat dengan rekening yang terisi, sehingga dengan 

menuliskan atau menyentuh angka sebesar dari nilai belanja, 

lalu pemilik kartu yang hendak membayar dengan 

menggunakan kartu tersebut diminta memasukkan PIN pada 

perangkat tersebut, maka keluarlah struk belanja tertera 

dengan besaran nilai belanja yang bersangkutan. 

Ketiga, e-commerce. Platform yang termasuk dalam 

kategori ini adalah Shopee, dimana seseorang bisa 

berbelanja online dan melakukan pembayaran secara digital. 

Biaya ongkos kirim biasanya ditambahkan ke harga pokok 

barang, sehingga harga yang dibayarkan oleh pembeli 

mencakup harga barang ditambah ongkos kirim. 

Problematika yang sering muncul adalah barang yang 
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diterima tidak selalu sesuai dengan informasi di internet. Hal 

ini umumnya terjadi ketika barang yang diterima pembeli 

setelah diteliti ternyata memiliki kriteria yang tidak sesuai 

dengan deskripsi di website atau internet. Meskipun 

demikian, hal ini tidak membuat pembeli jera untuk berbelanja 

online. Dari sisi kenyamanan, belanja online dengan 

pembayaran secara digital menawarkan kemudahan dan 

kecepatan, terutama bagi mereka yang super sibuk dan 

memiliki banyak aktivitas. Dengan hanya menyentuh 

smartphone, barang yang diinginkan bisa segera dimiliki. 

Artinya, pembeli dapat menggunakan uang digital dari 

rekening yang dimiliki untuk membeli barang secara online 

melalui aplikasi yang tersedia. 

Keempat, pembayaran di toko fisik. Istilah "toko fisik" 

digunakan untuk membedakan dengan "toko online". Toko 

fisik juga disebut sebagai toko ritel atau toko offline, yaitu 

tempat transaksi jual beli yang memiliki ruang fisik untuk 

memajang dan menjual produknya. Struktur toko fisik 

biasanya berada di pusat perbelanjaan, pasar, pusat 

keramaian, tempat wisata, dan perumahan. Penjual yang 

visioner akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 

pelanggan dalam transaksi barang maupun jasa. Melalui QR 

code, pelanggan lebih mudah berbelanja dan melakukan 

pembayaran secara elektronik dengan memindai QR code. 

Sebuah ilustrasi penggunaan QR code dalam transaksi 

ditunjukkan oleh Hartono & Danang (2021) yang menyatakan 

bahwa aplikasi pada sistem Android untuk pemesanan dan 

pembayaran menggunakan teknologi QR code berbasis 

Android. Beberapa kelebihan sistem transaksi dengan QR 

code antara lain: mencegah kesalahan dalam perhitungan 

pendapatan karena perhitungan dilakukan secara otomatis; 

pencatatan hasil penjualan dilakukan secara langsung atau 

real-time di dalam sistem, sehingga lupa mencatat dapat 
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diatasi; pengawasan keuangan lebih terkontrol; pencarian 

dan pemeriksaan data dapat dilakukan dengan mudah dan 

cepat. Hal ini sejalan dengan penelitian Saragih & Wagiu 

(2019). 

Kelima, transaksi otomatis. Penggunaan uang digital 

memungkinkan pengaturan pembayaran otomatis, seperti 

langganan bulanan atau pembayaran tagihan reguler, 

sehingga memudahkan pengelolaan keuangan pribadi. Hal 

ini sering dilakukan pada awal bulan, terutama bagi kalangan 

yang masih banyak alokasi pembayaran seperti BPJS 

kesehatan untuk keluarga, pembayaran bulanan atau 

syahriyah putra-putrinya yang sekolah di pesantren, 

angsuran rumah, dan tagihan lainnya. Dengan satu aplikasi 

mobile banking, semua bisa teratasi dengan duduk manis 

sambil menyentuh layar smartphone. Artinya, satu aplikasi 

yang dimiliki bisa digunakan untuk berbagai jenis tagihan atau 

pembayaran. Ada juga yang mengharuskan untuk tetap ada 

uang di rekening setiap bulan agar secara otomatis terdebet, 

seperti angsuran rumah melalui bank BTN yang 

memberlakukan jenis ini. 

Keenam, pengiriman uang. Uang digital 

memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengirim 

uang ke orang lain, baik di dalam negeri maupun 

internasional, tanpa proses yang rumit atau biaya transfer 

yang tinggi. Jika sebelumnya nasabah ingin membayar atau 

bertransaksi untuk membeli suatu barang atau jasa, kali ini 

sub ini lebih menekankan pada pengiriman uang kepada 

orang lain, keluarga, atau solidaritas sosial berupa bantuan 

kemanusiaan. Terdapat rekening atau media lain yang bisa 

digunakan oleh orang-orang baik untuk menyalurkan bantuan 

uang, dan aktivitas ini merupakan bagian dari penggunaan 

uang digital. 

 



106 | Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi  

C. Keberlanjutan Ekonomi melalui Penggunaan Uang 

Digital 

Penggunaan uang digital juga mendukung 

keberlanjutan ekonomi, baik dari segi lingkungan, sosial, 

maupun ekonomi itu sendiri. Berikut beberapa cara 

bagaimana uang digital berkontribusi pada ekonomi yang 

berkelanjutan: 

1. Pengurangan Penggunaan Kertas. Dengan beralih ke 

uang digital, kebutuhan akan uang kertas dan dokumen 

fisik berkurang signifikan. Hal ini mengurangi dampak 

lingkungan dari produksi dan pembuangan kertas, serta 

menghemat sumber daya alam. 

 

2. Efisiensi Energi dan Sumber Daya. Transaksi digital 

cenderung lebih efisien dalam hal penggunaan energi dan 

sumber daya dibandingkan dengan sistem tradisional yang 

memerlukan transportasi fisik uang dan dokumen. Bank 

dan institusi keuangan juga dapat mengurangi biaya 

operasional mereka dengan beralih ke sistem digital. 

 

3. Inklusi Keuangan. Uang digital dapat meningkatkan inklusi 

keuangan dengan memberikan akses kepada layanan 

keuangan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil 

atau yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Dengan 

demikian, lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam 

ekonomi formal dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 

4. Transparansi dan Akuntabilitas. Sistem pembayaran digital 

memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan 

real-time, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan dana. Ini penting untuk mengurangi 

korupsi dan memastikan bahwa dana digunakan secara 

efektif dan efisien. 
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5. Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Hijau. Banyak 

penyedia layanan pembayaran digital yang berkomitmen 

untuk mengurangi jejak karbon mereka dengan 

menggunakan teknologi hijau. Ini termasuk penggunaan 

server yang hemat energi dan pengurangan emisi dari 

operasional sehari-hari. 

 

Dengan demikian, penggunaan uang digital tidak 

hanya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi 

sehari-hari, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip ekonomi 

Islam dan keberlanjutan ekonomi. Ini adalah langkah penting 

menuju sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan ramah 

lingkungan. 
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KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Tiga dekade terakhir, ekonomi Islam telah menjadi 

semakin penting dan menarik minat yang meningkat dari 

kalangan akademisi dan praktisi bisnis di seluruh dunia. 

Sebagaimna ditulis Ferdiansyah bahwa dalam tiga dekade 

terakhir, terjadi pertumbuhan yang signifikan pada bidang 

ekonomi Islam, baik dalam ranah akademik di perguruan 

tinggi maupun dalam praktik bisnis. Perguruan tinggi di 

seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam dan Barat 

seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah melihat 

perkembangan yang pesat dalam pengajaran dan penelitian 

ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan minat yang meningkat 

dari kalangan akademisi dan praktisi bisnis akan kajian dan 

aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern 

(Mochamad Ferdiansyah, 2023). 
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Dalam Islam, sebagaimana yang dituturkan oleh Umar 

Chapra, pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan 

menggabungkan aspek materi, moral, spiritual, dan sosial 

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep 

ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak 

hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi 

juga pada peningkatan kualitas moral, spiritual individu, dan 

kemajuan sosial masyarakat. Dengan demikian, 

pembangunan berkelanjutan dalam Islam mengacu pada 

integrasi semua aspek kehidupan manusia untuk mencapai 

tujuan pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip 

agama (Umer Chapra, 2000). 

Dalam Islam,  terdapat landasan yang menjadi acuan 

prinsip ekonomi mencakup langkah-langkah yang dilakukan 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan 

pengorbanan tertentu demi memperoleh hasil yang 

maksimal. Dalam konteks ekonomi Islam, peningkatan minat 

dalam bidang ekonomi Islam mencerminkan kesadaran 

bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan 

panduan yang kuat bagi individu dan masyarakat dalam 

mengelola sumber daya secara efisien untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Dalam konteks ekonomi Islam, 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari segi output 

atau produksi, tetapi juga harus memperhitungkan 

dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara 

menyeluruh (Mochamad Ferdiansyah, 2023). Oleh 

karenanya pertumbuhan ekonomi harus bersifat 

berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan 

kemakmuran materiil tetapi juga meningkatkan kesejahteraan 

spiritual dan sosial masyarakat. Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam ekonomi Islam 



Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan | 111   

adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, dimana faktor-

faktor produksi digunakan secara efisien untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia secara menyeluruh. 

Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

fokus utama bagi komunitas global, dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan 

menekankan pada keseimbangan yang tepat antara 

pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian 

lingkungan. Meskipun demikian, tantangan-tantangan seperti 

ketimpangan ekonomi, kemiskinan, degradasi lingkungan, 

dan kurangnya inklusi sosial tetap menjadi masalah serius di 

banyak negara, baik di dunia Muslim maupun di luar. 

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi 

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai orientasi 

pembangunan hingga tahun 2030, yang bertujuan untuk 

menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. SDGs 

menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan 

keadilan sosial. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai 

dalam implementasi SDGs, seperti penurunan angka 

kematian ibu dan anak serta peningkatan akses terhadap 

energi listrik, masih banyak tujuan yang belum tercapai, 

terutama di bidang masyarakat, kesehatan, dan lingkungan. 

Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018 oleh 

Bank Dunia menyatakan kekhawatiran bahwa beberapa 

target SDG mungkin tidak dapat dicapai sebelum tahun 2030. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan dan kerja sama 

yang kuat dari banyak aktor, termasuk pemerintah, 

masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional, 

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  
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Dalam konteks ini, peran ekonomi syariah di Indonesia 

menjadi penting karena mengedepankan prinsip keadilan, 

keseimbangan, dan keberlanjutan dalam kegiatan 

perekonomian, sehingga dapat mendukung pencapaian 

SDGs (Mickael:2915). Meskipun telah ada kemajuan yang 

signifikan dalam implementasi SDGs, laporan "The 

Sustainable Development Goals Report 2018" menyoroti 

bahwa masih ada banyak target yang belum tercapai, 

terutama dalam bidang sosial, sanitasi, dan lingkungan. 

Kekhawatiran muncul bahwa sejumlah target SDGs mungkin 

tidak akan tercapai hingga tahun 2030. Dalam konteks ini, 

peran Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi penting dalam 

mendukung pencapaian SDGs, karena mendorong prinsip-

prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam 

aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor 

swasta, dan organisasi internasional, untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan tersebut. 

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik 

dan bermakna dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Prinsip-prinsip seperti zakat, wakaf, dan larangan riba 

(bunga) memiliki potensi untuk memperbaiki ketimpangan 

ekonomi, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, 

dan merangsang investasi dalam sektor-sektor yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka merumuskan 

strategi pembangunan berkelanjutan yang efektif, penting 

untuk memahami kontribusi potensial ekonomi Islam dalam 

konteks pembangunan yang berkelanjutan.  

 

B. Hasil Kajian Literatur 

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Sunnah 

Nabawiyah ke dalam kerangka ekonomi modern, artikel ini 

menyoroti solusi holistik untuk tantangan ekonomi global saat 
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ini, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang efisien 

secara ekonomi serta mempromosikan keadilan, 

keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia. Melalui 

analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa 

nilai-nilai tersebut dapat mendukung perekonomian di 

Indonesia, terutama melalui penerapan ZISWAF, meskipun 

tantangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan 

masyarakat, tetap menjadi hambatan dalam mewujudkan 

konsep tersebut secara menyeluruh (Nurul Haniyah dkk, 

2024). 

Taofik Hidayat dalam penelitiannya menuturkan bahwa 

meskipun Environment Kuznets Curve (EKC) menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara ekonomi dan lingkungan, 

pembangunan berkelanjutan tetap memiliki peran penting 

dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa ketiga pilar Sustainable Development Goals (SDGs), 

yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan, secara simultan 

berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 

60.63%. Secara khusus, pilar sosial (Indeks Pembangunan 

Manusia/IPM) terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

pengentasan kemiskinan. Namun, pilar ekonomi 

(Pendapatan Domestik Regional Bruto/PDRB) dan pilar 

lingkungan (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan 

kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam dan aksioma etika Islam, yang menekankan 

pentingnya keseimbangan sebagai salah satu strategi dalam 

upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, 

pembangunan berkelanjutan tetap memiliki peran yang 

penting dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, 

meskipun terdapat ketidakseimbangan antara pilar-pilar 

pembangunan tersebut (Taofik Hidayat, 2020). 
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Misjayanti Ragilta Putri berpandangan bahwa ekonomi 

Islam, sebagai suatu sistem kehidupan yang mencakup 

berbagai aspek seperti politik, ekonomi, pendidikan, seni, 

sosial, dan budaya, memainkan peran penting dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya 

yang berakar pada Alquran dan Hadis menekankan distribusi 

yang adil dan seimbang, serta keadilan dan keseimbangan 

dalam sistem keuangan. Dalam konteks pembangunan 

ekonomi nasional, ekonomi Islam memberikan alternatif 

keuangan yang seimbang dan adil melalui sektor perbankan, 

asuransi, mikro, dan lainnya. Dengan demikian, ekonomi 

Islam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan mengutamakan keadilan, 

keseimbangan, dan kesejahteraan rakyat (Misjayanti Ragilta 

Putri, 2024). 

Ekonomi syariah memegang peran penting dalam 

mendukung implementasi Sustainable Development Goals 

(SDGs) di Indonesia dengan berbagai produk dan 

ekosistemnya. SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan, mencakup 

beragam aspek pembangunan, mulai dari pengentasan 

kemiskinan hingga perdamaian dan keadilan. Dalam konteks 

ini, ekonomi syariah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip 

SDGs, seperti penggunaan dana sosial dan penghindaran 

dari spekulasi. Selain itu, akad-akad keuangan syariah, 

terutama yang terkait dengan sektor pertanian dan bisnis 

halal, seperti mudarabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, 

murabahah, ba'i salam, dan lainnya, dapat mendukung 

pencapaian tujuan SDGs. Salah satu contoh nyata adalah 

penerapan akad-akad syariah dalam sektor pertanian dan 

bisnis halal, serta keterlibatan entrepreneur Islami dalam 

berbagai bidang usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Ini 

termasuk penggunaan akad seperti salam dan ijarah dalam 

bisnis franchise, serta akad-akad lainnya dalam sektor 
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pertanian dan peternakan. Melalui ekonomi syariah, 

Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada 

untuk mendukung pencapaian SDGs, menciptakan 

pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan 

(Eny Latifah, 2022). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dirujuk, 

terdapat beberapa temuan kunci yang menyoroti pentingnya 

integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka ekonomi modern. 

Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan konsep ZISWAF dapat menjadi langkah konkret 

dalam memajukan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun 

masih dihadapkan pada tantangan dari berbagai pihak. 

Penelitian Misjayanti Ragilta Putri menegaskan peran 

penting ekonomi Islam dalam membangun ekonomi yang 

adil, seimbang, dan berkelanjutan dengan mengutamakan 

keadilan dan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi 

Islam yang berakar pada Alquran dan Hadis memberikan 

alternatif keuangan yang seimbang dan adil melalui berbagai 

sektor ekonomi.  

Dengan merujuk pada temuan-temuan tersebut, 

tulisan ini akan memperkaya pemahaman tentang kontribusi 

ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan, 

memberikan solusi holistik untuk tantangan ekonomi global, 

dan menegaskan urgensi penerapan nilai-nilai Islam dalam 

aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat 

manusia secara menyeluruh. 

Ekonomi Islam adalah bidang studi yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, 

keseimbangan, dan keberkahan. Prinsip-prinsip ini 

membentuk landasan yang kuat bagi sistem ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, ekonomi Islam 

mempromosikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang 

adil, serta memperhatikan kesejahteraan umum. Konsep 
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keberkahan menekankan pentingnya aspek spiritual dan 

moral dalam aktivitas ekonomi, bukan hanya fokus pada 

keuntungan materiil semata. Dengan menerapkan prinsip-

prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi 

yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama, sambil 

mempertahankan keseimbangan antara aspek materiil dan 

spiritual dalam kehidupan manusia. 

Dalam bahasa Arab, ekonomi Islam dikenal sebagai al-

iqtishad al-Islami. Iqtishad, yang artinya ekonomi, merujuk 

pada pengetahuan tentang aturan yang terkait dengan 

produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan atau sumber 

daya. (Al-Mishri.,1993). Dalam konteks Ekonomi Islam, 

konsep ini tidak hanya mencakup aspek-aspek ekonomi 

konvensional, tetapi juga prinsip-prinsip yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip 

keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas 

ekonomi, termasuk dalam pengaturan produksi, distribusi, 

dan konsumsi. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan syariat Islam 

dan memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam 

menjalankan aktivitas ekonomi.  

Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi maqasid 

syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam seperti perlindungan 

terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. 

Dalam praktiknya, umat Islam diajarkan untuk bersyukur atas 

rezeki yang diberikan oleh Allah dan melakukan usaha 

(ikhtiar) dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Selain itu, 

dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, penting untuk menjadi 

selektif dalam pemilihan dan penggunaan segala sesuatu, 

dengan memperhatikan aspek kehalalan, kelayakan, dan 

keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, 

ekonomi Islam mendorong kesadaran moral dan spiritual 

dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sesuai dengan nilai-

nilai Islam (Sufyati dkk, 2022). 
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Berdasarkan pada ilustrasi beberapa pendapat di atas 

dapat di katakan bahwa ekonomi syariah, sebagai disiplin 

ilmu yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti 

keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Konsep-konsep 

ini memandu upaya untuk mendistribusikan kekayaan dan 

sumber daya secara adil, sambil memperhatikan 

kesejahteraan umum dengan memperhitungkan dimensi 

spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat 

membentuk sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan 

seimbang, yang menghormati kebutuhan saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Ini menyoroti pentingnya 

menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai 

Islam, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif 

bagi kesejahteraan individu dan keseluruhan masyarakat. 

 

C. Kontribusi Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah kerangka 

pandangan dan keyakinan yang bersumber dari ajaran Islam, 

yakni Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw., terhadap cara 

alokasi sumber daya ekonomi. Pandangan ini tidak hanya 

menyangkut aspek praktis, tetapi juga mencakup nilai-nilai 

spiritual, etika, dan moral dalam upaya menciptakan 

keseimbangan antara dimensi material dan spiritual dalam 

kehidupan manusia. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk 

mendorong keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan 

umum, serta memperhatikan redistribusi kekayaan yang adil 

dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, sistem 

ekonomi Islam mencerminkan upaya untuk mengatur 

ekonomi yang inklusif dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip 

agama Islam (Condro, 2012). 
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Ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan 

peningkatan kehidupan secara umum dalam suatu negara, 

tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan hak-

hak dasar individu untuk hidup yang layak. Sistem ini 

menegaskan bahwa kebebasan mencapai kemakmuran tidak 

boleh merugikan hak-hak orang lain. Dengan demikian, 

ekonomi Islam berupaya memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi individu, memungkinkan mereka 

meningkatkan kualitas hidup dalam kerangka nilai-nilai Islam. 

Prinsip-prinsip syariah menjamin pemenuhan kebutuhan 

primer setiap warga, seperti sandang, pangan, dan papan, 

dengan menetapkan kewajiban bagi yang mampu bekerja 

dan tanggung jawab bagi keluarga atau baitul maal bagi yang 

tidak mampu. Ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan 

sekadar konsep, melainkan suatu sistem yang mengatur 

distribusi sumber daya dengan adil, memastikan bahwa 

setiap individu dapat hidup layak sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam (An-Nabhani, 2009). 

Secara konseptual, ekonomi Islam didasarkan pada 

lima nilai universal, yaitu tauhid, adl, nubuwwah, khilafah, dan 

ma’ad. Dari nilai-nilai ini muncul prinsip-prinsip turunan, 

seperti multitype ownership, freedom to act, dan social 

justice, yang membentuk ciri khas sistem ekonomi Islam. 

Prinsip-prinsip ini menekankan keberagaman kepemilikan, 

kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi, serta 

keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam 

diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata dalam 

kehidupan ekonomi masyarakat tanpa melupakan nilai-nilai 

spiritual dan moral Islam yang mendasarinya (Karim, 2006). 

Pendapat tersebut menyatakan sistem ekonomi Islam 

bukan hanya sekadar alokasi sumber daya dalam praktiknya, 

melainkan juga mencakup nilai-nilai spiritual, etika, dan moral 
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yang menjadi landasan agama Islam. Prinsip-prinsip ekonomi 

Islam, seperti keadilan sosial dan hak-hak dasar individu, 

menegaskan bahwa kemakmuran individu tidak boleh 

merugikan orang lain. Tujuannya adalah untuk memecahkan 

tantangan individu dan memungkinkan peningkatan kualitas 

hidup dalam kerangka nilai-nilai Islam. Begitu pula, prinsip-

prinsip turunan ekonomi Islam menekankan pentingnya 

keberagaman kepemilikan, kebebasan individu dalam 

aktivitas ekonomi, dan keadilan sosial dalam distribusi 

kekayaan. 

 

D. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia dengan 

mempertimbangkan batasan-batasan ekologis. Konsep ini 

telah ada sejak lama, namun istilah "sustainability" baru 

muncul dalam beberapa dekade terakhir. Akar pemikiran ini 

dapat ditelusuri ke teori Malthus pada abad ke-18, yang 

mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat 

pertumbuhan penduduk yang cepat. Konsep ini terus 

berkembang, dengan munculnya teori Meadows pada tahun 

1972, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan 

terbatas oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan 

pemahaman ini, manusia diharapkan untuk memproduksi 

dan mengonsumsi barang dan jasa secara berkelanjutan, 

tanpa melebihi kemampuan alam untuk meregenerasi dirinya 

dan tanpa merusak ekosistem yang mendukung kehidupan 

(Rahadian, 2016). 

Konsep keberlanjutan, menurut Haris, dapat diperinci 

menjadi tiga aspek pemahaman yang meliputi (Rahadian, 

2016): 

1. Keberlanjutan Ekonomi. Ini lebih dari sekadar produksi 

barang dan jasa secara terus-menerus. Ini juga berarti 
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bahwa pertumbuhan ekonomi harus seimbang dan 

berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup 

aspek seperti distribusi pendapatan yang adil, 

pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dan 

pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. 

2. Keberlanjutan Lingkungan. Konsep ini menyoroti 

pentingnya menjaga ekosistem alam agar tetap seimbang 

dan berfungsi dengan baik. Ini mencakup upaya untuk 

mengurangi jejak ekologis, melindungi keanekaragaman 

hayati, serta memperbaiki dan memulihkan lingkungan 

yang rusak. Pendekatan ini mengakui bahwa manusia dan 

lingkungan hidupnya saling terkait dan harus dijaga 

keseimbangannya. 

3. Keberlanjutan Sosial. Aspek ini menekankan pada 

pentingnya membangun masyarakat yang inklusif, adil, 

dan berkeadilan. Ini mencakup akses yang merata 

terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, 

pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap hak 

asasi manusia. Keberlanjutan sosial juga mencakup 

penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi 

kehidupan mereka. 

 

Chapra menawarkan lima kebijakan pembangunan 

ekonomi berbasis Islam yang mencakup berbagai aspek 

(Chapra,1993): 

1. Menghidupkan faktor kemanusiaan. Fokus pada motivasi 

faktor kemanusiaan untuk mencapai alokasi sumber daya 

yang efektif dan distribusi yang merata. 

2. Mengurangi konsentrasi kekayaan. Mendorong langkah-

langkah untuk mengurangi ketimpangan dalam 

kepemilikan kekayaan. 



Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan | 121   

3. Restrukturisasi ekonomi. Penataan kembali semua aspek 

ekonomi untuk realokasi sumber daya demi pembangunan 

yang merata. 

4. Restrukturisasi keuangan. Mengalokasikan sumber daya 

keuangan untuk mendukung pengembangan pedesaan 

dan perkotaan serta memecahkan masalah ekonomi. 

5. Perencanaan kebijakan strategis. Menetapkan perubahan 

struktural dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

jangka pendek dan jangka panjang tanpa menciptakan 

ketidakseimbangan. 

 

Khurshid Ahmad menyusun empat prinsip yang 

mengemuka dari ajaran Islam sebagai landasan filosofis 

pembangunan yang berakar dalam prinsip-prinsip inti Islam. 

Pertama, konsep tauhid menegaskan hubungan esensial 

antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia, 

mengakui kesatuan dan keesaan-Nya. Kedua, prinsip 

rububiyah menetapkan bahwa hukum Allah menjadi landasan 

untuk merancang model pembangunan Islami. Ketiga, 

konsep khalifah menyoroti peran manusia sebagai 

perwakilan Allah di dunia, dengan tanggung jawab moral, 

politik, ekonomi, dan sosial yang turut terwakili. Terakhir, 

prinsip tazkiyah menegaskan misi utama utusan Allah untuk 

menyucikan manusia dalam segala aspek kehidupan 

mereka, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama 

manusia, alam semesta, masyarakat, maupun negara. 

(Khurshid Ahmad, 1976). 

Dengan memperhatikan beberapa pemaparan di atas, 

menjadi sangat penting untuk memperhatikan dan 

menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam 

konteks ekonomi, lingkungan, sosial, dan spiritual, yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini menekankan 

perlunya membangun masyarakat yang seimbang dan 
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berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan 

manusia saat ini tetapi juga menghormati kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Dalam era saat ini, dimana tantangan lingkungan dan sosial 

semakin kompleks, pendekatan ini menjadi semakin 

mendesak untuk memastikan kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan umat manusia serta ekosistem bumi. 

 

E. Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan 

Berkelanjutan 

Konteks kontribusi ekonomi Islam terhadap 

pembangunan berkelanjutan menyoroti pendekatan secara 

menyeluruh dalam menghadapi tantangan ekonomi global. 

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam 

kerangka ekonomi modern, sistem ini tidak hanya efisien 

secara ekonomi, tetapi juga mempromosikan keadilan, 

keseimbangan, dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk 

memberikan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi 

masalah ekonomi, dengan memperhatikan nilai-nilai moral 

dan spiritual yang mendasarinya. 

Melalui prinsip-prinsipnya yang berakar pada Alquran 

dan Hadis, ekonomi Islam mendorong penggunaan sumber 

daya secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta 

mempromosikan distribusi yang adil dan seimbang. Ekonomi 

Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi 

pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhitungkan 

prinsip-prinsip yang telah dibahas sebelumnya, yaitu: 

Pertama, dalam hal pertumbuhan ekonomi yang seimbang 

dan berkelanjutan, ekonomi Islam menekankan pentingnya 

pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada 

akumulasi kekayaan tetapi juga memperhatikan 

keberlanjutan jangka panjang. Ini konsisten dengan tujuan 
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pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara aspek 

ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang dapat berlangsung 

dalam jangka panjang tanpa merugikan generasi mendatang. 

Kedua, prinsip distribusi pendapatan yang adil dalam 

ekonomi Islam mendorong agar kekayaan didistribusikan 

secara merata di antara masyarakat, bukan hanya 

terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Ini 

penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan, yang merupakan tujuan utama pembangunan 

berkelanjutan. 

Selanjutnya, bertanggung jawab. Ekonomi Islam 

mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di 

bumi untuk menjaga seluruh sumber daya. Dengan 

mengadopsi prinsip-prinsip seperti multitype ownership dan 

keberagaman kepemilikan, sistem ekonomi Islam dapat 

mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti 

penggunaan sumber daya secara efisien, perlindungan 

terhadap keanekaragaman hayati, dan pemulihan lingkungan 

yang rusak. 

Terakhir, dalam aspek penguatan sosial, ekonomi 

Islam memandang pentingnya memastikan akses yang 

merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar 

lainnya bagi seluruh masyarakat. Selain itu, mengurangi 

ketimpangan sosial juga menjadi fokus untuk menghindari 

hambatan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan 

demikian, ekonomi Islam memberikan landasan yang kuat 

untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan 

dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan secara seimbang dan terintegrasi. 

Mengacu pada pendapat Khurshid Ahmad tentang 

empat prinsip yang menjadi landasan filosofis pembangunan 
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dalam Islam, akan memberikan landasan yang kuat untuk 

memahami bagaimana ekonomi Islam dapat berkontribusi 

pada pembangunan berkelanjutan. Dapat kita kaitkan prinsip-

prinsip tersebut dengan konsep ekonomi Islam yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan, jika 

ditinjau dari prinsip-prinsip yang diajukan oleh Khurshid 

Ahmad, dapat dilihat dari beberapa aspek: 

1. Keadilan Ekonomi. Ekonomi Islam menekankan distribusi 

yang adil dari kekayaan dan sumber daya, sesuai dengan 

prinsip tauhid dan rububiyah. Dengan mengedepankan 

keadilan ekonomi, ekonomi Islam dapat membantu 

mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses 

yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua 

lapisan masyarakat. Ini akan memperkuat aspek 

keberlanjutan sosial dalam pembangunan. 

2. Pertanggungjawaban Lingkungan. Konsep khalifah dalam 

Islam menegaskan tanggung jawab manusia untuk 

mengelola bumi dengan bijaksana. Dalam konteks ini, 

ekonomi Islam mendorong praktik ekonomi yang 

bertanggung jawab secara lingkungan, dengan 

memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap 

aspek pembangunan ekonomi. Ini termasuk penggunaan 

sumber daya alam secara bijaksana dan upaya untuk 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

3. Pengembangan Manusia secara Holistik. Prinsip tazkiyah 

menekankan pentingnya pembangunan yang mencakup 

aspek spiritual dan moralitas manusia. Dalam ekonomi 

Islam, pembangunan tidak hanya berfokus pada 

pertumbuhan ekonomi materi, tetapi juga pada 

pengembangan manusia secara holistik, termasuk aspek 

moral, etika, dan spiritualitas. Dengan memperkuat nilai-

nilai moral dan spiritual dalam masyarakat, ekonomi Islam 
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berkontribusi pada pembangunan manusia yang lebih 

berkualitas dan berkelanjutan. 

4. Partisipasi Masyarakat. Aspek keberlanjutan sosial dalam 

Islam menekankan pentingnya membangun masyarakat 

yang inklusif dan adil. Ekonomi Islam mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan 

ekonomi, dengan memberikan akses yang merata 

terhadap peluang ekonomi dan memperkuat kapasitas 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. 

 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikaitkan 

dengan konsep tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah 

dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang 

bagaimana ekonomi Islam dapat berkontribusi secara positif: 

1. Kesadaran akan Tuhan sebagai Sumber Panduan. Konsep 

tauhid menekankan pentingnya kesadaran akan Tuhan 

sebagai sumber kehidupan dan arah bagi manusia. Dalam 

konteks ini, ekonomi Islam mendorong pengusaha dan 

pemangku kepentingan ekonomi untuk bertindak sesuai 

dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam setiap 

aspek kegiatan ekonomi. Hal ini memastikan bahwa 

aktivitas ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan 

dampaknya tidak hanya pada aspek materi, tetapi juga 

pada aspek spiritual dan moral masyarakat. 

2. Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi. Prinsip rububiyah 

menetapkan bahwa hukum Allah menjadi landasan untuk 

merancang model pembangunan Islami. Dalam konteks 

ini, ekonomi Islam menekankan keadilan sosial dan 

distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Ini 

berarti bahwa ekonomi Islam dapat membantu mengurangi 
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kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi tantangan 

dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

3. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah. Konsep 

khalifah menekankan tanggung jawab manusia untuk 

mengelola sumber daya alam dan ekonomi dengan baik 

dan adil. Dalam konteks Indonesia, ekonomi Islam dapat 

membantu mempromosikan praktik ekonomi yang 

bertanggung jawab secara lingkungan, seperti 

penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang rentan. 

4. Pembangunan Spiritual dan Moral. Prinsip tazkiyah 

menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya 

berfokus pada aspek material, tetapi juga pada 

pembangunan spiritual dan moral. Dalam konteks ini, 

ekonomi Islam dapat memainkan peran dalam 

memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan 

ekonomi, seperti kejujuran, integritas, dan kepedulian 

sosial. Hal ini akan membantu membangun masyarakat 

yang lebih beretika dan bertanggung jawab secara sosial, 

yang merupakan aspek penting dalam pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. 

 

Mengacu pada hal di atas, pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia, ekonomi Islam dapat menjadi 

kunci dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan 

berkelanjutan, mendukung upaya pemerintah dan 

masyarakat dalam mengatasi tantangan-tantangan seperti 

kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan degradasi 

lingkungan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi 

pembangunan berkelanjutan, rumusan kebijakan-kebijakan 

yang efektif dengan mengutamakan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh, sambil memperhatikan 

keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. 
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TANTANGAN DAN PELUANG DALAM 

MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN 

DALAM ISLAM 

 

 

 

 

A. Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam 

Sejak awal abad ke-20, ekonomi Islam telah menarik 

perhatian sebagai opsi yang didasarkan pada prinsip keadilan 

sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pelestarian 

lingkungan (Hossain, 2019). Di sisi lain, pembangunan 

berkelanjutan menekankan pencapaian pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan hidup, dan 

integrasi sosial. Maka diperlukan pemahaman lebih lanjut 

tentang bagaimana konsep-konsep ini dapat saling 

melengkapi dan diterapkan dalam konteks praktis (Durst & 

Zieba, 2019). 

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu potensial 

yang telah menjadi salah satu isu penting yang harus diatasi 

seiring dengan tantangan global bidang ekonomi (Bakloo & 
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Asma, 2018). Hal ini telah mendapat perhatian besar untuk 

memenuhi semua kebutuhan umum generasi mendatang 

tanpa mengkompromikan kemampuan mereka untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Ahmadi, 2016). Oleh 

karena itu, seluruh sumber daya yang ada di muka bumi wajib 

dilestarikan dan dilindungi dari pencemaran dan pemborosan 

sehingga dapat dilanjutkan ke generasi berikutnya.  

Pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan 

ekonomi Islam. Hal tersebut merupakan fakta yang tidak 

terbantahkan bahwa kita memerlukan tujuan pembangunan 

universal yang berpusat pada kemanusiaan dan mewujudkan 

sistem nilai. Sistem yang dibangun harus memiliki persamaan 

bagi semua orang untuk menjadikan manfaat sosial lebih 

unggul daripada manfaat individu, serta memberi manfaat 

dan menerapkan keadilan pada semua bidang kehidupan 

bermasyarakat (Yurtseven & Bayram, 2020).  

Ekonomi Islam di Indonesia terus menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan, terbuktinya semakin banyak 

masyarakat dari berbagai kalangan tertarik menggunakan 

produk-produk ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengambil 

peran yang lebih besar dalam memberikan kontribusi kepada 

perkembangan sebuah negara (Abbas & Aravossis, 2024). 

Salah satu caranya ialah dengan mendukung dan 

berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). 

Meskipun prinsip dan operasional ekonomi Islam berbeda 

dengan ekonomi konvensional, seperti tujuan utama ekonomi 

Islam adalah mencapai falah yaitu menciptakan 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini sejalan 

dengan beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan 

kesejahteraan, mengatasi kemiskinan, dan menciptakan 

kesetaraan. Adanya dukungan lembaga ekonomi Islam, 

pencapaian SDGs diharapkan dapat terwujud dan 
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memberikan dampak positif yang signifikan bagi 

kesejahteraan masyarakat secara luas (Arfa & Arif, 2021). 

Ekonomi Islam menekankan pentingnya pemerataan, 

dimana kekayaan tidak boleh dinikmati hanya oleh segelintir 

orang saja. Prinsip ini didukung oleh berbagai konsep seperti 

zakat, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk 

mendistribusikan harta secara adil dan merata di masyarakat. 

Ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan umum dan 

keadilan sosial, memastikan bahwa setiap individu memiliki 

akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. 

Ekonomi Islam berusaha mencegah penumpukan harta pada 

segelintir orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi di 

masyarakat (Kalsum, 2018). 

Pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) dibangun dengan konsep yang berlandaskan 

dua pilar utama, yaitu: pembangunan (development) dan 

keberlanjutan (sustainability) (Mubarok, 2018). Konsep ini 

menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi yang seimbang 

dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial dan 

memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini tidak 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

Kegiatan merancang strategi pembangunan 

berkelanjutan yang berakar pada prinsip-prinsip ekonomi 

Islam, penting untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama 

dari kedua bidang tersebut. Konsep utama dalam ekonomi 

Islam, seperti keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan 

kelestarian lingkungan, bersinergi dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan. Keadilan sosial dalam ekonomi 

Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan 

kesempatan yang adil di masyarakat, dengan fokus pada 

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan 

sosial. Pemerataan kekayaan juga menjadi landasan untuk 
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memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang 

setara terhadap sumber daya ekonomi. Konsep kelestarian 

lingkungan dalam ekonomi Islam menekankan tanggung 

jawab manusia sebagai pengelola bumi, mendorong 

perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk generasi 

sekarang dan mendatang. Dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan, konsep-konsep ini diterjemahkan pada tujuan 

konkret seperti pertumbuhan inklusif, perlindungan 

lingkungan, dan inklusi sosial.  

Selain itu, pertumbuhan inklusif harus memastikan 

manfaat ekonomi dirasakan merata oleh semua lapisan 

masyarakat. Sementara perlindungan lingkungan juga harus 

dipastikan pembangunan ekonomi tidak merusak alam. 

Inklusi sosial memastikan seluruh kelompok masyarakat, 

termasuk yang rentan terlibat dalam proses pembangunan. 

Adanya identifikasi konsep-konsep ini, strategi pembangunan 

berkelanjutan yang terinspirasi oleh ekonomi Islam dapat 

dirancang secara komprehensif, memperkuat komitmen 

terhadap keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan 

kelestarian lingkungan. 

Menurut Abbas dan Aravossis (2024), dalam 

mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam 

strategi pembangunan berkelanjutan, diperlukan kerangka 

kebijakan yang komprehensif, yaitu: 

1. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan 

Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam 

strategi pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang 

penting. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah 

penguatan kelembagaan dan kebijakan. Hal ini termasuk 

pendirian lembaga yang bertanggung jawab atas 

pengembangan dan implementasi kebijakan ekonomi 

Islam, seperti serta ditetapkannya peraturan-peraturan 

yang mendukung prinsip ekonomi syariah di berbagai 
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bidang sektor ekonomi seperti keuangan, perdagangan, 

dan investasi. Adanya kerangka peraturan yang jelas, 

pemerintah dapat memberikan landasan yang kokoh bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasiskan 

ekonomi Islam.  

 

2. Perkembangan Industri Keuangan Syariah 

Pengembangan industri keuangan syariah menjadi salah 

satu fokus utama dalam kerangka kebijakan. Melalui 

insentif fiskal yang tepat, pelatihan tenaga kerja, dan 

pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang 

memadai, pemerintah dapat memperkuatnya Industri 

keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketatnya 

regulasi dan pengawasan lembaga keuangan Islam juga 

diperlukan untuk menjamin transparansi dan kepatuhan 

terhadap prinsip syariah, serta membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap keuangan syariah.  

 

3. Pemanfaatan Dana Zakat dan Wakaf 

Pemanfaatan dana zakat dan wakaf merupakan strategi 

penting dalam mengintegrasikan ekonomi Islam prinsip-

prinsip ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan. 

Pengoptimalkan penggunaan dana zakat dan wakaf untuk 

mendukung proyek pembangunan berkelanjutan, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

Perkembangan yang efektif dalam mekanisme 

pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat 

dan wakaf juga diperlukan untuk memastikan bahwa 

kebijakan tersebut dapat digunakan secara efisien dan 

secara berkelanjutan. 
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4. Peningkatan Akses dan Inklusi Keuangan 

Aspek penting lainnya ialah peningkatan akses terhadap 

layanan keuangan untuk semua tingkat masyarakat. 

Melalui pengembangan bank mikro dan koperasi syariah, 

serta pengembangan produk keuangan inklusif yang 

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, pemerintah dapat 

memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang 

sebelumnya kurang terlayani. Adanya aktifitas 

memperkuat inklusi keuangan, pemerintah dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

5. Promosi Keadilan dan Kesejahteraan Sosial 

Upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dapat 

dilakukan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan 

sosial. Pemerintah perlu mendorong pembangunan ke 

arah yang memihak keadilan sosial dan pemerataan 

kekayaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, 

promosi kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok 

rentan. Melalui pengembangan program sosial yang 

berkelanjutan, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial, 

dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan 

perlindungan sosial kepada yang membutuhkan.  

 

6. Investasi pada Infrastruktur Ramah Lingkungan dan 

Inklusif 

Investasi pada infrastruktur ramah lingkungan dan inklusif 

merupakan langkah penting dalam mendukung 

keberlanjutan perkembangan. Melalui alokasi dana untuk 

proyek infrastruktur ramah lingkungan, seperti energi 

terbarukan, transportasi umum, dan sanitasi, pemerintah 
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dapat memperkuatnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dengan mendorong kemitraan pemerintah-swasta dalam 

pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur 

berkelanjutan, pemerintah dapat mempercepat 

implementasi proyek-proyek tersebut dan menciptakan 

dampak yang lebih besar pada masyarakat. 

 

7. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat 

Edukasi dan kesadaran masyarakat berperan penting 

dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke 

dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Melalui 

pendidikan masyarakat dan kampanye kesadaran prinsip-

prinsip ekonomi Islam dan perlunya pembangunan 

berkelanjutan, pemerintah bisa meningkatkan pemahaman 

dan dukungan masyarakat terhadap implementasi 

kebijakan terkait. Pemerintah juga perlu mendorong 

penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi syariah 

dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kapasitas dan pengetahuan. 

 

8. Pengawasan dan Evaluasi 

Pengawasan dan evaluasi merupakan langkah penting 

dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah dirumuskan. Melalui mekanisme 

pengawasan yang kuat, pemerintah dapat memantau 

implementasi kebijakan dan memastikan akuntabilitas 

dalam pengelolaan sumber daya publik. Evaluasi berkala 

terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan 

juga perlu dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap 

pembangunan berkelanjutan dan melakukan penyesuaian 

jika diperlukan. 
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Adanya integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke 

dalam kerangka kebijakan holistik, pembangunan 

berkelanjutan dapat dicapai dengan lebih efektif dan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ekonomi Islam 

menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kepedulian 

terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, 

zakat, dan investasi beretika, memastikan distribusi 

kekayaan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif. Selain itu, konsep wakaf dan sedekah 

dapat memperkuat jaringan sosial dan ekonomi, mengurangi 

ketimpangan, dan mendukung program-program 

kesejahteraan. Pengadopsian pendekatan ini, kebijakan 

ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga 

pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. 

Hasinya akan terlihat pada pembangunan yang lebih adil dan 

berkelanjutan, yang mampu menciptakan keseimbangan 

antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 

 

B. Tantangan dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan 

Menurut Islam 

Terlepas dari potensi sinergi antara ekonomi Islam dan 

pembangunan berkelanjutan, masih ada sejumlah masalah 

yang perlu diselesaikan (Shabbir & Ahmed, 2020). Diantara 

tantangan yang dirasakan ialah ketidakjelasan konsep dan 

implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan, tantangan kelembagaan dalam 

mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut ke dalam 

kebijakan ekonomi yang ada, dan ketidakpastian mengenai 

dampak nyata penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Jan et al., 

2021). 
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Wawasan terhadap tantangan dalam 

mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam 

pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk memandu 

langkah-langkah ke depan. Berikut beberapa tantangan yang 

dihadapi dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut 

ekonomi Islam: 

1. Ketidakseimbangan antara Ekonomi dan Lingkungan 

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan ekonomi 

berkelanjutan menurut Islam adalah menyeimbangkan 

pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. 

Meskipun prinsip ekonomi Islam sangat menekankan 

keberlanjutan dan tanggung jawab manusia sebagai 

khalifah di bumi, dalam praktiknya sering kali terjadi 

ketidakseimbangan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat 

kadang mengabaikan dampak negatif terhadap 

lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam yang 

berlebihan dan polusi. Tantangan ini diperparah oleh 

tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka 

pendek tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. 

Ekonomi Islam mengajarkan pentingnya menjaga 

keseimbangan alam dan kesejahteraan seluruh makhluk, 

namun implementasi prinsip ini memerlukan komitmen 

kuat dari semua pihak. Untuk mengatasi tantangan ini, 

diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari, memastikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan 

pelestarian lingkungan, dan mendidik masyarakat tentang 

pentingnya keberlanjutan. 

 

2. Ketidakpastian Peraturan dan Standar 

Tantangan lainnya dalam mewujudkan ekonomi 

berkelanjutan menurut Islam adalah ketidakpastian 

peraturan dan standar yang mengatur praktik ekonomi 
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Islam. Kurangnya harmonisasi antara hukum syariah dan 

hukum positif di beberapa negara dapat menyulitkan 

pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya, 

perbedaan interpretasi dan penerapan hukum syariah di 

berbagai yurisdiksi menciptakan ketidakjelasan yang dapat 

menghambat inovasi dan adopsi luas produk keuangan 

syariah. Selain itu, kurangnya standar global yang 

konsisten untuk keuangan syariah menambah 

kompleksitas bagi lembaga keuangan yang beroperasi di 

beberapa negara. Tantangan ini memerlukan upaya 

kolaboratif antara ulama, regulator, dan praktisi keuangan 

untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih 

harmonis dan seragam. Dengan demikian, produk 

keuangan syariah dapat berkembang lebih baik dan 

mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

secara efektif, memastikan kesejahteraan ekonomi dan 

kelestarian lingkungan dapat tercapai. 

 

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat 

Tantangan yang signifikan dalam mewujudkan ekonomi 

berkelanjutan menurut Islam adalah meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi 

Islam dan pentingnya pembangunan berkelanjutan. 

Banyak orang masih kurang familiar dengan konsep-

konsep ini, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih 

besar. Tanpa pemahaman yang mendalam, dukungan luas 

dari masyarakat sulit dicapai. Edukasi dapat dilakukan 

melalui berbagai media, mulai dari kampanye publik, 

seminar, hingga kurikulum pendidikan formal yang 

mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan 

keberlanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat, diharapkan akan tercipta 
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kesadaran kolektif yang mendorong praktik ekonomi yang 

adil dan ramah lingkungan. Selain itu, pemahaman yang 

lebih baik akan memfasilitasi penerimaan dan 

implementasi produk-produk keuangan syariah yang 

sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, 

sehingga memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan 

sosial dan kelestarian lingkungan (Abbas & Aravossis 

(2024). 

  

Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke 

dalam strategi pembangunan berkelanjutan adalah tugas 

yang kompleks dan multidimensi. Tantangan utama meliputi 

aspek regulasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. 

Perbedaan peraturan dan standar antara hukum syariah dan 

hukum positif menciptakan ketidakpastian, menghambat 

inovasi keuangan syariah yang ramah lingkungan. Aspek 

pendidikan juga krusial, karena banyak masyarakat belum 

memahami prinsip ekonomi Islam dan kaitannya dengan 

keberlanjutan. Edukasi melalui sekolah, media, dan seminar 

diperlukan untuk meningkatkan kesadaran. Ketidakpastian 

dalam interpretasi hukum syariah menambah kerumitan, 

memerlukan kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi 

untuk mencapai kesepahaman dan harmonisasi. 

 

C. Peluang dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan 

Menurut Islam 

Ekonomi berkelanjutan merupakan konsep yang 

semakin mendominasi diskusi global tentang pembangunan 

yang bertanggung jawab dan inklusif. Ekonomi Islam 

menawarkan pendekatan unik dan komprehensif yang 

berpotensi besar untuk mewujudkan keberlanjutan. Prinsip-

prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, 

keseimbangan, dan tanggung jawab lingkungan, selaras 
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dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam 

tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga pada 

kesejahteraan spiritual dan moral, yang secara keseluruhan 

dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan 

berkelanjutan (Amsari et al., 2024). 

Peluang utama dalam mengintegrasikan ekonomi 

Islam ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan 

terletak pada praktik-praktik seperti zakat, wakaf, dan 

perbankan syariah (Abdullah, 2018). Zakat sebagai 

mekanisme redistribusi kekayaan dapat membantu 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, sementara 

wakaf berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur dan 

layanan sosial secara berkelanjutan. Perbankan syariah, 

yang beroperasi tanpa riba, ikut menawarkan alternatif yang 

etis dan stabil dalam sistem keuangan global. 

Selain itu, prinsip-prinsip etika dalam investasi syariah 

dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi yang 

ramah lingkungan dan berkelanjutan (Siregar et al., 2023). 

Investasi yang sesuai dengan syariah cenderung 

menghindari sektor-sektor yang merusak lingkungan atau 

tidak etis, sehingga mendukung keberlanjutan jangka 

panjang. Hal ini membuka peluang bagi berbagai sektor 

ekonomi, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan 

industri halal, untuk berkembang dengan dukungan investasi 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

Adanya penekanan nilai-nilai sosial dan lingkungan, 

ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang holistik 

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Adin et 

al., 2020). Potensi ini jika dimanfaatkan secara maksimal, 

dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian 

keberlanjutan global. Mengintegrasikan ekonomi Islam dalam 

kebijakan pembangunan nasional dan internasional tidak 

hanya memperkaya kerangka ekonomi, tetapi juga 
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memperkuat upaya kolektif menuju masa depan yang lebih 

adil dan berkelanjutan.  

Berikut beberapa peluang dalam mewujudkan 

ekonomi berkelanjutan menurut ekonomi Islam: 

1. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah 

Peluang besar dalam mewujudkan ekonomi Islam 

berkelanjutan terletak pada pertumbuhan industri 

keuangan syariah. Industri ini dapat digunakan sebagai 

instrumen pembiayaan proyek pembangunan 

berkelanjutan. Peningkatan permintaan terhadap produk 

keuangan syariah, terdapat potensi untuk mengalokasikan 

dana secara lebih efektif untuk investasi di sektor 

berkelanjutan. Berfokus pada prinsip-prinsip Islam yang 

menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab 

sosial, ekonomi Islam dapat menjadi motor penggerak bagi 

pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomis, 

sosial, dan lingkungan. Kondisi Ini menciptakan peluang 

bagi pengembangan produk dan layanan keuangan yang 

mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai Islam. 

 

2. Inovasi Produk dan Layanan 

Selain industri keuangan syariah, peluang dalam 

mewujudkan ekonomi Islam berkelanjutan dapat 

ditemukan melalui inovasi produk dan layanan yang 

menggabungkan prinsip ekonomi Islam dengan 

pembangunan berkelanjutan. Pengembangan produk 

keuangan ramah lingkungan merupakan contoh nyata 

yang dapat memberikan solusi inovatif untuk membiayai 

proyek-proyek lingkungan hidup. Dengan fokus pada 

prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan 

keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, 

inovasi semacam ini dapat menghasilkan dampak positif 
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yang besar dalam menjaga keseimbangan ekologi serta 

memperkuat perekonomian umat. Hal Ini membuka pintu 

bagi kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan para 

pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan sambil mematuhi prinsip-

prinsip nilai Islam. 

 

3. Kemitraan antar Sektoral 

Peluang mewujudkan ekonomi Islam berkelanjutan 

terletak pada kemitraan antara sektor publik, swasta, dan 

nirlaba. Kolaborasi semacam ini mempercepat 

pelaksanaan proyek-proyek yang mendukung prinsip 

ekonomi Islam, seperti infrastruktur ramah lingkungan dan 

layanan sosial. Adanya pendanaan dari sektor swasta, 

bimbingan regulasi dari sektor publik, dan kepedulian 

sosial dari sektor nirlaba, proyek-proyek ini dapat terwujud 

dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Kemitraan ini juga 

memperluas akses kepada masyarakat yang 

membutuhkan, memperkuat prinsip inklusi dalam ekonomi 

Islam, sambil menciptakan lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta 

berorientasi pada nilai-nilai Islam. 

 

4. Redistribusi Kekayaan melalui Zakat 

Redistribusi kekayaan melalui zakat merupakan peluang 

signifikan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan 

menurut Islam. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, 

berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan 

sebagian harta orang kaya kepada mereka yang 

membutuhkan. Mekanisme ini membantu mengurangi 

kemiskinan dan ketimpangan sosial secara langsung. 

Melalui pengelolaan yang transparan dan efisien, dana 

zakat dapat digunakan untuk berbagai program 
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pemberdayaan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan pembangunan infrastruktur. Hal Ini tidak hanya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu 

tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan. Redistribusi kekayaan melalui zakat 

menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, dimana 

semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, 

sehingga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi 

jangka panjang (Hidayah et al., 2023). 

 

5. Pemanfaatan Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur 

Pemanfaatan harta wakaf merupakan peluang penting 

dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut Islam. 

Wakaf sebagai salah satu ajaran Islam, berfungsi sebagai 

sarana pengelolaan harta menjadi lebih efektif dan merata. 

Hal Ini membantu mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. melalui pengelolaan yang transparan dan 

efektif. Harta wakaf dapat digunakan untuk program 

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, yang 

semuanya berkontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang baik dapat 

membantu pembangunan infrastruktur, sehingga 

menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, 

dimana kekayaan tidak terpusat pada segelintir orang 

tetapi tersebar lebih merata, sehingga meningkatkan 

stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini 

menjadikan wakaf sebagai instrumen kunci dalam 

mencapai kesejahteraan umum dan keberlanjutan dalam 

masyarakat Islam (Ismail & Shaikh, 2017). 
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